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BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja
dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan serta memberi pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka
diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
590);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabuaten Bone Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2020 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun
2020 Nomor 60);

Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

=

10.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Bone.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.



11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun,
dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil
Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2022.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan;

Bab Il : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BabV : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan
Lampiran II : Dinas Kesehatan



Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
LampiranXIX

Lampiran XX
Lampiran XXI

Lampiran XXII
Lampiran XXIII
Lampiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXVI
Lampiran XXVII

Lampiran XXVIII
Lampiran XXIX
Lampiran XXX
Lampiran XXXI
Lampiran XXXII
Lampiran XXXIII
Lampiran XXXIV
Lampiran XXXV

Lampiran XXXVI

Lampiran XXXIX

: BLUD RSUD Tenriawaru
: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang

: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

: Satuan Polisi Pamong Praja

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
: Dinas Sosial

: Dinas Ketenagakerjaan

: Dinas

Pemberdayaan dan

Perlindungan Anak

Perempuan

: Dinas Ketahanan Pangan
: Dinas Lingkungan Hidup
: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

: Dinas Perhubungan
: Dinas

Komunikasi, Informatika dan

Persandian

: Dinas Koperasi
: Dinas

Penanaman Modal
terpadu Satu Pintu

dan Pelayanan

: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
: Dinas Kebudayaan

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
: Dinas Pariwisata

: Dinas

Pertanian, Tanaman
Hortikultura dan Perkebunan

Pangan,

: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

: Dinas Perindustrian

: Dinas Perdagangan

: Dinas Perikanan

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Badan Keuangan dan Aset Daerah

: Badan Pendapatan Daerah

:Badan Kepegawaian

dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII :

Lampiran XXXVIII :

Inspektorat Daerah
Sekretariat DPRD

: Sekretariat Daerah



Lampiran XL
Lampiran XLI
Lampiran XLII
Lampiran XLIII
Lampiran XLIV
Lampiran XLV
Lampiran XLVI
Lampiran XLVII
Lampiran XLVIII
Lampiran XLIX
Lampiran L
Lampiran LI
Lampiran LII
Lampiran LIII
Lampiran LIV
Lampiran LV
Lampiran LVI
Lampiran LVII
Lampiran LVIII
Lampiran LIX
Lampiran LX
Lampiran LXI
Lampiran LXII
Lampiran LXIII
Lampiran LXIV
Lampiran LXV
Lampiran LXVI

: Kecamatan Lamuru

: Kecamatan Dua Boccoe

: Kecamatan Sibulue

: Kecamatan Barebbo

: Kecamatan Cina

: Kecamatan Mare

: Kecamatan Awangpone

: Kecamatan Tellu Siattinge

: Kecamatan Cenrana

: Kecamatan Ajangale

: Kecamatan Amali

: Kecamatan Palakka

: Kecamatan Ulaweng

: Kecamatan Bengo

: Kecamatan Tellu Limpoe

: Kecamatan Lappariaja

: Kecamatan Patimpeng

: Kecamatan Ponre

: Kecamatan Libureng

: Kecamatan Bontocani

: Kecamatan Kahu

: Kecamatan Kajuara

: Kecamatan Tonra

: Kecamatan Salomekko

: Kecamatan Tanete Riattang
: Kecamatan Tanete Riattang Barat
: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat

Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan
program dan kegiatan.

(2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun

2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.



Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
padaxanggal 29 Tuli 2021
4
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{

E
|

. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Jul: 202
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KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati
Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan
kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya
setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen
perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik & bersih (good governance & clean government). Renja ini
juga merupakan bentuk pertanggungjawaban formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas
seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan
arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa
pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan
pencapaian target kinerja Tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap
realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada
tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode
Tahun 2018-2023.

Dalam perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun 2018
hingga tahun 2021, terdapat kondisi dan dinamika pembangunan nasional yang
mendorong dilakukannya Perubahan terhadap Rencana Strategis Jangka Menengah
Pemerintah Daerah, baik RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun
2018-2023. Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah inilah yang kemudian
menjadi acuan dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi
kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (self measurement) atas realisasi pencapaian
kinerja Inspektorat Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone
pada Tahun 2022 nanti.
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Dengan adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari
aspek perencanaan strategis, maka keselarasan antar dokumen perencanaan baik secara
vertikal maupun horizontal menjadi sebuah kewajiban. Hal ini dilaksanakan melalui
penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya
termasuk pada Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Tahun 2022 dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 beserta Rencana Strategis
(Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Perencanaan kinerja yang berbasis teknologi informasi (IT) kedepannya juga
sudah menjadi tuntutan jaman yang harus dilakukan dan terus dikembangkan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (e-government), sehingga
penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai serta SDM yang
kompeten, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan perencanaan kinerja dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Selain itu, salah satu tantangan yang kedepannya perlu mendapat perhatian adalah
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam upaya penanganan
kesehatan beserta pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam
kondisi “new normal” setelah meluasnya pandemik wabah Virus COVID-19 sejak akhir
tahun 2019 dan masih berdampak hingga saat ini.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2022 ini menjadi media
perencanaan kinerja yang dapat menjawab tantangan tersebut, dan lebih bermanfaat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat
daerah pada Tahun 2022 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab.
Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
& Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

‘:_4.,_;,_-:-/ A. MUH. YAMIN AT.. MLSi.
at : Pembina Utama Muda
NIP.  : 19680725 199303 1 005
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari
penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian
tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara
bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian
kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi
prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance
& Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29
Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta
Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi
unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan
Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu)
tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
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Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja
tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam
pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain
itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan
setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang
diproses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom
up, dengan subtansi pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integrtatif, dan
spasial).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan
persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan
Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi
dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder
yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan
mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrembang
tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD
dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan
dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD
Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat
Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan
akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala
daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah
tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman
untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran
Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan

pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
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1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini,
didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum,
yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman

Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
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14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2022;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2021 ;

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

25. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 41 Tahun 2021;

26. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2022.
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1.3. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal
ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di
tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan &
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk
penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan
perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat
strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.
Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini disusun dengan
maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terkait dengan
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan
pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-
SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone

Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif
program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan
pada tahun 2022;

2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kab.
Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-
2023.

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini, nantinya diharapkan

dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.
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1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ;
Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun
sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis
kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran
Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun
perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan
Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan
Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan
pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu
menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta

harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.
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BAB 11

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya,
untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala
yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun
berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran
strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone
selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan
Renja Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu
(2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), yang selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah hingga tahun 2020 mengacu pada
Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun
2021 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini
disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu
pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang
dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan
target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan
kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas
kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020
oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga
Tahun 2020 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2021.
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Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan Renja hingga tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2021,
selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program
dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang
timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review
tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke
depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai
Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2020 berdasarkan
Laporan Kinerja Tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2021,

secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2020 (mengacu ke Renstra Pokok)

- Realisasi Target | Target dan Realisasi Kinerja Program dan RedleiCopaianylarast
Target Kinerja o e . . Renstra PD s/d
. N Kinerja Hasil Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target Program
Urusan/Bidang Urusan . — Capaian - Tahun 2020
. Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Program dan dan Kegiatan Tinek
Kode Pemerintahan Daerah dan ; Program Kel i N Realisasi Capaian ingkat
. Kegiatan (Output) eluaran . o Tingkat (Renja PD) Capaian
Program/Kegiatan (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja | o k> Tahun 2021 Program & Realisasi
Tahun 2023 Tahun 2019 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 % Kegiatan s/d Target
(%) Tahun 2020 g
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1 Urusan Wajib
1120 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
1|20(01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Perkantoran setiap tahun anggaran 100 % 99% 100 % 103 % 103 % . 101 % 101 %
1120(01|02| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi
Daya Air dan Listrik (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana 180 Paket 36 Paket 36 Paket 36 Paket 100 % - 72 Paket 40,00 %
kebutuhan
1120(01|07| Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis
Keuangan lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta o .
asuransinya untuk pelaksanaan administrasi 69 Orang 11 Orang 14 Orang 14 Orang 100 % - 25 Orang 35,51 %
perkantoran
1120(01|12| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi . .
/ Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan 20 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% . 8 Paket 40,00 %
1120(01|15| Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana 60 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100 % - 24 Paket 40,00 %
kebutuhan
1120|01|23| Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi | Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah
Dalam Daerah Dan Luar Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan 247 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan 57 Kegiatan 114 % - 107 Kegiatan 43,32 %
konsultasi dalam dan luar daerah
1120|01|24| Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK),
Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & 180 Paket 36 Paket 36 Paket 36 Paket 100 % - 72 Paket 40,00 %
Minuman sesuai rencana kebutuhan
1 (20|02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan 100 % 97 % 100 % 97 % 97 % - 98,50 % 98,50 %
setiap tahun anggaran
1|20|02|05| Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (22 Unit) (3 Unit) - - _ . (3 Unit) 13,64 %
Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan : . 10 Unit . 0 Unit . 0 Unit
- Mobil . 12 Unit - 3 Unit - 3 Unit
- Sepeda Motor
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isasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan el Gl T
Target Kinerja | Realisasi Target = 3 ] 8 Renstra PD s/d
; . Kinerja Hasil Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target Program
Urusan/Bidang Urusan . . Capaian N Tahun 2020
. Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Program dan dan Kegiatan Tinekat
Kode Pemerintahan Daerah dan ; Program Kel . : Realisasi C Ingka
. Kegiatan (Output) (Renstra PD) eluaran O Tt Tingkat (Renja PD) > wa Capaian
Program/Kegiatan Kegiatan s/d CLEEELTEE catsasl Renja | pealisasi Tahun 2021 Kegistan s/d Realisasi
Tahun 2023 Tahun 2019 PD Tahun 2020 | PD Tahun 2020 %) Kegiatan s/ Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1|20({02|07| Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumla_h Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (29 Unit/Set/Paket) (2 Set/Paket) (4 Unit) (4 Unit) 100% - (6 Unit/Set/Paket) 20,69 %
Kantor sesuai rencana kebutuhan :
- TV 2 Unit - OUnit - 1Unit - 1Unit - 1Unit
- Sound System Ruangan 1 Set - 0Set - 0Set - 0Set - 0Set
- Mic Wireless 1 Set - 1Set - 0Set - 0Set - 1Set
- Loudspeaker Mobile 4 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - O0Unit
- AC 5 Unit - OUnit - 2Unit - 2Unit - 2Unit
- Pompa Air 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
R al 1 Unit - OUnit - OUnit - OUnit - OUnit
- Tangga Lipat 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
. Gorden 1 Paket - 1Paket - 0 Paket - 0 Paket - 1Paket
- Karpet 2 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket
- Penunjuk Waktu 2 Unit - OUnit - OUnit - OUnit - OUnit
. White Board 2 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
. Podium 1 Unit - OUnit - 1Unit - 1Unit - 1Unit
- Papan Nama Kantor 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Papan Himbauan & Informasi 1 Unit - OUnit - OUnit - OUnit - OUnit
- Dispenser 3 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Brankas Besi 0 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
1|20({02 (09| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralata.m Gedung Kantor (124 Unit/Paket) (14 Unit) (25 Unit) (25 Unit) 100% - (39 Unit) 31,45 %
sesuai rencana kebutuhan :
- Komputer (PC Desktop) 9 Unit - 1Unit - 1Unit - 1Unit - 2 Unit
- Notebook/Laptop - 31 Unit - 0Unit - 5Unit - 5Unit - 5Unit
- Printer - 22 Unit - 2Unit - 16 Unit - 16 Unit - 18 Unit
- Scanner - 5Unit - 2Unit - 0Unit - 0Unit - 2Unit
- Proyektor 6 Unit - OUnit - 1Unit - 1Unit - 1Unit
- Mesin Tik 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Kamera 6 Unit - OUnit - OUnit - OUnit - OUnit
- Monitor/Display 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- CCTV (3 Titik) - 1Paket - 0Paket - 0Paket - 0Paket - 0Paket
- UPS/Stabilizer - 13 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Alat Penghancur Kertas - 2Unit - 1Unit - 0Unit - 0Unit - 1Unit
- Alat Potong Kertas 1 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Meter Dorong 8 Unit - 4 Unit - 0Unit - 0Unit - 4 Unit
- Roll Meter 8 Unit - 4 Unit - 0Unit - 0Unit - 4 Unit
- Jangka Sorong 8 Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit - 0Unit
- Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit - 0Unit - 2Unit - 2Unit - 2Unit
1 ({20|02|10| Pengadaan Mebeleur ilgr&ljatthaenn.gadaan Meubeleur sesuai rencana (189 Buah/Set) (20 Buah) (15 Buah) (15 Buah) 100 % - (35 Buah) 18,52 %
- Meja Kerja - 50 Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
- Meja Rapat - 14 Buah - 0Buah - 12 Buah - 12 Buah - 12 Buah
- KursiKerja - 50 Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
- Kursi Rapat - 40 Buah - 15 Buah - 3 Buah - 3 Buah - 18 Buah
- Kursi Tunggu 6 Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
- Sofa - 1Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
- Lemari Arsip - 14 Buah - 5Buah - 0Buah - 0Buah - 5Buah
- Rak Buku 7 Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
- Filling Kabinet 7 Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah - 0Buah
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Target Kineria Realisasi Target | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Reah;::s(t:f:ggr; /Larget
Urusan/Bidang Urusan ga aian s Kinerja Hasil Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target Program Tahun 2020
. Indikator Kinerja Program (Outcomes) / P Program dan dan Kegiatan Tinekat
Kode Pemerintahan Daerah dan : Program ) ; Realisasi Capaian Ingia
Kegiatan (Output) Keluaran . o Tingkat (Renja PD) Capaian
Program/Kegiatan (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja | o ° = . Tahun 2021 Program & Realisasi
Tahun 2023 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 Kegiatan s/d
Tahun 2019 (%) Tahun 2020 Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1120|02|22| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan
Kantor Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan 25 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100 % - 10 Paket 40,00 %
Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
1|20|02|24| Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara o _ o
Kendaraan Dinas/Operasional rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan 20 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100 % 8 Paket 40,00 %
1{20(02|26| Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana 100 Paket 20 Paket 20 Paket 15 Paket 75% - 35 Paket 35,00 %
kebutuhan
1|20|02|28| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung
Gedung Kantor Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana 60 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100 % - 24 Paket 40,00 %
kebutuhan
1120|02|29| Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor
Meubeleur Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan 60 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100 % - 24 Paket 40,00 %
1|20(03 Program Peningkatan Disiplin Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan
Aparatur Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana 100 % 100 % - - - - 50 % 50 %
kebutuhan setiap tahun anggaran
1 ({20|03|05| Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai 5 Paket 0 Paket - - - - 1 Paket 20,00 %
rencana kebutuhan
1 (20|06 Program Peningkatan Pengembangan Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %
Keuangan tahun anggaran
1|20({06|01| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Inspektorat Daerah yang tersusun 35 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100 % = 14 Dokumen 40,00 %
1|20({06|02| Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat
Sem%esteran P € Daerah yang tersusun P & P 125 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen 100 % - 50 Dokumen 40,00 %
1(20(08 Program Penunjang Pemerintahan Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang
Umum Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran 100% 100% 100% 100% 100% . 100% 100 %
1 (20|08|01| Penyusunan Rencana Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan
Daerah Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun 32 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100 % - 13 Dokumen 40,63 %
1 (20|08|02| Pengelolaan Website Perangkat Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat
Dae%ah € Daerah & & & 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % - 2 Kegiatan 40,00 %
1120({08|03| Promosi dan Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan
€ yang diiku%i / & 4 Kegiatan 0 Kegiatan - - - = 0 Kegiatan 0,00 %
1 (20|20 Program Peningkatan Sistem Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pengawasan Internal dan . minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi 95 % 42,42 % 65 % 53,03 % 81,58 % - 53,03 % 55,82 %
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Implementasi SAKIP
KDH
Persentase OPD yang bersih dari temuan
berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan 100 % 71,21 % 95 % 46,97 % 49,44% - 46,97 % 46,97 %
aset daerah oleh BPK-RI
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Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target Program

Realisasi Capaian Target
Renstra PD s/d

Kepentingan

Benturan Kepentingan

(Per Semester)

Urusan/Bidang Urusan . . : Kinerja Hasil
N / 8 Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Capaian Program dan dan Kegiatan flahuni2020 ok
Kode Pemerintahan Daerah dan ; Program . : Realisasi Capaian Tingkat
Kegiatan (Output) Keluaran . o Tingkat (Renja PD) P Capaian
Program/Kegiatan (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja Realisasi Tahun 2021 Program & Realisasi
Tahun 2023 Tahun 2019 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 % Kegiatan s/d Target
(%) Tahun 2020 get
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi
Reformasi Birokrasi >70-80 49,45 >50-60 24,08 48,16 % - 24,08 32,11%
Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level
3 (Terdefinisi) 90 % 35% 60 % 513 % 8,55 % - 513 % 5,70 %
Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 435 434 400 434 109 % _ 437 100,46 %
(Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 OPD/PemDes OPD/PemDes OPD/PemDes OPD/PemDes ° OPD/PemDes e e
Kelurahan + 328 PemDes)
Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga
tahun berkenaan) :
1. BPK-RI 100 % 79,02 % 85 % 81,00 % 95,29 % - 81,00 % 81,00 %
5 APIP (BPKP, Itprov, Itkab) 100 % 77,29 % 85 % 81,35 % 95,71 % = 81,35 % 81,35 %
Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan
masyarakat yang diterima sesuai kewenangan 100 % 100 % 95 % 100 % 105 % - 100 % 100 %
Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan
Persentase realisasi penanganan kasus
kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat 100 % 95 % 95 % 91,67 % 96,49 % - 93,00 % 93,00 %
Daerah pada tahun berkenaan
1120]|20|01| Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan
Secara Berkala Internal (Audit, _Reviu, Evaluasi, Peme_mtauan, 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % _ 8 Laporan 40,00 %
Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) (Per Triwulan) Triwulan Triwulan Triwulan ? Triwulan R
berdasarkan PKPT
1120]20|02| Penanganan Kasus Pengaduan Di Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan 20 Laporan
Lingkungan Pemerintah Daerah Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % - 8 Laporan 40,00 %
Inspektorat Daerah (Per Triwulan) Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
1 120{20|04| Penanganan Kasus Pada Wilayah Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan
; A ; ) 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 8 Laporan
Pemerintahan di Bawahnya Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan . : ) ; 100 % - . 40,00 %
Inspektorat Daerah (Per Triwulan) Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
1(20|20|05| Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Ha'sil ' 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% : 8 Laporan 20,00 %
Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik (Per Triwulan) Triwulan Triwulan Triwulan ? Triwulan ekt
1120]|20|06| Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak 20 Laporan
Pengawasan Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % - 8 Laporan 40,00 %
Eksternal secara periodik (Per Triwulan) Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
1 {20|20|07| Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat . . . . .
Komprehensif Kabupaten yang terlaksana 6 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0% - 1 Kegiatan 16,67 %
1120]|20|14| Penanganan Laporan Gratifikasi, Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan
Whistle Blower System & Benturan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan & Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 0% . 0 Laporan 0.00%
Semester Semester Semester Semester ’
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Target Kineria Realisasi Target | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Reali;:iis(t:f:ggr; /Larget
Urusan/Bidang Urusan ga ailan s Kinerja Hasil Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target Program Tahun 2020
X Indikator Kinerja Program (Outcomes) / P Program dan dan Kegiatan ek
Kode Pemerintahan Daerah dan ; Program . : Realisasi Capaian Tingkat
. Kegiatan (Output) Keluaran . o Tingkat (Renja PD) P Capaian
Program/Kegiatan (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja Realisasi Tahun 2021 Program & Realisasi
Tahun 2023 Tahun 2019 PD Tahun 2020 | PD Tahun 2020 (9%) ! Kegiatan s/d R
Tahun 2020 Renstfa %)
2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
1(20|21 Program Peningkatan Profesionalisme | Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai 90% 48 % 60 % 58 % 96,67 % - 58 % 64,39 %
Pengawasan kebutuhan hingga tahun berkenaan
1120|21|01| Pelatihan Pengembangan Tenaga Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan 108 Kegi . . . . . .
Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat egiatan 23 Kegiatan 10 Kegiatan 11 Kegiatan 128% = 34 Kegiatan 31,48%
Pengawasan
1120|21|02| Pelatihan Teknis Pengawasan dan Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) . .
Penilaian Akuntabilitas Kinerja terkait pengawasan internal 12 PKS 1PKS 1PKS 1PKS 100 % . 2 PKS 16,67 %
1 (20|22 Program Penataan dan Penyempurnaan| Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment)
Kebijakan Sistem dan Prosedur Peningkatan Kapablitas APIP yang mencapai Level 3 100 % 67 % 83 % 67 % 80,72 % - 67 % 66,67 %
Pengawasan hingga tahun berkenaan
1120(22|02| Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur . . ) ) .
Prosedur Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % - 2 Kegiatan 40,00 %
Keterangan : PD = Perangkat Daerah
Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone
JENIS BELANJA TAHUN 2019 TAHUN 2020
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
BELANJA TIDAK LANGSUNG
) Rp. 6.203.054.601,- Rp. 6.072.349.085,- 97,89 % Rp. 8.512.795.609,- | Rp. 8.342.672.382,- 98,00 %
(Program dan Kegiatan)
BELANJA LANGSUNG
. Rp. 3.365.790.000,- Rp. 3.094.447.562,- 91,94 % Rp. 5.057.329.450,- | Rp. 4.394.599.386,- 86,90 %
(Program dan Kegiatan)
- Belanja Pegawai Rp. 0- | Rp. 0,- 0,00 % Rp.  16.300.000,- | Rp.  14.700.000,- 90,18 %
- Belanja Barang/Jasa Rp. 3.213.540.000,- Rp. 2.945.497.562,- 91,66 % Rp. 4.818.529.450,- | Rp. 4.157.399.386,- 86,28 %
- Belanja Modal Rp. 152.250.000,- Rp. 148.950.000,- 97,83 % Rp. 222.500.000,- | Rp. 222.500.000,- 100 %
JUMLAH Rp. 9.568.844.601,- Rp. 9.166.796.647,- 95,80 % Rp. 13.570.125.059,- | Rp. 12.737.271.768,- 93,86 %

Sumber Data : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Tahun 2020
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Tabel 1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2021 (Mengacu ke Renstra Perubahan)

Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian 'I)(inerja Hgsil Kegiatan Tahun Lalu (2020) nggnelt(:rggt;a;" Tahun 2021
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan Program rf(’glr:amranan - (Renjag PD) Rea;isasi Capga:ian Tingkat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) (Renstra PD) Kegiatan s/d largetiRena RealizasliRen]a Reaﬁsasi Tahun 2021 Ke:?ﬂ:nms/d Capaialy
Tahun 2023 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 Realisasi Target
Tahun 2020 (%) Tahun 2021 Renstra (%
(s.d. Juni) enstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 1= (10/4)
6 Pengawasan Urusan Pemerintahan
6 (01 INSPEKTORAT DAERAH
6 (01|01 Program Penunjang Urusan Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator
Pemerintahan Daerah Program Teknis Inspektorat Daerah 95 % 80 % S = = 85 % 60 % 63 %
6 (01(01(2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PDZZESEggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100 % 90 % _ _ _ 95 9% 44 % 44 %
6 |01{01|2.01|01| Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Daerah yang tersusun 15 Dokumen - = = = 5 Dokumen 2 Dokumen 13%
6 101|01|2.01|02| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah
RKA-SKPD yang tersusun 3 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
6 |01|01|2.01|04| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang
tersusun 3 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
6 |01|01|2.01|05| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat
DPA-SKPD Daerah yang tersusun 3 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
6 |01]{01|2.01|06| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 24 Dokumen - - - - 8 Dokumen 5 Dokumen 21%
Kinerja SKPD
Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja
Pembangunan Daerah yang diikuti 2 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
6 101|01|2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan
Daerah Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat 100 % 90 % _ _ _ 95 % 45 % 45 %
Waktu
6 |01|{01|2.02|01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan,
Tambahan Penghasilan, dan luran
Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat 78 Bulan - S S S 26 Bulan 10 Bulan 13%
Daerah
6 |101|01|2.02|03| Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah 24 Bulan - S S S - 0 Bulan 0%
6 |101|01|2.02|05| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah yang tersusun 3 Dokumen - S S S 1 Dokumen 1 Dokumen 33%
6 |101|01|2.02|07| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Perangkat Daerah yang tersusun 74 Dokumen - - - - 24 Dokumen 12 Dokumen 16 %
Semesteran SKPD
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Target Kinerja

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian N Tahun 2021
. . o . Program dan dan Kegiatan Realisasi Capai
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan Program Kel . Renia PD ealisasi Capaian Tingkat
i i (Renstra PD) eluaran Target Reni Realisasi Ren Tingkat (Renja PD) Program & g
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) Kegiatan s/d arget Renja ealisasi Renja | o k" Tahun 2021 Kegiatan s/d Capaian
Tahun 2023 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 Realisasi Target
Tahun 2020 (%) Tahun 2021 Renstra (%)
(s.d. Juni)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
01|01|2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi
Perangkat Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat 100 % 0% - - - - 0% 0%
Daerah
01|01{2.03|01| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang 4 Dok _ _ _ 0 Dok 0%
Barang Milik Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun okumen B B okumen °
01|01|2.03|06| Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
Pada SKPD Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun 12 Dokumen B : : : B 0 Dokumen 0%
01|01|2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja
Daerah Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan 100% 90 % : : : 95 % 95 % 95 %
01|01|2.05|02| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai
Atribut Kelengkapannya Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan 290 Buah B : : : 85 Buah 85 Buah 29%
01|01|2.05|03| Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang 33 Dokumen - - - - - 0 Dokumen 0%
tersusun
01]01|2.05|09| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi 177 Orang B - - - 62 Orang 4 Orang 2%
01|01|2.05|11| Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang 6 PKS 2 PKS 0 PKS 0%
Peraturan Perundang-undangan terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal B - - - °
01({01|2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah 100% 90 % : : : 95 % 46 % 46 %
01|01|2.06|01| Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per 12 Paket - - - - 4 Paket 2 Paket 17%
triwulan
01|01|2.06|02| Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran 36 Paket - - - - 12 Paket 6 Paket 17%
sesuai rencana kebutuhan perbulan
01|01|2.06|03| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan 12 Paket B . . . 4 Paket 2 Paket 17%
01|01|2.06|04| Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan
dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana 36 Paket - - - - 12 Paket 6 Paket 17 %
kebutuhan per bulan
01|01|2.06|05| Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran 36 Paket - - - - 12 Paket 6 Paket 17%
sesuai rencana kebutuhan per bulan
01({01|2.06 (06| Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana 36 Paket - - - - 12 Paket 6 Paket 17%
kebutuhan per bulan
01|01|2.06|08| Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai
yune estimasi ketJJutﬁhan yone 240 Orang B . . . B 0 Orang 0%
01|01|2.06|09| Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang
Konsultasi SKPD dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat 165 Kegiatan - - - - 50 Kegiatan 45 Kegiatan 27 %
Daerah
01|{01|2.06|11| Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan 3 Aplikasi - - - - 1 Aplikasi 0 Aplikasi 0%
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | jumiah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan
SKPD Website Perangkat Daerah 36 Bulan - = = = 12 Bulan 6 Bulan 8%
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Target Kinerja

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian p d dan Kegiatan Tahun 2021
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan Program rogram can . an feglata Realisasi Capaian Tingkat
) A Keluaran X . X Tingkat (Renja PD) Program & K
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja | o c = . Tahun 2021 Kegiatan s/d Capaian
Tahun 2023 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 Realisasi Target
Tahun 2020 (%) Tahun 2021 Renstra (%)
(s.d. Juni)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
01|01|2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 80% 50% . . . 60 % 40 % 50,00 %
01|01|2.07|01 P(_engadaan Kendaraan P(_erorangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai (6 Unit) (0 Unit) 0%
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan rencana kebutuhan : - - S - -
- Mobil Pejabat Eselon Il - 1Unit - 0Unit
- Mobil Pejabat Eselon IlI = 5Unit - 0Unit
01101|2.07 (02| Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (6 Unit) (0 Unit) 0%
Operasional atau Lapangan Lapangan sesuai rencana kebutuhan : - - - - -
- Mobil - 1Unit - 0Unit
- Sepeda Motor - 5 Unit - 0 Unit
01|01|2.07|05| Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai (222 Buah/Set) (3 Buah/Set) (0 Buah/Set) 0%
rencana kebutuhan : - - - -
- Meja Kerja - 98 Buah - 0Buah - 0Buah
- KursiKerja - 99 Buah - 0Buah - 0Buah
- Kursi Rapat - 10 Buah - 0Buah - 0Buah
- Kursi Tunggu 3 Buah - 0Buah - 0Buah
- Kursi Tamu (Sofa) 2 Set - 1Set - 0Set
- Lemari Arsip 8 Buah - 2Buah - 0Buah
- Filling Kabinet 2 Buah - 0Buah - 0Buah
01|01|2.07|06| Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan (109 Unit/Buah) (67 Unit/Buah) (0 Unit/Buah) 0%
Lainnya Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - - - - ’
- Komputer/(PC Desktop) - 11 Unit - 3 Unit - 0Unit
- Notebook/Laptop - 64 Unit - 50 Unit - 0Unit
- Printer - 13 Unit - 2Unit - 0Unit
- Scanner - 4 Unit - 4 Unit - 0Unit
- Kamera 1 Unit - 1Unit - 0Unit
- Mesin Penghancur Kertas 3 Unit - 1Unit - O0Unit
- TV 1 Unit - 0Unit - 0Unit
- AC 4 Unit - OUnit - 0Unit
- Vacuum Cleaner 1 Unit - 1Unit - 0Unit
- Papan Nama Kantor 1 Buah - 0Buah - 0Buah
- Jaket Pengaman (Pelampung) 5 Buah - 5Buah - 0Buah
- Penunjuk Waktu Digital 1 Unit - 0Unit - O0Unit
01|01{2.07|11| Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (2 set) (0'Set)
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana - - - - - 0%
Bangunan Lainnya kebutuhan :
- Jaringan CCTV ig:g 833
- Jaringan Kabel Internet (LAN)
01|01|2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Perangkat Daerah 100 % 100 % . . . 100 % 50% 50,00 %
01|01|2.08|02| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) 108 Paket - - - - 36 Paket 18 Paket 17 %
sesuai rencana kebutuhan per bulan
01(01|2.08|04| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga
Kantor Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan 36 Bulan - - - - 12 Bulan 6 Bulan 17%
administrasi perkantoran
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Target Kinerja

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian Program dan dan Kegiatan Tahun 2021
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (/nitial Outcome) / Sub Kegiatan Program Kglu i —— (Renj ag PD) Rea;Ls:s: :rnglan Tingkat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja Reaﬁsasi Tahun 2021 Kegigtan s/d Capaian
Tahun 2023 Tahun 2020 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 (%) Tahun 2021 Realisasi Target
(s.d. Juni) Renstral(3)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
01|01|2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Ezr;l::kj]ang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dalam kondisi baik 85% 50% _ _ _ 65 % 60 % 71,00 %
01|01|2.09|01| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana K 0
Perorangan Dinas atau Kendaraan kebutuhan 8 Paket B . . . B 0 Paket 0,00%
Dinas Jabatan
01|01|2.09|02| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana K o
Kendaraan Dinas Operasional atau kebutuhan 12 Paket B . . . 4 Paket 2 Paket 17%
Lapangan
01]01|2.09|05| Pemeliharaan Mebel Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara .
rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan 205 Buah/Set - - - - 40 Buah/Set 0 Buah/Set 0%
01{01|2.09(06| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara . ) . .
Lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan 237 Unit/Set - - - - 50 Unit/Set 10 Unit/Set 4%
01{01|2.09(09| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan .
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan 7 Paket - - - - 1 Paket 0 Paket 0%
01|01|2.09|11| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai 9 paket R - - - 3 paket 1 Paket 11%
atau Bangunan Lainnya rencana kebutuhan
01|02 Program Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan
Pengawasan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil 95 % 81 % - - - 85 % 81% 86 %
Pemeriksaan APIP
Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan
Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai 99 % 95 % - - - 97 % 66 % 66 %
kewenangan Inspektorat Daerah
01({02|2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program 95% 85 % - - - 85 % 31% 33%
Kerja Pengawasan Tahunan)
01{02|2.01({01| Pengawasan Kinerja Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda o
Daerah berdasarkan PKPT 1038 Laporan - - - - 392 Laporan 50 Laporan 5%
01]02|2.01|02| Pengawasan Keuangan Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda o
Daerah berdasarkan PKPT 516 Laporan - - - - 169 Laporan 23 Laporan 4%
01]02|2.01|03| Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja o
Pemda berdasarkan PKPT 6 Laporan - - - - 2 Laporan 2 Laporan 33%
01|02|2.01|04| Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Pemda berdasarkan PKPT 3 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 33%
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Target Kinerja

Realisasi Target
Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target Program

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian N Tahun 2021
. . o . Program dan dan Kegiatan Realisasi Capai
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan Program Keluaran e (Renja PD) eaPISHSI 3P§lan Tingkat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) (Renstra PD) Kegiatan s/d Target Renja Realisasi Renja Reaﬁsasi Tahun 2021 Kergoigzg:\ns/d Capaian
Tahun 2023 PD Tahun 2020 PD Tahun 2020 Realisasi Target
Tahun 2020 (%) Tahun 2021 Renstra (%)
(s.d. Juni)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
01|02|2.01|05| Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas
E§g¥elenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 433 Laporan - - - - 144 Laporan 144 Laporan 33%
01|02|2.01|06| Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal . . . o
yang Terlaksana 4 Kegiatan - = = = 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
01|02|2.01|07| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan 12 Laporan ) : : : 4 Laporan 2 Laporan 17%
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal secara periodik (Triwulan) (Triwulan) (Triwulan)
01|02]|2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan
Tujuan Tertentu Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT 95% 85 9% - - - 85 9% 36 % 38%
(Program Kerja Pengawasan Tahunan)
01]02(2.02{01| Penanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan 4 Laporan 0 Laporan .
Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Semester) - . . . - (Semester) 0%
01|02|2.02|02| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan
Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan 12 Laporan 4 Laporan 2 Laporan
Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan i - - - - i i 17%
APIP (Triwulan) (Triwulan) (Triwulan)
01|03 Program Perumusan Kebijakan, Persentase Elemen Penilaian (Assessment)
Pendampingan Dan Asistensi Kapablitas APIP yang mencapai Level 3 hingga 100 % 67 % - - - 83% 0% 0%
tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)
Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari
Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang o o o o o
berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan 95% 75% - - - 80 % 60 % 63 %
Negara/Daerah
01|03|2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Persentase Key Process Area (KPA) yang telah
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur 100 % 67 % - - - 80 % 0% 0%
Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)
01|03|2.01|01| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas
Pengawasan APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen .
infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate 24 KPA - - - - 20 KPA 0 KPA 0%
secara lengkap
01(03|2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan
dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja 95% 80 % - - - 85 9% 12 % 12 %
Pengawasan Tahunan)
01(03|2.02 (01| Pendampingan dan Asistensi Urusan Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi
Pemerintahan Daerah l};en&/elenkggar")aKa';]_l_Urusan Pemda dan Pemdes 30 Laporan - - - - 8 Laporan 0 Laporan 0%
erdasarkan
01{02|2.02|02| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi,
dan Penilaian Reformasi Birokrasi L/er(ijfikasil;daglfs?ilaian Reformasi Birokrasi 8 Laporan R - - - 2 Laporan 4 Laporan 50 %
erdasarkan
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Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra PD s/d

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Capaian g:ge:ﬁn Hg:ir: Kegiatan Tahun Lalu (2020) ngielt(epr;gt;a:‘ Tahun 2021
Kode Pemerintahan Daerah dan Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan Program Kglu T - (Renjag PD) Rea;irS:gS: :I:P;:ian Tingkat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Output (Renstra PD) : Target Renja Realisasi Renja 2o | Capaian
CEWACHE = (Output) Tahun 2023 '%-2%"3;3;052/3 PDTahun2020 | PDTahun2020 | ReRsast TELI 2Pl Kegiatans/d | Realisasi Target
. Renstra (%)
(s.d. Juni)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9) 1= (10/4)
6 |01|02|2.02|03| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan
serta Verifikasi Pencegahan dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 24 Laporan 7 Laporan 0 Laporan 0%
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
6 [01[02[2.02|04| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan
Penegakan Integritas Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT 11 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0%
Keterangan : PD = Perangkat Daerah
Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone
JENIS BELANJA TAHUN 2021 (Triwulan 2)
ANGGARAN REALISASI %
BELANJA OPERASI Rp. 14.487.230.000,- | Rp. 5.534.126.476,- 38,20 %
- Belanja Pegawai Rp. 9.021.084.402,- Rp. 4.087.978.700,- 45,32 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.466.145.598,- Rp. 1.446.147.776,- 26,46 %
BELANJA MODAL Rp. 512.770.000,- Rp. 0,- 0,00 %
JUMLAH Rp. 15.000.000.000,- | Rp. 5.534.126.476,- 36,89 %

Sumber Data: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 (Triwulan 2-Januari s/d Juni 2021)

Sebagai penjelasan tambahan terkait tabel tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode tahun 2018-

2023, dimulai dari tahun 2020 sebagai baseline data evaluasi capaian kinerja tiga tahun selanjutnya. Baseline data yang bisa disajikan hanya terkait dengan

Indikator Program dan Kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indikator kinerja sesuai Renstra Perubahan Periode tahun 2018-2023,

dengan tetap memperhitungkan data capaian indikator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja

tahun 2020 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode Tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya

dimulai dari tahun 2021.
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Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan

(initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2021, yang

tersaji pada tabel 1.2 di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2

pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 5 indikator program, 11 indikator

kegiatan, dan 43 indikator sub kegiatan pada 3 program, 11 kegiatan, dan 41 sub

kegiatan sesuai Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a.

Dari 43 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata
realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar
38,77%, dengan rincian sebagai berikut :

» 6 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;

» 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;

» 21 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;

» 15 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.
Dari 11 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata
realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar
49,68%, dengan rincian sebagai berikut :

» 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;

» 2 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;

» 7 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;

» 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.
Dari 5 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi
capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 61,69%,
dengan rincian sebagai berikut :

» 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;

» 3 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;

» 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;

» 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2021, baru mencapai
36,89% secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan,
kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang
sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada.
Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih
0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum

dimulai sesuai dengan perencanaan.
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Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata
capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja
indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program
dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara,
sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir
yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023,
maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih
terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2
untuk Renja 2021.

Khusus indikator kinerja prioritas pada Program Penyelenggaraan Pengawasan
dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dari 4
inidkator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2
tahun 2021 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk
mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target
renja maupun target renstra.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan
kegiatan yang telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2021 adalah
komitmen dan sinergitas seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi, disamping ketersediaan anggaran yang
telah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara, beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target
yang diharapkan, dipengaruhi oleh implementasi SAKIP dan SPIP yang belum
memadai serta beban kerja dan wilayah kerja pengawasan yang begitu luas
dengan waktu yang sangat padat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku
APIP bila dibandingkan dengan ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM yang
ada. Selain itu, komitmen jajaran OPD yang masih belum optimal dalam
menindaklanjuti  hasil-hasil temuan pemeriksaan APIP maupun aparat
pengawasan eksternal.

Kondisi eksternal saat ini yang juga mempengaruhi tahapan pelaksanaan
kegiatan adalah adanya pandemi covid-19 dengan berbagai upaya pembatasan
aktivitas masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja.

d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang
diperlukan untuk mengoptimalisasi pencapaian target kinerja outcome/output
dari program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Renja

dan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya
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program/kegiatan/sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara

lain sebagai berikut :

> Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada
tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja
dilaksanakan dengan penerapan prinsip “momney follow program” yang
berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan
relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kondisi
pandemi wabah COVID-19;

> Peningkatan kinerja organisasi yang difokuskan pada pencapaian target
kinerja outcome/output dari program/kegiatan/sub kegiatan yang belum
optimal pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan indikator sasaran
prioritas/strategis yang akan dicapai dari 2 program strategis Inspektorat
Daerah Kab. Bone, yaitu ;
- Program Penyelenggaraan Pengawasan,
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

> Penerapan manajemen kinerja (SAKIP) dan pengendalian internal (SPIP)
serta penguatan Kapabilitas APIP secara terintegrasi dan berbasis IT dalam
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih efektif, efisien
dan ekonomis;

> Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel serta Aparat
Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) selaku mitra pengawasan, tetap
harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan
khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kapsitas
Aparatur Pengawasan serta penanganan pengaduan masyarakat;

> Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone
melalui kegiatan Asistensi/Pendampingan perlu diarahkan pada upaya
mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan
pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, serta penyelenggaraan SAKIP, SPIP, dan Reformasi Birokrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal
Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016,
Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan
Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
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Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target

dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam

Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, sebagai unsur
pengawasan internal pemerintahan daerah, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah
sangatlah penting dan harus mampu mengawal dan mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk mendorong terwujudnya target-
target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada RPJMD Perubahan Kab. Bone tahun 2018-2023,
indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra
Perubahan Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja
Inspektorat Daerah Kab. Bone yang sebelumnya dinyatakan dalam 8 sasaran strategis
dengan 9 indikator kinerja menjadi 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator
Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja

pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023
(Sebelum Perubahan Renstra)

PENJELASAN/FORMULASI
SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET
KINERJA DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya 1. Tingkat ) Penjelasan Target :

. . Predikat o ) L
Akuntabilitas Akuntabilitas (dengan Nilai) Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
Kinerja Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi
Penyelenggaraan Pemerintah SAKIP yang dipublikasikan oleh
Pemerintahan Daerah Kementerian PAN-RB
Daerah berdasarkan Hasil M' .

Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
. Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh
Implementasi Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-
SAKIP 2023
2. Meningkatnya 2. Opini BPK-RI Statys | Penielasan Target:
Akuntabilitas berdasarkan Hasil Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
Pengelolaan Audit terhadap ber(.iasarkan. Opini BPK-RI sesuai dengan
K dan A L K Hasil Pemeriksaan atas Laporan
e“anga” an Aset apora'n euangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemerintah Daerah Pemerintah .
Sumber Data :
Daerah (LKPD) Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI
terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun
2018-2023
3. Meningkatnya 3. Nilai Indeks Indeks Penjelasan Target :
Kinerja Reformasi (dengan Nilai) Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
. . berdasarkan Hasil Validasi Penilaian
Pelaksanaan Birokrasi o S .
. . . Mandiri Reformasi Birokrasi yang
Reformasi Birokrasi Pemerintahan .
. dilaporkan oleh Inspektorat Daerah
Pemerintahan Daerah secara online melalui Aplikasi
Daerah Kementerian PAN-RB
Sumber Data :
Hasil Validasi Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh
Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-
2023
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PENJELASAN/FORMULASI

SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET
KINERJA DAN SUMBER DATA
. Meningkatnya 4. Tingkat Maturitas predikat Penjelasan Target :

Kepatuhan
Pemerintah Daerah
dan Pemerintah
Desa atas
Peraturan
Perundang-
undangan dalam

Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)

(dengan Level)

Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP

Sumber Data :

Laporan Hasil Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIPPemkab. Bone oleh
BPKP pada Tahun 2018-2023

5. Persentase OPD

Formulasi Penghitungan :

Pemerintahan
Daerah

Standar IACM
(Internal Audit
Capability Model)

Pengendalian dan Pemerintah Persen | (perbandingan antara Jumlah OPD+
Internal & Desa yang Bersih (%) PemDes yang Bersih dari Temuan KKN
Pencegahan KKN dari Temuan j_ekngi_an Ju(r)nlah Total OPD+PemDes)
Korupsi, Kolusi & tkali 100 %
Nepotisme (KKN) —Slfmber Da.xta : . .
Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan
terhadap OPD dan PemDes, baik oleh
APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-
2023
. Meningkatnya 6. Persentase kasus Formulasi Penghitungan :
Kinerja Penanganan pengaduan Persen | (perbandingan antara Jumlah Laporan
Pengaduan masyarakat yang (%) Hasil Penanganan/Penyelesaian
Masyarakat atas terselesaikan Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah
Laporan Pengaduan Masyarakat)
Penyelenggaraan penanganannya dikali 100 %
Pemerintahan sesuai Sumber Data
Daerah kewenangan Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan
Inspektorat Kasus Pengaduan Masyarakat
Daerah sesuai kewenangan Inspektorat Daerah
Kab. Bone berdasarkan penugasan
Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
. Meningkatnya 7. Persentase kasus Formulasi Penghitungan :
Kinerja Penanganan kepegawaian yang Persen | (perbandingan antara Jumlah Laporan
Kasus Kepegawaian terselesaikan (%) Hasil Penanganan/Penyelesaian Kasus
dalam penanganannya Kepegawaian de?gan J.um.Iah Laporan
Penyelenggaraan sesuai gizjsel(reg:iayvalan) dikali 100 %
Pemerintahan kewenangan Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan
Daerah Inspektorat Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan
Daerah Inspektorat Daerah Kab. Bone
berdasarkan penugasan Bupati Bone
pada Tahun 2018-2023
. Meningkatnya 8. Persentase Formulasi Penghitungan :
Kapabilitas ketersediaan Persen | (perbandingan antara Jumlah Pejabat
Aparatur Pejabat (%) Fungsional Pengawasan yang
Pengawasan Fungsional bersertifikat ahli dengan Jumlah o
Kebutuhan Aparatur Pengawasan) dikali
Internal dalam Pengawasan yang 100 %
Penjaminan Mutu ber sertifikat ahli Sumber Data :
(Quality Assurance) berdasarkan Data Kepegawaian dan Dokumen Analisis
dan Jasa Konsultasi analisa kebutuhan Kebutuhan Aparatur Inspektorat Daerah
(Consulting SDM APIP Kab. Bone
Advisory) bagi
Kinerja Pemda
. Meningkatnya 9. Hasil Assessment Penjelasan Target :
Kapabilitas Kapabilitas APIP Persen Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
Inspektorat Daerah Inspektorat (%) berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas
selaku APIP dalam Daerah (Quality Assurance) APIP oleh BPKP
Penyelenggaraan berdasarkan Sumber Data :

Laporan Hasil Hasil Penilaian Kapabilitas
(Quality Assurance) APIP-Inspektorat
Daerah Kab. Bone oleh BPKP pada Tahun
2018-2023

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023
(Setelah Perubahan Renstra)

Lanjut atas
Rekomendasi Temuan
Hasil Pemeriksaan
BPK-RI

PENJELASAN/FORMULASI
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET
KINERJA DAN SUMBER DATA
Tujuan’ : 1. Predikat Akuntabilitas predikat Penjelasan Target :
Mewujudkan Kinerja Pemerintah (dengan Nilai Capaian Target Kinerj'a ditentukan .
Penyelenggaraan Daerah berdasarkan Nilai) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi
Pemerintahan Hasil Evaluasi SAKIP yung dipublikasikan oleh
Daerah Yang Implementasi SAKIP Kementerian PAN-RB
Berkinerja Baik & sumber Data Daté : . .
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi
Akuntabel SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian
PAN-RB, pada Tahun 2018-2023
2.0pini BPK-RI Status Penjelasan Target :
berdasarkan Hasil Audit Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
terhadap Laporan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan
Keuangan Pemerintah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah (LKPD)
Sumber Data :
Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap
LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
3.Tingkat Maturitas predikat Penjelasan Target :
Penyelenggaraan Sistem (dengan Nilai Capaian Target Ki.ne'rja ditenttfkan
Pengendalian Intern Nilai) berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas
Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP
Sumber Data :
Laporan Hasil Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Pemkab. Bone oleh
BPKP, pada Tahun 2018-2023
Sasaran 1: 1. Persentase OPD Persen Formulasi Penghitungan :
Meningkatnya dengan Predikat (%) Nilai Capaian Target Kinerja diten'tukan
Akuntabilitas Implementasi SAKIP berdasarkan Persentase Perbandingan
Kinerja dan minimal B (>60) antara Jum/af.l OPD yang P're'dikat
Keuangan berdasarkan Hasil Implementasi SAKIPnya minimal B (>60)
I dengan Jumlah Total OPD Pemkab. Bone,
Penyelenggaraan Penilaian APIP berdasarkan Hasil Penilaian APIP
Pemerintahan (Inspektorat Daerah Kab. Bone)
Daerah Secara Sumber Data :
Efektif, Efisien, Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Ekonomis dan SAKIP seluruh OPD Lingkup Pemkab. Bone
Berkelanjutan setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah
Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
2. Persentase Persen Fc.)rrT]ulasi.Pen_ghitun_g.a_n:. .
Penyelesaian Tindak (%) Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan

berdasarkan Persentase Perbandingan
antara Jumlah Rekomendasi Temuan yang
telah selesai ditindak- lanjuti oleh OPD
dengan Jumlah Total Rekomendasi
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
terhadap Keuangan & Kinerja Pemkab.
Bone hingga tahun berkenaan/tahun
pelaporan.

Sumber Data :

Laporan Hasil Pemantauan dan
Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pemerintah
Kab. Bone yang dirilis setiap tahunnya oleh
BPK-RI, pada Tahun 2018-2023
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PENJELASAN/FORMULASI

TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET
KINERJA DAN SUMBER DATA
3. Persentase OPD yang Persen Fs)rrr]ulaa_Pen_ghltun_g_a_n:_ .
menerapkan SPIP (%) :ﬂal Capaian Target Kinerja dlten'tukan
pada Level 3 erdasarkan Persentase Perbandingan
. antara Jumlah OPD yang Menerapkan SPIP
(Terdefinisi) . pada Level 3 (Terdefinisi) dengan Jumlah
berdasarkan Hasil Total OPD Pemkab. Bone yang wajib
Penilaian APIP dinilai/ dievaluasi, berdasarkan Hasil
Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab.
Bone)
Sumber Data :
Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat
Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah) OPD Lingkup Pemkab.
Bone yang wajib dinilai setiap tahunnya
oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada
Tahun 2018-2023
. Persentase Formulasi Penghitungan :
Penanganan Pe(;s);en Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan
Pengaduan berdasarkan Persentase Perbandingan
Masyarakat terhadap antara Jun?/ah Laporan Hasil Penanganan/
Pemerintah Daerah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
dan Pemerintah Desa dengan Jumlah Lap(')ra/'v Penquuan
. Masyarakat yang diterima setiap
sesuai kewenangan tahunnya sesuai kewenangan Inspektorat
APIP Daerah Kab. Bone
Sumber Data :
Data Laporan Tahunan atas Realisasi
Penanganan/ Penyelesaian Kasus
Pengaduan Masyarakat yang ditangani
oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone atas
penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-
2023
2.Meningkatnya . Hasil Assessment ] Formulasi Penghitungan :
Kapabilitas Kapabilitas APIP Predikat | Nilaj Capaian Target Kinerja ditentukan
Inspektorat Inspektorat Daerah berdas.arkan Hasil P.e.ni/aian (Assessment)
Daerah selaku berdasarkan Standar atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat
APIP dalam IACM (Internal Audit Daerah Kab. Bone oleh BPKP

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

Capability Model)

Sumber Data :

Laporan Hasil Penilaian (Assessment) atas
Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat
Daerah Kab. Bone oleh BPKP, pada Tahun
2018-2023

Sumber : Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

Perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam Renstra disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur

program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor
90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun

2020. Selain itu, hal mendasar lainnya adalah tuntutan perbaikan dari aspek

akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone

Tahun 2020 oleh KemenPAN-RB.

Terdapat indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja level

kabupaten, tidak lagi menjadi indikator sasaran inspektorat, dikarenakan ruang

lingkup indikator kinerja tersebut bersifat dampak akhir (ultimate impact), dan
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beberapa indikator kinerja sasaran dinaikkan menjadi indikator tujuan perangkat
daerah karena indikatornya bersifat final outcome (hasil akhir), sebagaimana tersaji
pada tabel 2.2 di atas.

Setelah adanya perubahan Renstra Tahun 2018-2023, ketiga indikator tujuan
dan kelima indikator kinerja sasaran strategis pada tabel 2.2, merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dicapai untuk
pelaksanaan renja tahun 2021 hingga 2023 (3 tahun tersisa dari periode Renstra).
Pencapaian target kinerja dari IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja
pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja
dari sasaran strategis, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan Renstra,
merupakan gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga
Tahun 2021 (Triwulan ke-2) sesuai Renstra Pokok dan Renstra Perubahan Tahun
2018-2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022 (Sebelum Perubahan Renstra)

SPM/ TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR IKK
NASIONAL TAHUN 2019 TAHUN 2020 | TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 | TAHUN 2022
[} ) [©) @) [6) ©) ) ©) ©) (0 a0 (2
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
01 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Minimal Minimal cC B BB BB B B B BB
berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP B (>60-70) | B (>60-70) (>50-60) (>60-70) (>70-80) (>70-80) (60,03) (63,43) (>60-70) (>70-80)

Catatan Analisis :

Hasil evaluasi oleh KemenPAN-RB terhadap implementasi SAKIP PemKab. Bone yang terlaksana pada bulan Agustus-September 2020, tingkat akuntabilitas kinerja PemKab. Bone telah
mencapai predikat B (Nilai 63,43). Pada tahun 2021, pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB dijadwalkan terlaksana pada Triwulan lll tahun 2021. Capaian kinerja
indikator ini sudah memenubhi target kinerja tahun 2020, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target
akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Kab. Bone, yaitu predikat BB (>70-80).

Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi
SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan
RPJMD dan Renstra OPD serta monev kinerja secara berkala baik di internal OPD maupun oleh APIP.

Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dimulai dari Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD sebagai acuan utama, akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT
berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone
menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD Perubahan 2018-2023.

Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi dan asistensi/pendampingan implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup
Pemerintah Kab. Bone.

Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku
Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah

02

Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

WTP

(Wajar Tanpa
Pengecualian)

WTP

(Wajar Tanpa
Pengecualian)

WTP
(LKPD T.A. 2018)

WTP
(LKPD T.A. 2019)

WTP
(LKPD T.A. 2020)

WTP
(LKPD T.A. 2021)

WTP
(LKPD T.A. 2018)

WTP
(LKPD T.A. 2019)

WTP
(LKPD T.A. 2020)

WTP
(LKPD T.A. 2021)

(masih terdapat
temuan SPI &
Kepatuhan Perundang-
undangan)

(masih terdapat
temuan SPI &
Kepatuhan Perundang-
undangan)

(masih terdapat temuan
SPI & Kepatuhan
Perundang-undangan)

(masih terdapat temuan SPI
& Kepatuhan Perundang-
undangan)

(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga
jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara
signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)

Catatan Analisis :

Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2020) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2019, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun
2021, pelaksanaan audit LKPD oleh BPKP telah terlaksana pada triwulan 2 tahun 2021, dan hasil audit diperoleh pada awal triwulan. Capaian kinerja indikator ini telah sesuai target Renja untuk
tahun 2020, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam Laporan
Hasil Audit (LHA) BPK-RI, masih terdapat beberapa catatan kelemahan berupa temuan/rekomendasi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kab. Bone agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan
Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih
memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan akuntabiltas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan kualitas yang lebih baik pada tahun -tahun
berikutnya.

Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui
perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.
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SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR IKK
NASIONAL TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
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Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah
03 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Minimal Minimal cC cC B B C C B B
Daerah B (>60-70) | B (>60-70) (>50-60) (>50-60) (>60-70) (>60-70) (36,72) (43,72) (>60-70) (>60-70)

Catatan Analisis : Nilai indeks reformasi birokrasi masih berada pada kategori predikat C (cukup) dengan nilai 43,72 berdasarkan Hasil penilaian terakhir pada tahun 2020 yang diperoleh pada awal tahun 2021.
Sejalan dengan belum optimalnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target
kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal predikat BB (>70-80).
Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Area Perubahan,
menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini.

Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi
penilaian secara mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya hasilnya dilaporkan secara online kepada KemenPAN-RB, untuk memperoleh validasi akhir penilaiannya. Dan
hal ini telah dilaksanakan sejak triwulan 1 hingga triwulan 2, dan menunggu hasil pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB untuk tahun 2021, yang dijadwalkan dapat
terlaksana pada Triwulan Il tahun 2021.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN

04 | Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Minimal Minimal Level 2 Level 2 Level 2 Level 3 Level 1 - Level 2 Level 3
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Level 3 (Berkembang) (Berkembang) (Berkembang) (Terdefinisi) (Rintisan) (Belum ada penilaian | (Berkembang) (Terdefinisi)
(Terdefinisi) | (Terdefinisi) (Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di Nilai 1,92 terbaru dari BPKP)

setiap tahunnya hingga mencapai target akhir Level 3 (Terdefinis) pada akhir periode
Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)

Catatan Analisis : Hingga tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone, masih berada pada Level 1 (rintisan) dengan nilai 1,92 berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh BPKP. Nilai ini menunjukkan
masih rendahnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab. Bone.
Sejalan dengan belum optimalnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target
kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal
Level 3 (terdefinisi). Untuk tahun 2020, belum ada hasil penilaian terbaru oleh BPKP, yang telah terlaksana pada Triwulan Ill dan IV tahun 2020.
Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen
pemerintahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini.
Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi
maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP PemKab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.

05 | Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari - - 85 % 90 % 95 % 98 % 99,77 % 99,77 % 96 % 98 %

Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)

Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja ini berada pada persentase 99% dilihat dari total jumlah 438 OPD dan Pemerintah Desa yang meliputi 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44
Kelurahan + 328 PemDes dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone. Namun hal ini, lebih dipengaruhi oleh kasus-kasus terkait KKN, masih ada yang berproses di APH sehingga belum final status
hukumnya. Pemerintah Desa merupakan instansi penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya masih ada dugaan temuan KKN yang material dan dilaporkan oleh masyarakat, bahkan,
telah ada Kepala Desa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa oleh APH pada tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2020, terdapat 1 kasus KKN yang telah diputuskan inkra oleh Pengadilan, yaitu Kasus Penyimpangan Dana PAUD pada Dinas Pendidikan. Sementara untuk data tahun 2021, masih
dalam proses, dan hanya dapat diperoleh pada akhir tahun, setelah proses pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah terhadap OPD & PemDes terlaksana, yang akan disinkronisasikan
datanya dengan hasil pemeriksaan oleh APH. Selain itu, Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD dan terutama Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, tetap menjadi prioritas
pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah agar penyimpangannya dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Regulasi terkait pengawasan dana desa ini terus mengalami dinamika,
dan hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah untuk terus dikembangkan kompetensinya dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintah desa.
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SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR IKK
NASIONAL TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

a 6] [©) @ 6 6 [0} @ © (10) an (12)
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
06 | Persentase kasus pengaduan masyarakat yang - - 90 % 95 % 95 % 95 % 100 % 100 % 95 % 95 %

terselesaikan penanganannya sesuai

kewenangan Inspektorat Daerah

Catatan Analisis :

Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 95%, dimana telah tertangani 5 Kasus dari 5 Laporan pengaduan
yang telah diterima hingga bulan Desember 2020. Untuk tahun 2021, proses penanganan pengaduan masyarakat masih terus berproses. Jumlah yang tidak begitu banyak dari laporan
pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai
kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH (Kepolisian atau Kejaksaan) sebelum dilimpahkan ke Inspektorat.

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan
Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam
pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan
bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

07

Persentase kasus kepegawaian yang - -
terselesaikan penanganannya sesuai
kewenangan Inspektorat Daerah

90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 91,67 % 95 % 95 %

Catatan Analisis :

Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 92%, melebihi target yang telah ditetapkan, dimana hanya tertangani 22 Kasus dari 24 Kasus Kepegawaian yang telah
diterima hingga bulan Desember 2020 (termasuk kasus kepegawaian yang masih tersisa ditahun 2019).

Penanganan Kasus Kepegawaian umumnya, lebih banyak terkait dengan permohonan izin perceraian dibandingkan dengan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan ini ditangani sesuai dengan
kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BKPSDM dan Tim Terpadu Kabupaten.

Hambatan terbesar dalam penanganan kasus ini, adalah padatnya jadwal penugasan pengawasan internal yang sifatnya mandatory audit dan rutin dalam pelaksanaannya, sementara
ketersediaan Aparat pengawasan masih terbatas untuk ini dibandingkan dengan tingginya kasus kepegawaian yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Sehingga, penanganan terkait kasus
kepegawaian ini seringkali tidak diprioritaskan. Namun hal ini, akan menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepannya, agar bisa lebih efektifi dan efisien penanganannya.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda

08

Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional - -
Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan
analisa kebutuhan SDM APIP

50 % 60 % 70 % 80 % 43 % 58 % 55% 65 %

Catatan Analisis :

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini belum mencapai target indikator kinerja (60%) yang telah ditetapkan hingga Tahun 2020, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan
Audiwan baru mencapai 58% atau 51 orang (Auditor 33 orang, P2UPD 15 orang, dan Audiwan 3 Orang) dari total jumlah 88 orang (Auditor 55 orang, P2UPD 28 orang, dan Audiwan 5 Orang)
yang jadi Kebutuhan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisis kebutuhan SDM yang tertuang dalam Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Dan terhadap target
akhir dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023, tingkat capaian kinerja ini masih cukup jauh dari target 90%.

Kompetensi dari aparatur pengawasan yang ada juga masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi teknis yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengawasan tertentu yang menjadi
mandatory audit Inspektorat Daerah selaku APIP.

Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam
menghadapi tantangan kompleksivitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga
pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan
analisa kebutuhan pegawai. Disamping itu, juga diklat penjenjangan/pengembangan profesi atau kompetensi, juga dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kualitas/kompetensi
dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah kab. Bone.
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Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal
Audit Capability Model)

(Integrated)

(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

(Integrated)
(Penuh)

(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

(Belum ada penilaian

terbaru dari BPKP)

(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

SPM / TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR IKK
NASIONAL TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
[0} B} [©) @ 6} ©® @) ® © [0) an (12)
Sasaran 8 : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
09 | Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Level 3 - Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 - Level 3 Level 3

(Integrated)
(Penuh)

Catatan Analisis :

tahun 2021 ini.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan terakhir oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP
inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional. Untuk tahun 2019 dan 2020, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinis Sul-Sel.
Namun demikian, sejauh hasil penilaian tersebut ini masih perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus
menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir

Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan
melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.
Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu
kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.

Sumber Data :

Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Tahun 2020
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Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023 (Setelah Perubahan Renstra)

NO

SPM /

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
STANDAR

INDIKATOR

CRTeAL KK TAHUN 2020 | TAHUN2021 | TAHUN2022 | TAHUN 2023 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 | TAHUN 2023

{)

(2) Q) (4) (©)) (6) &) 8) (©)] (10) a1 (12)

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan

01

Persentase OPD dengan Predikat Implementasi
SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil B B

Penilaian APIP

Data Hasil Evaluasi
Sakip OPD masih
berproses

65 % 75% 85% 95 % 53,03 % 100 % 100 %

Catatan Analisis :

Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada OPD lingkup PemKab. Bone, diperoleh nilai persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60)
sebesar 53,03 %, yaitu 34 Badan/Dinas dan 1 Kecamatan. Untuk tahun 2021, masih menunggu reakpitulasi Hasil Evaluasi Sakip OPD, yang telah dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun 2021.

Capaian kinerja indikator ini belum memenubhi target kinerja tahun 2020. Secara umum, Nilai akuntabilitasnya masih tergolong cukup rendah dari standar nilai tertinggi untuk kategori Nilai
SAKIP yaitu AA (sangat memuaskan), dan harus dioptimalkan untuk mendorong pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah dan
RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 terkait Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tingkat Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80), dimana diharapkan kedepannya semua OPD telah
mencapai Predikat SAKIP minimal BB (>70-80).

Keberhasilan pencapaian ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan optimalisasi proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja.
Dan kelemahan yang ada telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang lebih baik melalui monev kinerja secara berkala
baik di internal OPD maupun oleh APIP.

Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang telah dimulai dari perbaikan RPJMD dan Renstra PD sebagai acuan utama melalui proses perubahan yang sudah dilakukan
tahun 2021, dan akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap
tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD 2018-2023.

Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.

Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku
Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.

02

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Belum ada hasil
pemutakhiran data
terbaru dari BPK

85% 85% 90 % 95 % 81 % 90 % 95 %

Catatan Analisis :

Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil pemutakhiran data pada bulan Desember 2020, tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK-RI telah mencapai persentase 81% atau sebanyak 648
yang terselesaikan dari total 800 rekomendasi temuan. Capaian kinerja indikator ini belum mencapai target Renja untuk tahun 2020 sebesar 85%, dan juga masih cukup jauh dari target jangka
menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023 sebesar 95%. Untuk data tahun 2021, masih dalam proses pemutakhiran oleh BPK, dan konsolidasi
data terkait pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan hingga 2021, dijadwalkan pada triwulan 3 dan 4 tahun berjalan.

Kondisi capaian indikator kinerja tersebut diatas banyak dipengaruhi oleh komitmen setiap Pimpinan OPD dan Pemerintah Desa yang belum optimal dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil
pemeriksaan BPK-RI yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan penerapan SPIP yang masih lemah, sehingga masih terdapat
temuan berulang yang perlu diminimalisir agar tidak menjadi temuan pemeriksaan BPK pada tahun-tahun selanjutnya.

Kedepannya, diperlukan optimalisasi kinerja Tim Tindak Lanjut Kabupaten dalam mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI do setiap OPD dan
Pemerintah Desa. Selain itu, pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap OPD dan Pemerintah Desa, untuk
mendorong tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah agar tidak terjadi temuan berulang, sehingga dapat mempertahankan akuntabiltas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan peningkatan kualitas yang
lebih baik pada tahun -tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui
perencanaan program kerja pengawasan tahunan yang berbasis resiko.
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03

Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada R

Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian

APIP

60%
(target masih mengacu
ke Renstra Pokok)

25%

50 %

75 %

513 %

Belum ada hasil
pemutakhiran data
terbaru dari BPK

45 %

65 %

Catatan Analisis :

Hingga tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Daerah terhadap implementasi SPIP pada 39 OPD (Tidak termasuk Kecamatan) lingkup Kab. Bone, persentase OPD yang
menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) masih sangat rendah yaitu 5,13% (hanya 2 OPD dari 39 OPD). Capaian kinerja ini masih sangat jauh dari target kinerja yang ditetapkan, baik
terhadap target tahun 2020 sebesar 60% (Sesuai Renstra Pokok) maupun terhadap target akhir jangka menengah sebesar 75% (sesuai Renstra Perubahan) .

Hal ini sejalan dengan masih sangat rendahnya Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020 yang masih berada level 1 (Nilai 1,92). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh
Pemahaman yang masih sangat lemah terkait SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP
dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk meningkatkan capaian kinerja ini.

Untuk tahun 2021, Penilaian maturitas SPIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan Il atau IV tahun 2020, dan sudah harus menggunakan konsep New
Matruitas SPIP. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, akan mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi/pendampingan serta
monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP PemKab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.

04

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat - -
terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa sesuai kewenangan APIP

Belum ada hasil
pemutakhiran data
terbaru dari BPK

95 % 97 % 98 % 99 % 100 % 98 % 99 %

Catatan Analisis :

Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 95%, dimana telah tertangani 5 Kasus dari 5 Laporan pengaduan
yang telah diterima hingga bulan Desember 2020. Untuk tahun 2021, proses penanganan pengaduan masyarakat masih terus berproses. Jumlah yang tidak begitu banyak dari laporan
pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai
kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH (Kepolisian atau Kejaksaan) sebelum dilimpahkan ke Inspektorat.

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan
Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam
pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan
bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

09

Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat
Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal
Audit Capability Model)

Level 3
(Integrated)

Level 3
(Integrated)

Level 3
(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

Level 3
(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

Level 3
(Integrated)
(Penuh)

Level 3 - -

(Integrated)
(Penuh)

(Belum ada hasil
penilaian dari BPKP)

(Belum ada hasil
penilaian dari BPKP)

Level 3
(Integrated)

(Dengan Catatan
Perbaikan)

Level 3
(Integrated)
(Penuh)

Catatan Analisis :

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat
Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik
Profesional. Untuk tahun 2019, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinis Sul-Sel, pada bulan Desember Tahun 2019.

Namun demikian, hasil penilaian ini masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus,
disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun
2020 ini.

Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan
melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.
Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu
kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.

Sumber Data :

Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, Laporan Kinerja Tahun 2020, Data Capaian Kinerja Tahun 2021 (s.d. Juni 2021) - Inspektorat Daerah Kab. Bone
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan
pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone
ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah
disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayananan
Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan hasil analisis
pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Perubahan
Tahun 2018-2023. Dari hasil capaian kinerja ke 8 Indikator Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kab. Bone (3 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran), dapat
diketahui bahwa hingga triwulan 2 tahun 2021, masih terdapat indikator kinerja
yang memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya sebagai bahan evaluasi
perencanaan kinerja kedepannya. Indikator kinerja kunci yang masih sangat perlu
dioptimalkan proses pencapaiannya adalah indikator tujuan “Tingkat Maturitas
SPIP” yang sejalan indikator sasaran “Persentase OPD yang menerapkan SPIP
pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP”. Realisasi capaian
kinerja ini masih sangat jauh dari target minimal yang harus dicapai, sehingga
kedepannya perlu menjadi perhatian khusus untuk langkah-langkah strategis
pencapainnya.

Terkait dengan hal tersebut, dari catatan analisis yang telah disajikan, maka
yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam
pelaksanaan peran Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait
dengan :

- Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;

- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;

- Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah secara

berkelanjutan;

- Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan

- Penguatan Kapabilitas APIP.
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2. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus
ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas
keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan
evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga
Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.

3. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya
(laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus
kepegawaian, dan sebagainya) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik
masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas serta
komptensi tim yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya
pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa
di Kab. Bone.

4. Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur
Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan
dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan
organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-
perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat
yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

5. Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin
Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif  (quality assurance and partner
consulting) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya
ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna
mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang
baik dan bersih.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kebijakan/tindakan perencanaan
dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong
pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target
kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus
berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk kondisi
wabah COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini), kompetensi dan
ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan
dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai
dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi

yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
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2. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (quality
assurer) dan pemberi jasa konsultatif (consultative advisory) bagi OPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus
ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan
akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.

3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan
gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian,
dan sebagainya) juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan
kewenangan Inspektorat Daerah dan sinergitas yang lebih baik dengan Aparat
Penegak Hukum (APH). Hal ini seiring dengan peningkatan tuntutan
masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;

4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (integrated) secara penuh sesuai
standar IACM (Internal Audit Capability Model) harus segera dioptimalkan,
khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi
kuantitas maupun  kualitas’kompetensinya, infrastruktur  pengawasan
(Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran
berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang
semakin kompleks;

5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra
pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja
sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah
Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone,
khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja
pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone,
tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang
harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan
dalam pemenuhan standar pengawasan, khususnya penerapan kendali mutu
pengawasan;

2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan
kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek

pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
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3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP
atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan
dan Pengawasan;

4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan
kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta
peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga
sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur

pemeriksaan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan
Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari
evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis
kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis
terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan
beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif,
efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen
perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten
juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan
jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan
program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup
rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta
targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-
perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus
dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian
hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan
perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan,
lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan

dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 — Inspektorat Daerah

000000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Kebutuhan :
Ne Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana CUZIEID FEDT
Kegiatan R Kegiatan R
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) 7 (8) ) (10) (1) (12)
1. |Program Penunjang Kec. Tanete |Persentase Rata-rata Capaian Program Pelayanan Kec. Tanete |Persentase Rata-rata Capaian
Urusan Pemerintahan Riattang Kinerja Indikator Program 90 % 15.532.753.119 || Administrasi Riattang Kinerja Indikator Program 90 % 13.324.203.900 | Program Pendukung
Daerah Barat Teknis Inspektorat Daerah Perkantoran Barat Teknis Inspektorat Daerah
1.1 [Perencanaan, Kec. Tanete [Persentase Penyusunan Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Persentase Penyusunan Merupakan Dokumen
Penganggaran, dan Riattang Barat | Dokumen Perencanaan, 100 % 61.367.900 | Komunikasi, Sumber | Riattang Barat | Dokumen Perencanaan, 100 % 45.783.000 Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Daya Air dan Listrik Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran, Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah dan Pelaporan Kinerja
rutin tahunan
1. | Penyusunan Dokumen | Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen | Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Perencanaan Meliputi Dokumen
Perencanaan Riattang Barat | Kinerja Perangkat Daerah yang 5 Dokumen 34.456.750 || Perencanaan Riattang Barat | Kinerja Perangkat Daerah yang 5 Dokumen 34.456.750 Renja, Perjanjian
Perangkat Daerah tersusun Perangkat Daerah tersusun Kinerja, PKPT beserta
perubahannya
2. |Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen RKA-SKPD Waktu Penyusunan
Penyusunan Dokumen | Riattang Barat | Perangkat Daerah yang 1 Dokumen 2.265.000 | Penyusunan Dokumen | Riattang Barat | Perangkat Daerah yang 1 Dokumen 2.265.000 sesuai tahapan
RKA-SKPD tersusun RKA-SKPD tersusun penganggaran
3. |Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1.680.000 || Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen DPA-SKPD Waktu Penyusunan
Penyusunan DPA- Riattang Barat | Perangkat Daerah yang tersusun 1 Dokumen Penyusunan DPA- Riattang Barat | Perangkat Daerah yang tersusun 1 Dokumen 1.680.000 sesuai tahapan
SKPD SKPD penganggaran
4. | Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Perubahan Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen Perubahan Waktu Penyusunan
Penyusunan Riattang Barat | DPA-SKPD Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.942.500 [ Penyusunan Riattang Barat | DPA-SKPD Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.942.500 sesuai tahapan
Perubahan DPA-SKPD yang tersusun Perubahan DPA-SKPD yang tersusun penganggaran
5. | Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Evaluasi & Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen Evaluasi & Meliputi Dokumen LKj,
Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Pelaporan Capaian Kinerja 8 Dokumen 21.023.650 || Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Pelaporan Capaian Kinerja 8 Dokumen 5.438.750 Data LPPD/LKPJ,
Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah yang tersusun Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah yang tersusun Laporan Ikhtisar Hasil
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Pengawasan Evaluasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Renja Per Triwulan
Sesuai Lokasi | Jumlah Kegiatan Sesuai Lokasi |Jumlah Kegiatan Diperkirakan kegiatan
Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja 1 Kegiatan Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja - seperti ini tidak
Pameran Pembangunan Daerah yang Pameran Pembangunan Daerah yang terselenggara karena
diikuti diikuti adanya Pandemi
Covid-19
1.2 | Administrasi Kec. Tanete [Persentase Penyusunan Administrasi Kec. Tanete |Persentase Penyusunan Merupakan Pelayanan
Keuangan Perangkat | Riattang Barat | Dokumen Pelaporan Keuangan 100 % 10.879.728.171 | Keuangan Perangkat | Riattang Barat | Dokumen Pelaporan Keuangan 100 % 9.660.845.962 Rutin Administrasi
Daerah Periodik Perangkat Daerah Daerah Periodik Perangkat Daerah Keuangan bagi
secara Tepat Waktu secara Tepat Waktu pelaksanaan
Program/Kegiatan OPD
1. | Penyediaan Gaji dan Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Penyediaan Gaji dan Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Akumulasi dari seluruh
Tunjangan ASN Riattang Barat | Gaji dan Tunjangan, Tambahan 85 Orang/Bulan 10.759.544.421 | Tunjangan ASN Riattang Barat | Gaji dan Tunjangan, Tambahan 26 Bulan 9.540.662.212 | Pembayaran Bulanan
Penghasilan, dan luran Penghasilan, dan luran atas Hak ASN yang
Jaminan/Asuransi per bulan bagi Jaminan/Asuransi per bulan bagi meliputi Gaji &
ASN Perangkat Daerah ASN Perangkat Daerah Tunjangan, TPP dan
luran Asuransi
2. | Pelaksanaan Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Pelaksanaan Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Aktivitas rutin
Penatausahaan dan Riattang Barat |Jasa/Honorarium per bulan bagi 7 Orang/Bulan 110.940.000 || Penatausahaan dan Riattang Barat |Jasa/Honorarium per bulan bagi 12 Bulan 110.940.000 | pengelolaan keuangan
Pengujian/Verifikasi Pengelola Keuangan Perangkat Pengujian/Verifikasi Pengelola Keuangan Perangkat yang dilaksanakan oleh
Keuangan SKPD Daerah Keuangan SKPD Daerah Tim Pelaksana Kegiatan
tersendiri
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Pagu Kebutuhan :
Ne- Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana (IR SR
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)

3. |Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen Laporan Merupakan Dokumen
Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Keuangan Tahunan Perangkat 1 Dokumen 1.255.000 [ Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Keuangan Tahunan Perangkat 1 Dokumen 1.255.000 Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun Daerah yang tersusun Keuangan Akhir Tahun Daerah yang tersusun Tahun sebelumnya
SKPD SKPD

4. |Koordinasi dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Kec. Tanete |[Jumlah Dokumen Pelaporan Merupakan Dokumen
Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Keuangan Periodik Perangkat 25 Dokumen 7.988.750 | Penyusunan Laporan | Riattang Barat | Keuangan Periodik Perangkat 25 Dokumen 7.988.750 | Pelaporan Berkala dan
Keuangan Daerah yang tersusun Keuangan Daerah yang tersusun bersifat rutin dalam 1
Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/ tahun penganggaran
Semesteran SKPD Semesteran SKPD

1.3 | Administrasi Barang Kec. Tanete [Persentase Penyusunan Administrasi Barang Kec. Tanete |Persentase Penyusunan Merupakan Pengeloaan
Milik Daerah Pada Riattang Barat | Dokumen Administrasi 100 % 38.602.500 | Milik Daerah Pada Riattang Barat | Dokumen Administrasi 100 % 38.602.500 || Rutin Administrasi BMD
Perangkat Daerah Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah

1. |Penyusunan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Perencanaan Meliputi Dokumen
Perencanaan Riattang Barat | Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 17.452.500 || Perencanaan Riattang Barat | Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 17.452.500( Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang pada Perangkat Daerah yang Kebutuhan Barang pada Perangkat Daerah yang Pengadaan dan
Milik Daerah tersusun Milik Daerah tersusun Pemeliharaan BMD

2. |Penatausahaan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Penatausahaan Penatausahaan Kec. Tanete |[Jumlah Laporan Penatausahaan Aktivitas Rutin
Barang Milik Daerah Riattang Barat | Barang Milik Daerah pada 6 Dokumen 21.150.000 || Barang Milik Daerah Riattang Barat | Barang Milik Daerah pada 6 Dokumen 21.150.000( Penatausahaan BMD
Pada SKPD Perangkat Daerah yang tersusun Pada SKPD Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan berkala

1.4 | Administrasi Kec. Tanete |Persentase ASN Perangkat Administrasi Kec. Tanete |Persentase ASN Perangkat Merupakan Pelayanan
Kepegawaian Riattang Barat | Daerah yang Berkinerja Baik 97 % 1.118.776.500 || Kepegawaian Riattang Barat | Daerah yang Berkinerja Baik 97 % 970.656.000 Rutin Administrasi
Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Kepegawaian bagi

Fungsi Jabatan Fungsi Jabatan Pegawai Inspektorat

1. | Pengadaan Pakaian Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Pakaian Berupa Pakaian
Dinas Beserta Atribut | Riattang Barat | Dinas bagi Pegawai Perangkat 100 Buah 45.000.000 | Dinas Beserta Atribut | Riattang Barat | Dinas bagi Pegawai Perangkat 95 Buah 42.750.000 | Olahraga bagi Pegawai
Kelengkapannya Daerah sesuai rencana Kelengkapannya Daerah sesuai rencana Inspektorat Daerah

kebutuhan kebutuhan

2. | Pendataan dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Pendataan Pendataan dan Kec. Tanete |Jumlah Dokumen Pendataan Aktivitas Rutin
Pengolahan Riattang Barat | dan Pengolahan Administrasi 16 Dokumen 17.760.000 || Pengolahan Riattang Barat | dan Pengolahan Administrasi 16 Dokumen 17.760.000 Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian yang tersusun Kepegawaian yang tersusun Kepegawaian

3. |Pendidikan dan Kec. Tanete |[Jumlah ASN Perangkat Daerah Pendidikan dan Kec. Tanete |Jumlah ASN Perangkat Daerah Disesuaikan dengan
Pelatihan Pegawai Riattang Barat | yang mengikuti Diklat/Bimtek 65 Orang 637.600.000 | Pelatihan Pegawai Riattang Barat | yang mengikuti Diklat/Bimtek 55 Orang 523.750.000 Kebutuhan Diklat
Berdasarkan Tugas berdasarkan tugas dan fungsi Berdasarkan Tugas berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Tugas dan Fungsi
dan Fungsi dan Fungsi Inspektorat

4. | Bimbingan Teknis Kec. Tanete |Jumlah Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Kec. Tanete |[Jumlah Kegiatan Pelatihan Disesuaikan dengan
Implementasi Riattang Barat | Kantor Sendiri (PKS) yang 2 PKS 418.416.500 || Implementasi Riattang Barat | Kantor Sendiri (PKS) yang 2 PKS 386.396.000 Kebutuhan Diklat
Peraturan Perundang- terlaksana terkait Teknis Peraturan Perundang- terlaksana terkait Teknis Teknis Pengawasan
undangan Pengawasan Internal undangan Pengawasan Internal bagi JF Pengawasan

1.5 | Administrasi Umum Kec. Tanete | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kec. Tanete |Persentase Pemenuhan Merupakan Pelayanan
Perangkat Daerah Riattang Barat | Pelayanan Administrasi Umum 97 % 905.425.748 | Perangkat Daerah Riattang Barat | Pelayanan Administrasi Umum 97 % 822.819.568 Rutin Administrasi

Perangkat Daerah Perangkat Daerah Umum Penunjang
aktivitas organisasi

1. | Penyediaan Kec. Tanete |Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Kec. Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Disesuaikan dengan
Komponen Instalasi Riattang Barat | Komponen Instalasi 4 Paket 7.620.000 | Komponen Instalasi Riattang Barat | Komponen Instalasi 4 Paket 6.128.000 ti i kebutuhan per
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan sesuai Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan sesuai es |mas; : P

. . riwulan
Bangunan Kantor rencana kebutuhan per triwulan Bangunan Kantor rencana kebutuhan per triwulan
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Pagu Kebutuhan :

No.

° Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana (IR SR
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)

2. | Penyediaan Peralatan | Kec.Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Peralatan Kec. Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Disesuaikan dengan
dan Perlengkapan Riattang Barat | Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket 191.776.448 | dan Perlengkapan Riattang Barat | Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket 167.775.628 estimasi kebutuha% per
Kantor penunjang administrasi Kantor penunjang administrasi bulan

perkantoran sesuai rencana perkantoran sesuai rencana
kebutuhan perbulan kebutuhan perbulan

3. | Penyediaan Peralatan | Kec. Tanete [Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Peralatan Kec. Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Disesuaikan dengan
Rumah Tangga Riattang Barat | Peralatan Rumah Tangga 4 Paket 20.367.800 || Rumah Tangga Riattang Barat | Peralatan Rumah Tangga 4 Paket 19.072.040 estimasi kebutuha% per

Perkantoran sesuai rencana Perkantoran sesuai rencana triwulan
kebutuhan per triwulan kebutuhan per triwulan

4. |Penyediaan Bahan Kec. Tanete |Jumlah Paket Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan Kec. Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Bahan Disesuaikan dengan
Logistik Kantor Riattang Barat | Logistik Makanan dan Minuman 12 Paket 33.549.000 || Logistik Kantor Riattang Barat | Logistik Makanan dan Minuman 12 Paket 25.028.400 estimasi kebutuhagn or

bagi Pegawai sesuai rencana bagi Pegawai sesuai rencana bulan p
kebutuhan per bulan kebutuhan per bulan

5. | Penyediaan Barang Kec. Tanete |Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Barang Kec. Tanete |[Jumlah Paket Penyediaan Disesuaikan dengan
Cetakan dan Riattang Barat | Barang Cetakan & Penggandaan 12 Paket 37.582.500 || Cetakan dan Riattang Barat | Barang Cetakan & Penggandaan 12 Paket 33.200.500 estimasi kebutuha% er
Penggandaan penunjang administrasi Penggandaan penunjang administrasi bulan p

perkantoran sesuai rencana perkantoran sesuai rencana
kebutuhan per bulan kebutuhan per bulan

6. | Penyediaan Bahan Kec. Tanete |Jumlah Paket Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan Kec. Tanete |Jumlah Paket Penyediaan Bahan Disesuaikan dengan
Bacaan dan Peraturan | Riattang Barat | Bacaan dan Peraturan 12 Paket 36.150.000 || Bacaan dan Peraturan | Riattang Barat | Bacaan dan Peraturan 12 Paket 26.100.000 h : 8

. . estimasi kebutuhan per
Perundang-undangan Perundang-undangan sesuai Perundang-undangan Perundang-undangan sesuai bulan
rencana kebutuhan per bulan rencana kebutuhan per bulan

7. | Fasilitasi Kunjungan Kec. Tanete |Jumlah Kunjungan Tamu yang Fasilitasi Kunjungan Kec. Tanete |Jumlah Kunjungan Tamu yang Disesuaikan dengan
Tamu Riattang Barat | difasilitasi sesuai estimasi 48 Orang 60.420.000 | Tamu Riattang Barat | difasilitasi sesuai estimasi 120 Orang 41.100.000| estimasi kebutuhan

kebutuhan kebutuhan (12 orang per bulan)

8. | Penyelenggaraan Kec. Tanete |Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kec. Tanete |Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Terdiri dari kegiatan
Rapat Koordinasi dan | Riattang Barat | Konsultasi yang 55 Kegiatan 492.060.000 || Rapat Koordinasi dan | Riattang Barat | Konsultasi yang 55 Kegiatan 482.015.000( rapat-rapat di tingkat
Konsultasi SKPD dihadiri/dilaksanakan oleh Konsultasi SKPD dihadiri/dilaksanakan oleh Nasional, Provinsi dan

Aparat Perangkat Daerah Aparat Perangkat Daerah Kabupaten

9. |Dukungan Kec. Tanete |Jumlah Penyediaan Aplikasi IT 1 Aplikasi Dukungan Kec. Tanete |Jumlah Penyediaan Aplikasi IT 1 Aplikasi Aplikasi yang terkait
Pelaksanaan Sistem Riattang Barat | Pemerintahan 25.900.000 || Pelaksanaan Sistem Riattang Barat | Pemerintahan 22.400.000| aktivitas utama OPD
Pemeri'ntahan . Jumlah Realisasi Pembayaran Pemeri'ntahan . Jumlah Realisasi Pembayaran Berupa Updating dan
Berbasis Elektronik Jasa Pengelolaan Website 1 Orang/Bulan Berbasis Elektronik Jasa Pengelolaan Website 12 Bulan Maintenance Konten
pada SKPD Perangkat Daerah pada SKPD Perangkat Daerah Website OPD

1.6 |Pengadaan Barang Kec. Tanete |Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Kec. Tanete |Persentase Pemenuhan Disesuaikan dengan
Milik Daerah Riattang Barat | Kebutuhan Barang Milik Daerah 80 % 1.948.852.370 || Milik Daerah Riattang Barat | Kebutuhan Barang Milik Daerah 70 % 1.247.017.750| rencana kebutuhan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat pengadaan BMD yang
Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah Daerah bersifat prioritas

1. | Pengadaan Kendaraan | Kec. Tanete |[Jumlah Pengadaan Kendaraan 1 Unit : Pengadaan Kendaraan | Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Kendaraan 1 Unit : Berupa Mobil Dinas bagi
Perorangan Dinas Riattang Barat | Dinas Jabatan sesuai rencana 1 Unit Mobil 513.850.000 | Perorangan Dinas Riattang Barat | Dinas Jabatan sesuai rencana 1 Unit Mobil 513.850.000| Inspektur Daerah untuk
atau Kendaraan Dinas kebutuhan atau Kendaraan Dinas kebutuhan pengganti mobil lama
Jabatan Jabatan yang kondisinya sudah

kurang memadai

2. |Pengadaan Kendaraan | Kec. Tanete [Jumlah Pengadaan Kendaraan 4 Unit : Pengadaan Kendaraan | Kec. Tanete |[Jumlah Pengadaan Kendaraan 2 Unit : Disesuaikan dengan
Dinas Operasional Riattang Barat | Dinas/Operasional Lapangan - 1 Unit Mobil 543.830.000 || Dinas Operasional Riattang Barat | Dinas/Operasional Lapangan 50.000.000 prioritas kebutuhan
atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan . atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan 3 Unit Sepeda Motor operasional kantor dan

- 3 Unit Sepeda Motor pengawasan lapangan

3. |Pengadaan Mebel Kec. Tanete |[Jumlah Pengadaan Meubeleur 184 Buah : Pengadaan Mebel Kec. Tanete |[Jumlah Pengadaan Meubeleur 154 Buah : Disesuaik;nbdenﬁan

Riattang Barat | Kantor sesuai rencana - ; : 664.057.900 Riattang Barat | Kantor sesuai rencana - P P 584.979.000 prioritas kebutuhan
kebutuhan 91 Bh Meja Kerja kebutuhan 766h Meja Kerja mebeler kantor yang
- 92 Bh Kursi Kerja - 77 Bh Kursi Kerja belum lengkap dan
- 1 Bh Filling Kabinet - 1 Bh Filling Kabinet penggantian yang rusak
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Pagu Kebutuhan :
Ne- Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana CHEIELD AR
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
4. | Pengadaan Peralatan Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Peralatan 31 Unit/Buah : Pengadaan Peralatan Kec. Tanete |[Jumlah Pengadaan Peralatan 12 Unit/Buah : Disesuaikan dengan
dan Mesin Lainnya Riattang Barat | dan Perlengkapan Gedung - 6 Unit Laptop 202.713.720 | dan Mesin Lainnya Riattang Barat | dan Perlengkapan Gedung - 1 Unit Laptop 73.788.000|  prioritas kebutuhan
Kantor sesuai rencana - 9 Unit Printer Kantor sesuai rencana 7 Unit Printer peralatan/perlengkgpan
kebutuhan ) kebutuhan kantor yang masih )
- 6 Unit Penghancur - 4 Unit AC kurang dan pengganti
Kertas yang rusak untuk
- 1 Unit Speaker pelayanan administrasi
Portabel perkantoran dan
- 8UnitAC operasional pengawasan
- 1 Unit Conference
Camera
5. |Pengadaan Sarana Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Sarana dan 1 Set : Pengadaan Sarana Kec. Tanete |Jumlah Pengadaan Sarana dan 1 Set : Untuk fasilitas keamanan
dan Prasarana Riattang Barat | Prasarana Pendukung Gedung - 1 Set Peralatan/ 24.400.750 || dan Prasarana Riattang Barat | Prasarana Pendukung Gedung - 1Set Peralatan/ 24.400.750 kantor da'n kebqtghan
Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana perlengkapan CCTV Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana perlengkapan CCTV monitoring akt|V|ta§
Kantor atau Bangunan kebutuhan Kantor atau Bangunan kebutuhan 'ntema_| ka_ntor bagi
Lainnya Lainnya pimpinan
1.7 | Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Persentase Pemenuhan Merupakan jasa
Penunjang Urusan Riattang Barat | Kebutuhan Jasa Penunjang 100 % 167.286.000 [ Penunjang Urusan Riattang Barat | Kebutuhan Jasa Penunjang 100 % 167.286.000 penunjang bagi
Pemerintahan Daerah Urusan Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Urusan Perangkat Daerah kelancaran pelaksanaan
administrasi perkantoran
1. | Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Disesuaikan dengan
Komunikasi, Sumber Riattang Barat | Jasa Komunikasi/informasi 36 Paket 48.420.000 | Komunikasi, Sumber Riattang Barat | Jasa Komunikasi/informasi 36 Paket 48.420.000 . . 8
] - - . ] - - . estimasi kebutuhan per
Daya Air dan Listrik (telepon, internet, dan tv) sesuai Daya Air dan Listrik (telepon, internet, dan tv) sesuai bulan
rencana kebutuhan per bulan rencana kebutuhan per bulan
2. |Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Realisasi Pembayaran Meliputi Jasa tenaga
Pelayanan Umum Riattang Barat | Jasa Tenaga Pelayanan Umum 15 Orang/Bulan 118.866.000 || Pelayanan Umum Riattang Barat |Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12 Bulan 118.866.000| administrasi, tenaga
Kantor yang menunjang pelaksanaan Kantor yang menunjang pelaksanaan kebersihan dan supir
administrasi perkantoran administrasi perkantoran kendaraan dinas
1.8 | Pemeliharaan Barang Kec. Tanete |Persentase Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kec. Tanete |Persentase Barang Milik Daerah Merupakan pelayanan
Milik Daerah Riattang Barat | Penunjang Urusan Perangkat 85 % 412.713.930 | Milik Daerah Riattang Barat | Penunjang Urusan Perangkat 75% 371.193.120| kebutuhan pemeliharaan
Penunjang Urusan Daerah dalam kondisi baik Penunjang Urusan Daerah dalam kondisi baik t?e'\l-ﬂkglzessgja:u:;:gaanna
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah kebutuhan
1. | Penyediaan Jasa Kec. Tanete [Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Paket Pemeliharaan Dianggarkan sebagai
Pemeliharaan, Biaya Riattang Barat | yang dipelihara dan terbayar 2 Unit 63.942.290 | Pemeliharaan, Biaya Riattang Barat | Kendaraan Dinas Jabatan secara 4 Paket 61.178.550 persediaan biaya
Pemeliharaan, dan pajaknya secara rutin/berkala Pemeliharaan, dan rutin/berkala sesuai rencana pemeliharaan dgn
Pajak Kendaraan per tahun Pajak Kendaraan kebutuhan pembayaran pajak
Perorangan Dinas Perorangan Dinas tahunan kendaraan dinas
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas sesual rencana
Jabatan Jabatan kebutuhan per triwulan
2. | Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Kec. Tanete |Jumlah Paket Pemeliharaan Dianggarkan sebagai
Pemeliharaan, Biaya Riattang Barat | yang dipelihara dan terbayar 21 Unit 70.204.140 | Pemeliharaan, Biaya Riattang Barat | Kendaraan Dinas Operasional 4 Paket 49.777.070 persediaan biaya
Pemeliharaan, Pajak, pajaknya secara rutin/berkala Pemeliharaan, Pajak, secara rutin/berkala sesuai pemeliharaan dgn
dan Perizinan per tahun dan Perizinan rencana kebutuhan pembayaran pajak
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas tahunan kendaraan dinas
Operasional atau Operasional atau sesuai rencana
Lapangan Lapangan kebutuhan per triwulan
3. | Pemeliharaan Mebel Kec. Tanete |Jumlah Meubeleur Kantor yang Pemeliharaan Mebel Kec. Tanete |Jumlah Meubeleur Kantor yang Dianggarkan sebagai
Riattang Barat | dipelihara secara rutin/berkala 43 Buah/Set 6.000.000 Riattang Barat | dipelihara secara rutin/berkala 75 Buah 6.000.000 persediaan biaya
sesuai rencana kebutuhan sesuai rencana kebutuhan pemeliharaan mebel
kantor sesuai rencana
kebutuhan
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Pagu Kebutuhan :
Ne- Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana (IR SR
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)

4. | Pemeliharaan Kec. Tanete |[Jumlah Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Kec. Tanete |Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dianggarkan sebagai
Peralatan dan Mesin | Riattang Barat | yang dipelihara secara 121 Unit 67.900.000 | Peralatan dan Mesin | Riattang Barat | yang dipelihara secara 87 Unit 49.570.000 persediaan biaya
Lainnya rutin/berkala sesuai rencana Lainnya rutin/berkala sesuai rencana pemeliharaan

kebutuhan kebutuhan peralatan/perlengkapan
kantor sesuai rencana
kebutuhan

5. | Pemeliharaan/ Kec. Tanete |Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan/ Kec. Tanete |Jumlah Paket Pekerjaan Berupa paket pekerjaan
Rehabilitasi Gedung Riattang Barat | Perbaikan/Pemeliharaan 3 Paket 189.667.500 | Rehabilitasi Gedung Riattang Barat | Perbaikan/Pemeliharaan 3 Paket 189.667.500 || pemeliharaan/perbaikan
Kantor dan Bangunan Gedung Kantor sesuai rencana Kantor dan Bangunan Gedung Kantor sesuai rencana interior ruangan gedung
Lainnya kebutuhan Lainnya kebutuhan kantor

6. |Pemeliharaan/ Kec. Tanete [Jumlah Paket Pemeliharaan Pemeliharaan/ Kec. Tanete |Jumlah Paket Pemeliharaan Dianggarkan sebagai
Rehabilitasi Sarana Riattang Barat | Rutin Sarana/Prasarana 3 Paket 15.000.000 || Rehabilitasi Sarana Riattang Barat | Rutin Sarana/Prasarana 3 Paket 15.000.000 | persediaan biaya untuk
dan Prasarana Kelengkapan Pendukung dan Prasarana Kelengkapan Pendukung pemeliharaan jaringan
Pendukung Gedung Gedung Kantor sesuai rencana Pendukung Gedung Gedung Kantor sesuai rencana listrik, internet dan air
Kantor atau Bangunan kebutuhan Kantor atau Bangunan kebutuhan bersih gedung kantor
Lainnya Lainnya sesuai rencana

kebutuhan

2. [Program Kec. Tanete |Persentase Penyelesaian Tindak Program Wilayah Kab. | Persentase Penyelesaian Tindak
Penyelenggaraan Riattang Lanjut OPD dan PemDes atas 90 % 3.455.971.250 | Penyelenggaraan Bone Lanjut OPD dan PemDes atas 90 % 3.011.889.000 Program Prioritas
Pengawasan Barat Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan (Pada Seluruh | Rekomendasi Temuan Hasil

Pemeriksaan APIP OPD & PemDes, | Pemeriksaan APIP
Sesuai Tujuan
Persentase Kasus Pengaduan P Persentase Kasus Pengaduan
Masyarakat dan Kasus Tertentu 90 % Masyarakat dan Kasus Tertentu 98 %
Lainnya yang ditindaklanjuti Lainnya yang ditindaklanjuti
sesuai kewenangan Inspektorat sesuai kewenangan Inspektorat
Daerah Daerah

2.1 | Penyelenggaraan Kec. Tanete |Persentase Realisasi Penyelenggaraan Wilayah Kab. |Persentase Realisasi Berdasarkan kebijakan

Pengawasan Internal | Riattang Barat | Pelaksanaan Penyelenggaraan 90 % 2.774.239.250 | Pengawasan Internal Bone Pelaksanaan Penyelenggaraan 90 % 2.506.290.000 pengawasan dari
Pengawasan Internal Pengawasan Internal kemendagri dan isu-isu
berdasarkan PKPT (Program berdasarkan PKPT (Program strategis pengawasan
Kerja Pengawasan Tahunan) Kerja Pengawasan Tahunan) yang ter‘;z‘;g dalam

1. | Pengawasan Kinerja Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Dilaksanakan sesuai
Pemerintah Daerah Riattang Barat | Pengawasan Kinerja Pemda 395 Laporan 1.423.403.750 || Pemerintah Daerah Kecamatan |Pengawasan Kinerja Pemda 321 Laporan 1.227.455.000 Jenis Pengawasan

berdasarkan PKPT berdasarkan PKPT Kinerja dalam PKPT

2. | Pengawasan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Dilaksanakan sesuai
Keuangan Pemerintah | Riattang Barat | Pengawasan Keuangan Pemda 175 Laporan 500.504.750 | Keuangan Pemerintah Kecamatan |Pengawasan Keuangan Pemda 172 Laporan 466.189.250 Jenis Pengawasan
Daerah berdasarkan PKPT Daerah berdasarkan PKPT Keuangan dalam PKPT

3. |Reviu Laporan Kinerja | Kec.Tanete |Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Reviu Laporan Kinerja Kec. Tanete |[Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Dilaksanakan sesuai

Riattang Barat | Laporan Kinerja Pemda 2 Laporan 27.847.500 Riattang Barat | Laporan Kinerja Pemda 2 Laporan 18.992.500| Jenis Reviu Laporan
berdasarkan PKPT berdasarkan PKPT Kinerja dalam PKPT

4. |Reviu Laporan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Reviu Laporan Kec. Tanete |[Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Dilaksanakan sesuai
Keuangan Riattang Barat | Laporan Keuangan Pemda 1 Laporan 12.658.750 | Keuangan Riattang Barat | Laporan Keuangan Pemda 1 Laporan 10.958.750| Jenis Reviu Laporan

berdasarkan PKPT berdasarkan PKPT Keuangan dalam PKPT

5. [Pengawasan Desa Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Tersebar di 24 | Jumlah Laporan Hasil Dilaksanakan sesuai

Riattang Barat | Pengawasan Atas 145 Laporan 416.977.000 Kecamatan |Pengawasan Atas 144 Laporan 416.977.000 || Jenis Pengawasan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam PKPT
Desa berdasarkan PKPT Desa berdasarkan PKPT
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Kebutuhan :
Ne- Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana (EIEEL CETT
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)

6. |Kerjasama Kec. Tanete |Jumlah Kegiatan Kerjasama Kerjasama Kec. Tanete |[Jumlah Kegiatan Kerjasama Kegiatan Gelar
Pengawasan Internal | Riattang Barat | Pengawasan Internal yang 2 Kegiatan 118.287.500 | Pengawasan Internal | Riattang Barat | Pengawasan Internal yang 1 Kegiatan 118.287.500 Pengawasan Tk.

Terlaksana Terlaksana Kabupaten, kerja sama
dengan BPK, BPKP, Itprov
dan APH (Kejaksaan dan

Kepolisian)

7. | Monitoring dan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Inventarisasi Monitoring dan Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Inventarisasi Dilaksanakan secara
Evaluasi Tindak Lanjut | Riattang Barat | beserta Monev Tindak Lanjut 4 Laporan Triwulan 274.560.000 | Evaluasi Tindak Lanjut Kecamatan |beserta Monev Tindak Lanjut 4 Laporan Triwulan 247.430.000 berkala untuk
Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Temuan Hasil Hasil Pemeriksaan BPK Penyelesaian Temuan Hasil mendorong penyelesaian
BPK RI dan Tindak Pengawasan Internal dan RI dan Tindak Lanjut Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Hasil
Lanjut Hasil Eksternal secara periodik Hasil Pemeriksaan Eksternal secara periodik Pemeriksaan BPK RI
Pemeriksaan APIP APIP dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

2.2 | Penyelenggaraan Kec. Tanete |Persentase Realisasi Penyelenggaraan Wilayah Kab. |Persentase Realisasi Merupakan pengawasan
Pengawasan dengan | Riattang Barat | Pelaksanaan Penyelenggaraan 90 % 681.732.000 | Pengawasan dengan Bone Pelaksanaan Penyelenggaraan 90 % 505.599.000 dalam bentuk
Tujuan Tertentu Pengawasan Tujuan Tertentu Tujuan Tertentu Pengawasan Tujuan Tertentu pemeriksaan/penanganan

berdasarkan PKPT (Program berdasarkan PKPT (Program [ETEE R

N N masyarakat dan TPTGR

Kerja Pengawasan Tahunan) Kerja Pengawasan Tahunan) yang tertuang dalam PKPT

1. | Penanganan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Periodik Hasil Berdasarkan hasil
Penyelesaian Kerugian | Riattang Barat | Penanganan Penyelesaian 2 Laporan Semester 316.675.000 | Penyelesaian Kerugian | Riattang Barat | Penanganan Penyelesaian 2 Laporan Semester 182.215.000| pengawasan internal
Negara/Daerah Kerugian Negara/Daerah Negara/Daerah Kerugian Negara/Daerah yang terkait TPTGR

2. |Pengawasan Dengan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Pengawasan Dengan Dalam Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Penanganan atas
Tujuan Tertentu Riattang Barat | Hasil Penanganan Laporan 4 Laporan Triwulan 365.057.000 || Tujuan Tertentu Wilayah Kab. | Hasil Penanganan Laporan 4 Laporan Triwulan 323.384.000 Laporan Pengaduan

Pengaduan Masyarakat dan Bone Pengaduan Masyarakat dan masyaraklat_ dan kasus

Pemeriksaan Khusus/Tujuan (Sesuai Lokasi | Pemeriksaan Khusus/Tujuan dii‘;:ﬁwr;t:taabngm yang

. X ! . N gaskan

Tertentu lainnya sesuai Tujuan Tertentu lainnya sesuai oleh Bupati sesuai

kewenangan APIP Pengawasan) | kewenangan APIP kewenangan

3. | Program Perumusan Kec. Tanete |Persentase Elemen Penilaian Program Perumusan Kec. Tanete | Persentase Elemen Penilaian
Kebijakan, Riattang (Assessment) Kapablitas APIP 100 % 612.255.000 | Kebijakan, Riattang (Assessment) Kapablitas APIP 100 % 430.330.000 Program Prioritas
Pendampingan Dan Barat yang mencapai Level 3 hingga Pendampingan Dan Barat yang mencapai Level 3 hingga
Asistensi tahun berkenaan - (Total 6 Asistensi tahun berkenaan - (Total 6

Elemen) Elemen)

Persentase OPD dan PemDes Wilayah Kab. | Persentase OPD dan PemDes

yang Bersih dari Temuan Hasil 85 % Bone yang Bersih dari Temuan Hasil 85 %

Pemeriksaan APIP yang (Sesuai Lokasi | Pemeriksaan APIP yang

berpotensi/menimbulkan Tujuan berpotensi/menimbulkan

Kerugian Keuangan Pengawasan) | Kerugian Keuangan

Negara/Daerah Negara/Daerah

3.1 | Perumusan Kebijakan Kec. Tanete |Persentase Key Process Area Perumusan Kebijakan Kec. Tanete |Persentase Key Process Area Merupakan kegiatan
Teknis di Bidang Riattang Barat | (KPA) yang telah memenuhi 100 % 73.630.000 || Teknis di Bidang Riattang Barat | (KPA) yang telah memenuhi 100 % 52.430.000|f yang difokuskan pada
Pengawasan dan kelengkapan Dokumen Pengawasan dan kelengkapan Dokumen Pemenuhan Dokumen
Fasilitasi Pengawasan Infrastruktur Kapabilitas APIP Fasilitasi Pengawasan Infrastruktur Kapabilitas APIP Infrastruktur

Level 3 - (Total 24 KPA) Level 3 - (Total 24 KPA) Peningkatan Kapabilitas

APIP

1. | Perumusan Kebijakan Kec. Tanete |Jumlah Key Process Area (KPA) Perumusan Kebijakan Kec. Tanete |Jumlah Key Process Area (KPA) Berupa penyusunan
Teknis di Bidang Riattang Barat | Elemen Kapabilitas APIP Level 3 24 KPA 73.630.000 || Teknis di Bidang Riattang Barat | Elemen Kapabilitas APIP Level 3 24 KPA 52.430.000 || Dokumen Infrastruktur
Pengawasan dengan kebijakan Pengawasan dengan kebijakan Peningkatan Kapabilitas

teknis/dokumen infrastruktur teknis/dokumen infrastruktur APIP serta

pengawasan yang pengawasan yang pendampingan dari
tersusun/terupdate secara tersusun/terupdate secara BPKP beserta proses
lengkap lengkap Assessment.
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Kebutuhan :
Ne- Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Prog.ram / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Dana CHEIELD AR
Kegiatan Kegiatan
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
3.2 | Pendampingan dan Kec. Tanete | Persentase Realisasi Pendampingan dan Tersebar di 27 | Persentase Realisasi Merupakan kegiatan
Asistensi Riattang Barat | Pelaksanaan Pendampingan dan 90 % 538.625.000 | Asistensi Kecamatan | Pelaksanaan Pendampingan dan 90 % 377.900.000| kensultasi dalam bentuk
Asistensi berdasarkan PKPT Asistensi berdasarkan PKPT ai’;“‘?"s'/pzndamp'gga"
(Program Kerja Pengawasan (Program Kerja Pengawasan ag'tgﬁ([a)it 2?&2:‘ es
Tahunan) Tahunan) pemerintahan yang
tertuang dalam PKPT
1. |Pendampingan dan Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi/Pendampingan
Asistensi Urusan Riattang Barat | Pendampingan/Asistensi 10 Laporan 61.186.000 || Asistensi Urusan Kecamatan | Pendampingan/Asistensi 10 Laporan 54.386.000| terkait hal-hal strategis
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemda Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemda penyelenggaraan urusan
dan Pemdes berdasarkan PKPT dan Pemdes berdasarkan PKPT pemerintahan yang
masih kurang/lemah
sesuai hasil pemeriksaan
BPK/APIP
2. | Pendampingan, Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi/Pendampingan
Asistensi, Verifikasi, Riattang Barat | Pendampingan/Asistensi, 3 Laporan 13.371.000 || Asistensi, Verifikasi, Kecamatan | Pendampingan/Asistensi, 3 Laporan 13.371.000 terkait peningkatan
dan Penilaian Verifikasi, dan Penilaian dan Penilaian Verifikasi, dan Penilaian /penguatan
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Implementasi Reformasi
PKPT PKPT Birokrasi, termasuk
Penilaian Mandiri RB
3. | Koordinasi, Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Koordinasi dan
Monitoring dan Riattang Barat | Koordinasi, Monitoring dan 8 Laporan 428.216.500 [ Monitoring dan Kecamatan | Monitoring dan Evaluasi serta 8 Laporan 280.616.500 Monitoring yang
Evaluasi serta Evaluasi serta Verifikasi Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan dilakukan dengan KPK
Verifikasi Pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi dan APH terkait
dan Pemberantasan Korupsi dan Pemberantasan Pencegahandan
Korupsi Korupsi Pemberantasan Korupsi
4. | Pendampingan, Kec. Tanete |Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Tersebar di 27 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi/Pendampingan
Asistensi dan Riattang Barat | Pendampingan/Asistensi dan 3 Laporan 35.851.500 || Asistensi dan Kecamatan |Pendampingan/Asistensi dan 4 Laporan 29.526.500 terkait Penegakan
Verifikasi Penegakan Verifikasi Penegakan Integritas Verifikasi Penegakan Verifikasi Penegakan Integritas Integritas dalam
Integritas berdasarkan PKPT Integritas berdasarkan PKPT Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
TOTAL PAGU INDIKATIF | 19.600.979.369 TOTAL PAGU INDIKATIF | 16.766.422.900

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah dalam rancangan awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021, tidak
mengalami perubahan ataupun penyesuaian, baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja, serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan
memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound) dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang
disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Catatan penting yang perlu disajikan hanya terkait dengan penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja

sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Bone
merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, melalui urusan pembinaan dan
pengawasan internal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab.
Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta
organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak
terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu,
hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Bone belum pernah mendapat usulan
program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk
dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Bone, tetap mengawal isu-isu
strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja
tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat biasanya dalam bentuk
pengaduan masyarakat, dan umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Laporan
pengaduan tersebut dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah. Penanganan pengaduan masyarakat
ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan selaku APIP berdasarkan penugasan
oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,

termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
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BAB 111

TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya
ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021,
dengan tema RKP Tahun 2022 secara nasional, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural” di tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19, dengan
fokus pembangunan diarahkan pada Pemulihan Industri, Pariwisata, Ketahanan
Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah
Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan,
dan Reformasi Sistem Kesehatan, dengan sasaran dan target yang harus dicapai
antara lain :

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-6,0 %;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24-5,52 %;
Ratio Gini sebesar 0,376-0,378;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48;
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1 %,
Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-105;

Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;

Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,0 %.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, target kontribusi yang diharapkan

® N kW=

dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022, yatu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,98-7,6 %,

2. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,38-9,19 %;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,16-6,95 %.

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2021 sesuai arahan

Presiden, meliputi :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung, dengan kerjasama industri dan

talenta global;
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2. Pembangunan Infrastruktur;
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah
perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,
terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi;
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi;
Melakukan transformasi ekonomi dari ketertagntungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, dari 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7

(tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional sebagaiman tersebut di atas menjadi rujukan bagi
setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan
prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022.
Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah
selaku APIP Pemerintah Daerah, tidak diatur secara khusus arah dan kebijakan
pengawasan internal pemerintah daerah secara nasional dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021. Namun pada prinsipnya, Inspektorat Daerah
selaku APIP, memiliki peran penting sekaligus kewajiban untuk mengawal

penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik
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dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas

pembangunan nasional, khususnya yang terkait dengan Agenda ke-7 dengan

Program Prioritas “Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola” dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Agenda dan program prioritas pembangunan nasional tersebut sudah selaras
dengan salah satu misi Pemerintah Kab. Bone yang ditetapkan dalam RPJMD Kab.
Bone Tahun 2018-2023, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik, Bersih dan Bebas KKN’, dengan tujuan “Mengembangkan Praktek
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN’. Inspektorat
Daerah Kab. Bone selaku APIP menjadi salah satu Perangkat Daerah yang
berperan utama dalam mendorong pencapaian Misi dan Tujuan RPJMD tersebut,
dengan Program Prioritas “Program Penyelenggaraan Pengawasan” dan
“Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi”.

Dalam PMDN Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2022, diatur beberapa hal strategis terkait penyelenggaran
pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah akan dialokasikan
penganggaran program dan kegiatannya, yang meliputi :

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA
SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu
penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname,
pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa,
dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender,
operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi
korupsi;

3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi
birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah,
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan evaluasi
pelayanan publik;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan
evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah
pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN,
penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survey

penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;
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5) Kegiatan reviu DAK Fisik yang pendanaannya bersumber dari 5% (lima
perseratus) alokasi dana kegiatan penunjang DAK Fisik, berupa biaya
koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, yang bukan berupa
honorarium pereviu;

6) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh
Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM dan NSPK masing-masing urusan
dan kualitas layanan pemerintahan daerah agar lebih optimal dan secara
konsisten dapat tercapai dengan lebih baik serta pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan
keuangan desa;

7) Peningkatan kapabilitas APIP secara penuh sehingga dapat berperan sebagai
garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah
dan berada pada level 3 (tiga) secara penuh di tahun 2022, melalui penguatan
pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan,
akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta
struktur tata kelola pengawasan;

8) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem
pengendalian internal pemerintah dan pengembalian nilai kerugian

negara/daerah dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal
sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi prioritas program
penyelenggaraan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah, dan juga disinkronisasikan dengan
pencapaian target kinerja outcome/output program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi
pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan
arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup
pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan
setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

Masyarakat Bone Yang MaBeSSa
(Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)
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Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga
arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya.
Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2022
yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah

Provinsi, yaitu :

Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial dan
Kesehatan Masyarakat

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu

sebagai berikut :

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan ]

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam
RKPD Tahun 2022, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk
Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”, menjadi isu strategis dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang selaras
dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk

Tahun 2022.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022,
yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023,

yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja

Baik dan Akuntabel.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien,
ekonomis dan Berkelanjutan;

2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2022, termasuk rencana program/kegiatan

terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 — Inspektorat Daerah Kab. Bone

INDIKATOR TARGET TUJUAN TARGET SASARAN
T AN ASARAN PROGRAM & KEGIATAN
uiu SAS TUJUAN/SASARAN (TAHUN 2023) TAHUN 2022 0G Slee
0 @ @) ) ®) ®
Mewujudkan . Predikat Akuntabilitas Kinerja
. BB BB
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah Yang berdasarkan Hasil Evaluasi (>70-80) (>70-80)
Berkinerja Baik dan Akuntabel Implementasi SAKIP
. Opini BPK-RI berdasarkan WTP WTP

Hasil Audit terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)

(Wajar Tanpa Pengecualian)

(Wajar Tanpa Pengecualian)

. Tingkat Maturitas Level 3 Level 3
Penyelenggaraan Sistem ( Terdefinisi) ( Terdefinisi )
Pengendalian Intern (3<Nilai<4) (3<Nilai<4)
Pemerintah (SPIP)
1. Meningkatnya Kapabilitas . Persgntase OPD denga?n 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN
Inspektorat Daerah selaku Predikat Implementasi SAKIP 95 % 85 % PENGAWASAN
APIP dalam minimal B (>60) berdasarkan )
Penyelenggaraan Hasil Penilaian APIP ¢ Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah . Persentase Penyelesaian Pengawasan Internal
Tindak Lanjut atas 95 % 90 % . geglatan Pen\éelenggzj\rra'an
Rekomendasi Temuan Hasil engawasan dengan fujuan
Pemeriksaan BPK-RI Tertentu
. Persentase OPD yang Terdiri dari 9 Sub Kegiatan yang
menerapkan SPIP pada 75 % 50 % tersaji secara lengkap pada Bab IV
Level 3 (Terdefinisi) 5 G
berdasarkan Hasil Penilaian ;II::IJ:KA::I\I PIEIIE‘I:IJSI,IALII\::IT\IGAN
APIP ’
. Persentase Penanganan DAN ASISTENSI
Pengaduan Masyarakat 99 % 98 % e Kegiatan Pendampingan dan

terhadap Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa sesuai
kewenangan APIP

Asistensi

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yang
tersaji secara lengkap pada Bab IV
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TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN

TARGET TUJUAN
(TAHUN 2023)

TARGET SASARAN
TAHUN 2022

PROGRAM & KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

()

6)

2. Meningkatnya Kapabilitas
Inspektorat Daerah selaku
APIP dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

5. Hasil Assessment Kapabilitas
APIP Inspektorat Daerah
berdasarkan Standar IACM
(Internal Audit Capability
Model)

Level 3 (Integrated)
Penuh

Level 3 (Integrated)
Penuh

» PROGRAM PERUMUSAN

KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI YELENGGARAAN
PENGAWASAN

e Kegiatan Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang
tersaji secara lengkap pada Bab IV

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

® Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

e Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

e Kegiatan Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah

e Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

e Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

e Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

e Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

e Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 37 Sub Kegiatan yang
tersaji secara lengkap pada Bab IV
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BAB 1V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode
lima tahun (Renstra) berjalan (Tahun 2018-2023), maka pada tahun 2018-2021
telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,3-0,6 %

dari total belanja APBD Kab. Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.
Alokasi Anggaran Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2021 dan Proyeksi Tahun 2022
PAGU ANGGARAN PROSENTASE
TARUN [ BTN [ o uacanasina] o | i
(Gaji & Tunjangan PNS) (Program dan Kegiatan) PAGU ANGGARAN clanja
2018 Rp. 4.418.991.531,- | Rp. 3.250.000.000,-| Rp. 7.668.991.531,-| 0,3 %
2019 Rp. 6.018.959.801,- | Rp. 3.115.790.000,-| Rp. 9.134.749.801,-| 0,3 %
2020 Rp. 8.228.065.251,- | Rp. 6.772.025.250,-| Rp. 15.000.090.501,-| 0,6 %
PAGU ANGGARAN PROSENTASE
TAHUN [™BELANJA OPERASI BELANJA MODAL TOTAL iy Lo
(Belanja Pegawai & Barang/Jasa) |  (Belanja Peralatan & Mesin) PAGU ANGGARAN clanja
2021 Rp. 14.487.230.000,- | Rp. 512.770.000,-| Rp. 15.000.000.000,-| + 0,52 %
2022 Rp. 15.519.405.150,- | Rp. 1.247.017.750,-| Rp. 16.766.422.900,- + 0,56 %

: DPA/DPPA-SKPD T.A. 2018-2021 dan Pra-RKA Renja T.A. 2022 - Inspektorat
Daerah Kab. Bone.

Sumber Data

Nilai Pagu Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab.
Bone Tahun 2022 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang diperoleh
dari analisis kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk proyeksi
penganggaran dalam RKPD T.A. 2022, dengan mengacu pada Renstra Perubahan
Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023. Nilai pagu indikatif ini diperoleh
berdasarkan analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan prinsip
“Money Follow Program” sesuai beban dan wilayah kerja pengawasan. Proyeksi
anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan
kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan
ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai.

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa persentase anggaran
Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap APBD meningkat sangat siginifikan hingga
tahun 2021. Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Kab. Bone untuk
menjalankan amanah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD dari tahun

2020 hingga 2021, yang menetapkan bahwa Persentase Anggaran untuk Inspektorat
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Daerah selaku APIP minimal 0,5% dari Total Belanja Daerah dan lebih dari Rp. 15

Milyar untuk APBD Kabupaten/Kota diatas Rp. 2 Trilyun.

Olehnya itu, sejalan dengan prinsip “Money Follow Program” yang
merupakan prinsip dasar dalam penganggaran, juga ditetapkan agar pemanfaatan
nilai anggaran untuk Inspektorat Daerah ini diarahkan pada penguatan program
dan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dengan mengacu pada PMDN Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan APBD T.A. 2022, yang meliputi :

- Kegiatan Pengawasan, yaitu :

1. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu
RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan
anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi
penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan
serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP,
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi
TLHP BPK dan TLHP APIP;

2. Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana
Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive
gender, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

3. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi
birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah,
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan
evaluasi pelayanan publik;

4. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring
dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi
daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi
serta verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas,
penanganan banturan kepentingan, survey penegakan integritas dan
penanganan Whistle Blower System.

- Kegiatan Non Pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan
melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk peningkatan
kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan, seperti laptop, alat ukur dan
kendaraan operasional, dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan

pengawasan.
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4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan
jangka menengah berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone
Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program,
kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis
setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah,
dalam perencanaan kinerja tahun 2022, pelaksanaan tugas pembinaan dan
pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target
sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK
dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone,
termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam
perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun
2022, direncanakan terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan yang
terbagi atas 2 Program Prioritas (4 Kegiatan & 14 Sub Kegiatan) dan 5 Program
Pendukung/Penunjang (8 Kegiatan & 37 Sub Kegiatan) yang kesemuanya
difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat
daerah, seperti tersaji pada tabel 5 (hal. 52) di Bab III sebelumnya.

Kedua program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pemerintah desa, serta peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan
sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara satu program lainnya merupakan
program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan
pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur,
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab.
Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada
Tahun 2022.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, maka
ditetapkan pula indikator dan target kinerja program, kegiatan yang merupakan
outcome, output, dan input masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan

yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input yang
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merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 dan
proyeksi tahun 2023. Selain itu, ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam
pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil anggaran, yang disesuaikan
dengan target kinerja (outcome/output) yang akan dicapai pada tahun 2022, maka
rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab.
Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, secara lengkap dapat dilihat
pada tabel 7 berikut ini ;
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Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 — Inspektorat Daerah Kab. Bone

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) /

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode FemeElEn 2aealick Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kebutuhan Sumber Catarnlhentuz Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
) @ 3 @ ®) (6) @) (®) ©) (10)
6 Pengawasan Urusan Pemerintahan
6 |01 INSPEKTORAT DAERAH
6 (01|01 Program Penunjang Urusan Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator e, TamEE
Pemerintahan Daerah Program Teknis Inspektorat Daerah Riattang Barat 90 % Rp. 13.324.203.900 | DAU-APBD Program Pendukung 95 % Rp. 16.702.500.00
6 (01|01|2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kec. Tanete 100 % Rp 45.783.000 | DAU-APBD Merupakan Dokumen 100 % Rp 79.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Riattang Barat . s Perencanaan, . e
Daerah Penganggaran, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja
rutin tahunan
6 (01]|01(2.01|01| Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Kec. Tanete Meliputi Dokumen
Perangkat Daerah Daerah yang tersusun Riattang Barat 5 Dokumen Rp. 34.456.750 | DAU-APBD Renja, Perjanjian Kinerja, 5 Dokumen Rp. 40.000.000
PKPT beserta
perubahannya
6 (01]|01(2.01|02 gzzrg;(npaél dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang Kec. Tanete 1 Dokumen Rp. 2.265.000 | DAU-APBD Waktu P_en\éusunan 1 Dokumen Rp. 2.500.000
- tersusun Riattang Barat sesuai tahapan
penganggaran
6 [01]01{2.01|04| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah Kec. Tanete 1 Dokumen Rp. 1.680.000 | DAU-APBD Waktu P_en\éusunan 1 Dokumen Rp. 2.000.000
yang tersusun Riattang Barat sesuai tahapan
penganggaran
6 (01|01(2.01|05| Koordinasidan Penyusunan Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Kec. Tanete Waktu Penyusunan
DPA-SKPD Daerah yang tersusun Riattang Barat 1 Dokumen Rp. 1.942.500 | DAU-APBD sesuai tahapan 1 Dokumen Rp. 2.000.000
penganggaran
6 (01]|01(2.01|06| Koordinasidan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kec. Tanete ) Meliputi Dokumen LKj,
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Riattang Barat 8 Dokumen Rp- >:438.750 | DAU-APBD | b1 LPPD/LKPJ, Laporan 8 Dokumen Rp- 33.000.000
Kinerja SKPD Ikhtisar Hasil
Pengawasan Evaluasi
Renja Per Triwulan
Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Sesuai Lokasi ) Diperkirakan kegiatan 1 Kegiatan
Pembangunan Daerah yang diikuti Kegiatan Pameran seperti ini tidak g
terselenggara karena
adanya Pandemi
Covid-19
6 (01|01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Kec. Tanete o L Merupakan Pelayanan o
Daerah Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Riattang Barat 200P% f, DEEEESIEA || RRUHARED Rutin Administrasi 1000 i, 112550000
Waktu Keuangan bagi
pelaksanaan
Program/Kegiatan OPD
6 (01|01(2.02|01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kec. Tanete ) Akumulasi dari seluruh
Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi | Rjattang Barat 26 Bulan Rp. 9.540.662.212 | DAU-APBD Pembayaran Bulanan 26 Bulan Rp. 11.000.000.000
per bulan bagi ASN Perangkat Daerah atas Hak ASN yang
meliputi Gaji &
Tunjangan, TPP dan
luran Asuransi
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Urusan/Bidang Urusan
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Kode Pemerintahan Da.erah dan Kegiatan (Output) Ialed Target Capaian Kebutuhan Sumber S R Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
™ @) ®) ) ®) (6) ) (8) ©) (10)
6 (01]01{2.02({03| Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per Kec. Tanete Aktivitas rutin
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Riattang Barat 12 Bulan Rp.  110.940.000 | DAU-APBD pengelolaan keuangan 12 Bulan Rp.  115.000.000
yang dilaksanakan oleh
Tim Pelaksana Kegiatan
tersendiri
6101|0112.02|05| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Kec. Tanete 1 Dokumen Rp. 1.255.000 | DAU-APBD Merupakan Dokumen 1 Dokumen Rp. 1.500.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah yang tersusun Riattang Barat Laporan Keuangan
Tahun sebelumnya
6 (01]|01(2.02|07| Koordinasidan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Kec. Tanete Merupakan Dokumen
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Perangkat Daerah yang tersusun Riattang Barat 25 Dokumen Rp- 7.988.750 | DAU-APBD Pelaporan Berkala dan 25 Dokumen Rp- 8.000.000
Semesteran SKPD bersifat rutin dalam 1
tahun penganggaran
6 (01|01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada | Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kec. Tanete o L Merupakan Pengeloaan o
Perangkat Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Riattang Barat LD Rp- 38.602.500 | DAU-APBD | g\ tin Administrasi BMD L Re- 42.500.000
Daerah Perangkat Daerah
6 (01|01(2.03|01| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Kec. Tanete ) Meliputi Dokumen
Barang Milik Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun Riattang Barat 2 Dokumen Re- 17.452.500 | DAU-APBD Rencana Kebutuhan 2 Dokumen Re- 20.000.000
Pengadaan dan
Pemeliharaan BMD
6 (01]|01(2.03|06| Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kec. Tanete ) Aktivitas Rutin
Pada SKPD pada Perangkat Daerah yang tersusun Riattang Barat 6 Dokumen Re- 21.150.000 | DAU-APBD | pgpatausahaan BMD dan 6 Dokumen Re- 22.500.000
dilaporkan berkala
6 (01|01|2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Kec. Tanete o L Merupakan Pelayanan o
Daerah Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan Riattang Barat % Ay CPOEESAND || DEAED Rutin Administrasi o0 %% - LIANTONETD
Kepegawaian bagi
Pegawai Inspektorat
6 (01]01{2.05/02| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Kec. Tanete ) Berupa Pakaian Olahraga
Atribut Kelengkapannya Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat 95 Buah Rp- 42.750.000 | DAU-APBD bagi Pegawai Inspektorat 110 Buah Rp- 50.000.000
Daerah
6101|0112.05|03| Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Kec. Tanete 16 Dokumen Rp. 17.760.000 | DAU-APBD Aktivitas Rutin ) 17 Dokumen Rp. 20.000.000
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Riattang Barat Pengelolaan Administrasi
tersusun Kepegawaian
6 (01|01(2.05|09| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Kec. Tanete ) Disesuaikan dengan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi Riattang Barat 55 Orang Rp.  523.750.000 | DAU-APBD | yoptuhan Dikiat sesuai 60 Orang Rp.  700.000.000
Tugas dan Fungsi
Inspektorat
6 (01|01(2.05|11| Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kec. Tanete 2 PKS Rp.  386.396.000 | DAU-APBD Disesuaikan dengan 2 PKS Rp.  350.000.000
Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal Riattang Barat Kebutuhan Diklat Teknis
Pengawasan bagi JF
Pengawasan
6 (01|01|2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Eersentase Perl?enuhan Eelayanan Administrasi Kec. Tanete 97 % Rp. 822.819.568 | DAU-APBD Merupa/l;z:jn Pelayanan 100 % Rp.  943.500.000
mum Perangkat Daera Riattang Barat Fl{Jutln Pm|n|s*_cra5|
mum Penunjang
aktivitas organisasi
6 (01]01{2.06(01| Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Tanete } Disesuaikan dengan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per Riattang Barat 4 Paket Re. 6.128.000 | DAU-APBD | octimasi kebutuhan per 4 Paket Rp- 7:500.000
triwulan triwulan
6 (01]|01(2.06|02| Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Kec. Tanete 12 Paket Rp. 167.775.628 | DAU-APBD Disesuaikan dengan 12 paket Rp.  200.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran Riattang Barat estimasi kebutuhan per
sesuai rencana kebutuhan perbulan bulan
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Kod P intahan D hd Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Catatan Pentin
oce CEIREIE a.era an Kegiatan (Output) Ialed Target Capaian Kebutuhan Sumber ing Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) 6) 7 ®) (9) (10)
6 [01]01|2.06/03| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Tanete Disesuaikan dengan
Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per Riattang Barat 4 Paket Rp. 19.072.040 | DAU-APBD estimasi kebutuhan per 4 Paket Rp. 25.000.000
triwulan triwulan
6 [01|01(2.06|04| Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan Kec. Tanete Disesuaikan dengan
dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana Riattang Barat 12 Paket Re- 25.028.400 | DAU-APBD | o timasi kebutuhan per 12 Paket Rp. >0.000.000
kebutuhan per bulan bulan
6 [01|01{2.06{05| Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Kec. Tanete } Disesuaikan dengan
Penggandaan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran Riattang Barat 12 Paket Rp. 33.200.500 | DAU-APBD estimasi kebutuhan per 12 Paket Rp. 40.000.000
sesuai rencana kebutuhan per bulan bulan
6 (01|01(2.06/06| Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Tanete } Disesuaikan dengan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana Riattang Barat 12 Paket Rp- 26.100.000 | DAU-APBD | o ctimasi kebutuhan per 12 Paket Rp- 35.000.000
kebutuhan per bulan bulan
6 (01|01(2.06|08| Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai Kec. Tanete Disesuaikan dengan
estimasi kebutuhan Riattang Barat 120 Orang Rp. 41.100.000 | DAU-APBD estimasi kebutuhan 120 Orang Rp. 50.000.000
(12 orang per bulan)
6 [01|01{2.06(09| Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang Kec. Tanete . Terdiri dari kegiatan )
Konsultasi SKPD dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Riattang Barat 55 Kegiatan Rp.  482.015.000 | DAU-APBD rapat-rapat di tingkat 60 Kegiatan Rp.  500.000.000
Daerah Nasional, Provinsi dan
Kabupaten
6101(01(2.06|11| Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan Kec. Tanete 1 Aplikasi R 22.400.000 | DAU-APBD Aplikasi yang terkait 1 Aplikasi R 36.000.000
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Riattang Barat P P e aktivitas utama OPD P P A
SKPD Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Berupa Updating dan
Kec. Tanete -
Website Perangkat Daerah Riattang Barat 12 Bulan DAU-APBD Maintenance Konten 12 Bulan
Website OPD
6 (01|01|2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Kec. Tanete 70 % Rp. 1.247.017.750 | DAU-APBD Disesuaikan dengan 20 % Rp. 2.650.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Riattang Barat rencana kebutuhan
pengadaan BMD yang
bersifat prioritas
6 (01[01(2.07[01| Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai Kec. Tanete 1 Unit : ; Berupa Mobil Dinas bagi 5 Unit :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan rencana kebutuhan Riattang Barat —_ Rp.  513.850.000 | DAU-APBD | |nspektur Daerah untuk — Rp. 1.500.000.000
1 Unlt; Mobil pengganti mobil lama yang 5 Unllt Mobil
(Eselon 1) kondisinya sudah kurang (Eselon I1i)
memadai
6 (01|01(2.07|02| Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Tanete 2 Unit : ; Disesuaikan dengan 4 Unit :
Operasional atau Lapangan Lapangan sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat I Rp. 50.000.000 | DAU-APBD prioritas kebutuhan S1u M_bl Rp.  575.000.000
3 Unit Sepeda Motor operasional kantor dan nit Mobi
pengawasan lapangan - 3 Unit Sepeda Motor
6 (01(01|2.07|05| Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai Kec. Tanete 154 Buah : Rp. 584.979.000 | DAU-APBD Di_ses_uaikan dengan 63 Buah/Set : Rp. 200.000.000
rencana kebutuhan Riattang Barat |- 76 s Meia Keri prioritas kebutuhan - 22 Bh Meia Keri
eja Kerja mebeler kantor yang eja kerja
- 77 Bh Kursi Kerja belum lengkap dan - 22 Bh Kursi Kerja
- 1 Bh Filling Kabinet penggantian yang rusak | = 10 Bh Kursi Rapat
- 3 BhKursi Tunggu
- 1 Set Kursi Sofa
- 6 Bh Lemari Arsip
- 1 Bh Filling Kabinet
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Kode Pemerintahan Da.erah dan Kegiatan (Output) Ialed Target Capaian Kebutuhan Sumber S R Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) 6) 7 ®) (9) (10)
6 (01|01|2.07|06| Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kec. Tanete 12 Unit/Buah : _ Disesuaikan dengan 30 Unit/Buah :
Lainnya Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat |- 1 Unit Laptop Rp. 73.788.000 | DAU-APBD prioritas kebutuhan - 8 Unit Komputer PC Rp.  300.000.000
o peralatan/perlengkapan .
= 7 Unit Printer kantor yang masih kurang |~ 13 Unit Laptop
- 4 Unit AC dan penggantiyang rusak |~ 4 Unit Printer
untuk pelayanan - 2 Unit Penghancur
administrasi perkantoran Kertas
dan operasional - 1UnitTV
pengawasan - 1 Unit Penunjuk
Waktu Digital
- 1Buah Papan
Nama Kantor
6 |01(01|2.07|11| Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Tanete 1 Set: . Untuk fasilitas keamanan 1 Set:
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana Riattang Barat 1 Set Peralatan,/ Re- 24.400.750 | DAU-APBD kantor dan kebutuhan 1 Set_Peralatan/ Rp. 75.000.000
Bangunan Lainnya kebutuhan perlengkapan CCTV monitoring aktivitas perlengkapan
internal kantor bagi Jaringan Kabel
pimpinan Internet (LAN)
6 (01|01 (2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kec. Tanete o L Merupakan jasa penunjang o
Pemerintahan Daerah Urusan Perangkat Daerah Riattang Barat 1o Ay U235 | DAGARED bagi kelancaran Howes Ay IEBLTO0E
pelaksanaan administrasi
perkantoran
6 (01]01{2.08(02| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Kec. Tanete } Disesuaikan dengan
Daya Air dan Listrik Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) Riattang Barat 36 Paket Rp- 48.420.000 | DAU-APBD | ¢ctimasi kebutuhan per 36 Paket Rp- 75.000.000
sesuai rencana kebutuhan per bulan bulan
6 (01]|01(2.08|04| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Kec. Tanete 12 Bulan R 118.866.000 | DAU-APBD Meliputi Jasa tenaga 12 Bulan R 120.000.000
Kantor Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi Riattang Barat p: R administrasi, tenaga p: R
perkantoran kebersihan dan supir
kendaraan dinas
6 (01|01 (2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kec. Tanete o L Merupakan pelayanan o
Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dalam kondisi baik Riattang Barat 75 % Rp.  371.193.120 | DAU-APBD | (ebutuhan pemeliharaan % Ay S7SON
Daerah BMD secara rutin dan
berkala sesuai rencana
kebutuhan
6101(01(2.09|01| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Tanete ) Dianggarkan sebagai
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat 4 Paket Re- 61.178.550 | DAU-APBD p;ﬁ;ﬂ:g?:;'z\fn 4 Paket Rp.  125.000.000
P(_erorangan Dinas atau Kendaraan pemgayaran pajak tahunan
Dinas Jabatan kendaraan dinas sesuai
rencana kebutuhan per
triwulan
6101(01(2.09|02| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kec. Tanete Dianggarkan sebagai
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana Riattang Barat 4 Paket Rp.  49.777.070 | DAU-APBD peer?;ﬂ::?:a?"z\fn 4 Paket Rp.  150.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau kebutuhan pemgayaran pajak tahunan
Lapangan kendaraan dinas sesuai
rencana kebutuhan per
triwulan
6 (01]01[2.09|05| Pemeliharaan Mebel Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara Kec. Tanete i} Dianggarkan sebagai
rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat 75 Buah Rp. 6.000.000 | DAU-APBD persediaan biaya 90 Buah/Set Rp. 7.500.000
pemeliharaan mebel kantor
sesuai rencana kebutuhan
6|01|01|2.09|06| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Kec. Tanete . . Dianggarkan sebagai .
Lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat 87 Unit Rp. 43.570.000 | DAU-APBD persediaan biaya 100 Unit/Set Rp. 55.000.000
pemeliharaan
peralatan/perlengkapan
kantor sesuai rencana
kebutuhan
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Kode Pemerintahan Da.erah dan Kegiatan (Output) Ialed Target Capaian Kebutuhan Sumber S R Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) 4) (5 (6) (7 (8) 9) (10)
6101(01(2.09|09| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Kec. Tanete Berupa paket pekerjaan
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan Riattang Barat 3 Paket Rp.  189.667.500 | DAU-APBD petmgllharaan/perbgnkan 3 Paket Rp.  190.000.000
interior ruangan gedung
kantor
6 [01/01(2.09|11| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kec. Tanete Dianggarkan sebagai
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai Riattang Barat 3 Paket Rp- 15.000.000 | DAU-APBD persediaan biaya untuk 3 aket Rp. 20.000.000
atau Bangunan Lainnya rencana kebutuhan ﬁ;’:}ﬁ"&atreari’;tladr;g:{;
bersi'h gedung kantor
sesuai rencana kebutuhan
6 (01|02 Program Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan
Pengawasan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Wilayah Kab. Bone 90 % Rp. 3.011.889.000 | DAU-APBD Program Prioritas 95 % Rp. 3.667.500.000
Pemeriksaan APIP (Pada Seluruh OPD &
Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan PemDes, Sesuai
Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai | Tuluan Pengawasan) 98 % 99 %
kewenangan Inspektorat Daerah
6 (01{02(2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Wilayah Kab. 7 ] Berdasarkan kebijakan o
Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program gone 0% {e 23052E0010 | DAUHAED " pengawg;an dari 95 % Rp. 2.967.500.000
Kerja Pengawasan Tahunan) Straetr:;r; pigr:éav?/gslgl:\l/saung
tertuang dalam PKPT
6 {01(02|2.01{01| Pengawasan Kinerja Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda Tersebar di 27 ) Dilaksanakan sesuai Jenis
Daerah berdasarkan PKPT Kecarmatan 321 Laporan Rp. 1.227.455.000 | DAU-APBD Pengda\?lasanKKinerja 325 Laporan Rp. 1.500.000.000
alam PKPT
6 (01]02(2.01{02| Pengawasan Keuangan Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda |  Tersebar di 27 ) Dilaksanakan sesuai Jenis
Daerah berdasarkan PKPT Kecamatan 172 Laporan Rp.  466.189.250 | DAU-APBD Penga(;/v?san KKeuangan 175 Laporan Rp. 525.000.000
alam PKPT
6 (01]02(2.01|03| Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kec. Tanete ) Dilaksanakan sesuai Jenis
Pemda berdasarkan PKPT Riattang Barat 2 Laporan Rp. 18.992.500 | DAU-APBD Re"i“d;"j‘;’grg%}“erja 2 Laporan Rp. 25.000.000
6 (01]|02(2.01|04| Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kec. Tanete ) Dilaksanakan sesuai Jenis
Pemda berdasarkan PKPT Riattang Barat 1 Laporan Rp. 10.958.750 | DAU-APBD Reviu Iaaaplgr':r;KK;%angan 1 Laporan Rp. 17.500.000
6 (01/02|2.01{05| Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Tersebar di 24 ) Dilaksanakan sesuai Jenis
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Kecamatan 144 Laporan Rp.  416.977.000 | DAU-APBD Pengawasan Desa dalam 145 Laporan Rp.  450.000.000
PKPT PKPT
6 (01]02{2.01{06| Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal Kec. Tanete 1 Kegiatan Rp 118.287.500 | DAU-APBD Kegiatan Gelar 2 Kegiatan Rp 200.000.000
yang Terlaksana Riattang Barat ' o Kabﬁ%ﬁi‘:aﬁsrr};;(éma ' o
dengan BPK, BPKP, Itprov
dan APH (Kejaksaan dan
Kepolisian)
6 (01/02|2.01{07| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Tersebar di 27 } Dilaksanakan secara
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Kecamatan ﬁ-l;fvf,)l?l;ann Rp.  247.430.000 | DAU-APBD | berkala untuk mendorong ﬁ—lr-?v\’,ﬁ;ann Rp. 250.000.000
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal secara periodik Lar?ji:yﬁgessila?gnxg(ijkigan
BPK Rl dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
6 (01|02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Wilayah Kab. o ) Merupakan pengawasan o
Tujuan Tertentu Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT gone 90 % Rp.  505.599.000 | DAU-APBD dalam bentuk 9% Rp. 700.000.000
(Program Kerja Pengawasan Tahunan) perﬁ‘:‘:g(f::r;/eﬁzgszgana”
masyarakat dan TPTGR
yang tertuang dalam PKPT
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Kode Pemerintahan Daerah dan R e . Catatan Penting :
X Kegiatan (Output) Ialed Target Capaian Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) 4) (5 (6) (7 (8) 9) (10)
6 (01]02(2.02{01| Penanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Kec. Tanete } Berdasarkan hasil
Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Riattang Barat 25;;22.;:? Rp.  182.215.000 | DAU-APBD pengawaskan internal gé‘;’gzc Rp.  225.000.000
yang terkait TPTGR
6 (01/02|2.02(02| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Dalam Wilayah ] Penanganan atas Laporan
Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Kab. Bone ﬁ_k;esl;ann Rp.  323.384.000 | DAU-APBD Pengaduan masyarakat L!rtﬁe&;ann Rp.  475.000.000
Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan | (sesuai Lokasi Tujuan dan kasusdtertentu lainnya
APIP P yang diterima atau
engawasan) ditugaskan oleh Bupati
sesuai kewenangan
6 (01|02 Program Perumusan Kebijakan, Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kec. Tanete
Pendampingan Dan Asistensi Kapablitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun Riattz'ang Barat 100 % Rp.  430.330.000 | DAU-APBD Program Prioritas 100 % Rp.  745.000.000
berkenaan - (Total 6 Elemen)
Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Wilayah Kab. Bone
Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang (Sesuai Lokasi Tujuan 85 % 95 %
berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Pengawasan)
Negara/Daerah
6 (01(02|2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Persentase Key Process Area (KPA) yang telah Kec. Tanete 100 % Rp 52430000 | DAU-APBD Merupakan kegiatan 100 % Rp 65.000.000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | memenubhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Riattang Barat ’ e yang difokuskan pada ’ R
Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA) Pemenuhan Dokumen
Infrastruktur
Peningkatan Kapabilitas
APIP
6 (01]|02(2.01{01| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang | Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas Kec. Tanete Berupa penyusunan
Pengawasan APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen Riattang Barat 24 KPA Rp. 52.430.000 | DAU-APBD Dokumen Infrastruktur 24 KPA Rp. 65.000.000
infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate Ai?;mgkatan Kdapab[lltas
secara lengka serta pendampingan
grap dari BPKP beserta proses
Assessment.
6 (01|03|2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan Tersebar di 27 o Merupakan kegiatan o
dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Kecamatan =% A 7700000 || DAULRED konsultasi dalam bentuk % REN S0N 00000
Pengawasan Tahunan) asistensi/pendampingan
bagi OPD dan Pemdes
terkait urusan
pemerintahan yang
tertuang dalam PKPT
6 |01(03|2.02(01| Pendampingan dan Asistensi Urusan Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Tersebar di 27 ) Asistensi/Pendampingan
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes Kecamatan 10 Laporan Rp. 54.386.000 | DAU-APBD terkailt hal-hal strategis 12 Laporan Rp.  100.000.000
berdasarkan PKPT penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang masih
kurang/lemah sesuai hasil
pemeriksaan BPK/APIP
6 01(02(2.02|02| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Tersebar di 27 Asistensi/Pendampingan
dan Penilaian Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kecamatan 3 Laporan Rp. 13.371.000 | DAU-APBD y terkait peningkatan 3 Laporan Rp. 35.000.000
berdasarkan PKPT penguatan Implementasi
Reformasi Birokrasi,
termasuk Penilaian
Mandiri RB
6101(02(2.02|03| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Tersebar di 27 . Koordinasi dan Monitoring
serta Verifikasi Pencegahan dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Kecamatan 8 Laporan Rp.  280.616.500 | DAU-APBD | *y;ng dilakukan dengan 9 Laporan Rp. 500.000.000
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi KPPK dan AEH tzrkan
encegahan dan
Pemberantasan Korupsi
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000000

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) /

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Tahun 2023

Penegakan Integritas

Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT

Kecamatan

terkait Penegakan

Integritas dalam

Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah

Kode Pemetintahan Bacrahidan Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kebutuhan Sumber (CETER Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) 6) 7 ®) (9) (10)
6 (01]|02(2.02|04| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Tersebar di 27 4 Laporan Rp 29.526.500 | DAU-APBD Asistensi/Pendampingan 4 Laporan Rp 45.000.000

TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA OPERASIONAL (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG & JASA)

Rp. 15.519.405.150

Rp. 18.465.000.000

TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA MODAL (BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN)

Rp. 1.247.017.750

Rp. 2.650.000.000

TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH

Rp. 16.766.422.900

Rp. 21.115.000.000

Dalam tabel 7 tersebut di atas, disajikan hal-hal yang menjadi catatan penting sebagai penjelasan atas sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta

penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat program/kegiatan Inspektorat Daerah ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2022 yang penyusunannya dilakukan

secara simultan, dengan memperhatikan :

v' Keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang ingin dicapai dengan dokumen perencanaan Renstra Perubahan
dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023;
v" Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output berorientasi pada hasil dan harus memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) demi terciptanya

akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

v' Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome/output program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu

strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta

penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan

Daerah yang disediakan oleh Kemendagri. Hasil penginputan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada

Lampiran 2.
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BAB V
PENUTUP

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur
pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka
mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis
yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh
setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah
strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.
Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis
yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana
kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan
langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan
untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat
diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta
tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab.
Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan
fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan internal atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan
desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja
setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas
kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan
publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 memuat 3 Program,
12 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 2
Program Prioritas (4 Kegiatan & 14 Sub Kegiatan) dan 5 Program
Pendukung/Penunjang (8 Kegiatan & 37 Sub Kegiatan) yang kesemuanya difokuskan
pada pencapaian target indikator kinerja dari 5 tujuan dan 8 sasaran strategis
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah

Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :
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v' Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus
menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal
Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :

- Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;

- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
- Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;

- Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan

- Penguatan Kapabilitas APIP;

v' Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus
ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi
yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD
lingkup Pemerintah Kab. Bone;

v" Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan
gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan
sebagainya) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
melalui pengembangan prosedur dan fasilitas serta komptensi tim yang memadai
dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan
pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone;

v" Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur
Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan
secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga
untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait
pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai
wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

v" Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin
Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (quality assurance and partner consulting)
bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3
(Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam
kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

v' Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 ini perlu diupayakan
peningkatan kualitasnya dengan prinsip “money follow program”, berdasarkan hasil
perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada

pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas
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dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Termasuk strategi pelaksanaan
program & kegiatan dalam mengantisipasi masih mewabahnya COVID-19.

Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja
tahunan dan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan
analisa kebutuhannya serta hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga
tahun berjalan dan kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini, beberapa kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk
mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai
dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

v' Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus
berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk antisipasi
wabah COVID-19), kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada,
agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan
efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah
pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;

v Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (quality
assurer) dan pemberi jasa konsultatif (consultative advisory) bagi OPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus
ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas
keuangan pemerintahan daerah dan desa.

v" Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan gratifikasi,
benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan sebagainya)
juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan
Inspektorat Daerah dan sinergitas yang lebih baik dengan Aparat Penegak Hukum
(APH). Hal ini seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas
dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

v" Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (integrated) sesuai standar IACM
(Internal Audit Capability Model) harus segera dioptimalkan, khususnya yang
terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun
kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu,
dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi

dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
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v Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra
pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama
pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone
serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang
terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 ini, yang diharapkan dapat menjadi
pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis
perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya,
guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2022, yaitu
“Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial dan Kesehatan
Masyarakat”, sehingga tercipta “Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing
dan Sejahtera”, ditengah-tengah tantangan Pandemi COVID-19 yang kedepannya
semoga bisa segera dapat diatasi bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat bangsa

Indonesia dan seluruh dunia.

Hal. 68



Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 : O O

LAMPIRAN 1

Cascading Kinerja Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone
Tahun 2022
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CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2022 - INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

LAMPIRAN 1

VISI - RPJMD
KAB. BONE
2018-2023

Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Tujuan : Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN
TUJUAN &
SasARal Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi = B (>60-70)
KAB. BONE .
e Sasaran : Berkurangnya kasus KKN
Indikator Kinerja : Proporsi OPD yang bebas dari KKN = 95 %
TUJUAN . . . . o
RENSTRA Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP = BB(>70-80)
INDIKATOR 2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) = WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
TUJUAN 3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) = Level3 (3 <Nilai<4)
Rp16.766.422.900
SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i . 8
e . . Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
RENSTRA secara Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Berkelanjutan gkatnya fap P yelengg
woikator | | 1. % OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP = 85%
DAN 2. % Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI = 90%
TARGET . ) o 5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) = Level 3 (Integrated) Penuh
KINERJA 3. % OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP = 50% P P ( pabilly ) (Integ )
SASARAN 4. % Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PemDa dan PemDes sesuai kewenangan APIP = 98%
ANGGARAN Rp3.389.789.000 Rp13.376.633.900
PENANGGUNG
‘ JAWAB SASARAN ‘ ‘ INSPEKTUR DAERAH
RENSTRA
PROGRAM Program Penyelenggaraan P Program Pert Kebij P ingan Dan Asistensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Meningkatnya Tindak Lanjut atas Pengaduan Kehﬁz:ln:nkgg)g:aknug:::g::(}i(all:?rJ;:nsi Meningkatnya Elemen Penilaian
OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan| | Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya sesuai 9 N P (Assessment) Kapablitas APIP Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah
PROGRAM - . [timbulnya Kerugian Keuangan X
Hasil Pemeriksaan APIP kewenangan Inspektorat Daerah yang mencapai Level 3
Negara/Daerah
o : N o
INDIKATOR % Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan % Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus % OFD dan _PemDes_ yang Bersih dari % Elemen Penisian
DAN X . A ey - : Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang (Assessment) Kapablitas APIP o - " .
PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai . . ; . . % Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah
TARGET Pemeriksaan APIP kewenangan Inspektorat Daerah berpotensi/menimbulkan Kerugian yang mencapai Level 3 hingga
KINERJA Keuangan Negara/Daerah tahun berkenaan
PROGRAM
Target Kinerja = 90% Target Kinerja = 98% Target Kinerja = 85% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 90%
ANGGARAN Rp2.506.290.000 Rp505.599.000 Rp377.900.000 Rp52.430.000 Rp13.324.203.900
UNIT KERJA Inspektur Pembantu F Bidang P h " L "
VANGGL ilayah 1, I, I, dan IV ‘ ‘ & Investigasi ‘ ‘ Irban Bidang Pencegahan & Investigasi - Irban Wil. | s.d. IV SEKRETARIS
ERocEv | SEKRETARIS
Perumusan Kebijakan Teknis di ORI TEET) o Administrasi Barang Milik Administrasi o penoadzalBarng Penyediaan Jasa | | F Barang Milik
KEGIATAN Renvelendoaaanienaesan Penyelenggar?an pepaaiesaiengan Pendampingan dan Asistensi Bidang Pengawasan dan Pengar!gga_ran, ¢n geniisesliKeuanaay Daerah Pada Perangkat Kepegawaian ppis=s iUy M"'!( EGELD Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Internal Tujuan Tertentu P Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan p Daerah 3 Daerah
Fasilitasi Pengawasan Daerah gl Pemerintah Daerah F F
Terpenuhinya kelengkapan Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen Terciptanya ASN Perangkat Terpenuhinya Kebutuhan Terpeliharanya Barang Milik
SASARAN Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan| | Terlaksananya Pgnyelenggaraan Pengawasan Terlaksananya Pendampingan Dokumen Infrastruktur Key P P Pelaporan K Periodik istrasi Pe Daerah yang Berkinerja Terpenur!\nya Pelayanan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Daerah Penunjang Urusan
KEGIATAN Internal berdasarkan PKPT Tujuan Tertentu . . - > " © Administrasi Umum 5 Jasa Penunjang Urusan
. dan Asistensi berdasarkan PKPT Process Area (KPA) Kapabilitas dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Barang Milik Daerah pada Baik dalam Pelaksanaan Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Perangkat Daerah dalam
(Program Kerja Pengawasan Tahunan) berdasarkan PKPT APIP Level 3 Perangkat Daerah Tepat Waktu Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi Jabatan 9 Perangkat Daerah 9 kondisi baik
; e % Key Process Area (KPA) yang % Penyusunan Dokumen % Penyusunan Dokumen % Penyusunan Dokumen | | % ASN Perangkat Daerah % Pemenuhan % P - % P .
o o
'"D:;(AAJW &Pisag\sﬁla:sl;e:ir:r{:::llir;:jzzgzz:gg;??n % Reals::l :5::::r_}igSaI;eTney:;r:Sgaraan % Realisasi Pelaksanaan Pendampingan telah memenuhi kelengkapan F Pelaporan gan Periodik inistrasi P yang Berkinerja Baik dalam | | Pelayanan Administrasi Keg:t‘rr;inpﬁf:gr:w"k Kebutuhan Jasa Pe:{:::y:angrmlg:ga;;h at
TARGET o 9 Kot P Tah Qb dasark J PKPT dan Asistensi berdasarkan PKPT Dokumen Infrastruktur Kapabilitas dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara Barang Milik Daerah pada Pelaksanaan Tugas dan Umum Perangkat Urusan Peranjkagtj Penunjang Urusan Daerjah galam Kondisi bgik
KINERJA (Program Kerja Pengawasan Tahunan) erdasarkan APIP Level 3 Perangkat Daerah Tepat Waktu Perangkat Daerah Fungsi Jabatan Daerah Dacrah 9 Perangkat Daerah
KEGIATAN
Target Kinerja = 90% Target Kinerja = 90% Target Kinerja = 90% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 97% Target Kinerja = 97% Target Kinerja = 70% Target Kinerja = 100% Target Kinerja = 75%
ANGGARAN Rp2.506.290.000 Rp505.599.000 Rp377.900.000 Rp52.430.000 Rp45.783.000 Rp9.660.845.962 Rp38.602.500 Rp970.656.000 Rp822.819.568 Rp1.247.017.750 Rp167.286.000 Rp371.193.120
UNIT KERJA Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu " L .
VANGoL ilayah 1, I, Il, dan IV ‘ ‘ Bidang Pencegahan & Investigasi Irban Bidang Pencegahan & Investigasi - Irban Wil. | s.d. IV R
KEGIATAN | | SEKRETARIS




Perencanaan,

Pengadaan Barang

Perumusan Kebijakan Teknis di S Administrasi Barang Milik Administrasi A = Peny Jasa P Barang Milik
KEGIATAN felvelengoaranienpaiazan Penyelenggarean penoaiiazanidanoan Pendampingan dan Asistensi Bidang Pengawasan dan Penganggaran, dan adminisiasiKeusnos Daerah Pada Perangkat Kepegawaian Adinistes U il Dera Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Internal Tujuan Tertentu Fasilitasi P Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penunjang Urusan . Daerah h Daerah
asilitasi Pengawasan Daerah 9 Pemerintah Daerah i i
0 " Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
suB ) q Penanganan Penyelesaian Kerugian Pendampingan dan Asistensi Urusan Perumusan Kebijakan Teknis di hepvesunanDokume) Penyediaan Gaji dan o i Pakal.an IBhED Instalasi ~ 5 A & Biaya i dan Pajak
KEGIATAN 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah NegaralDaerah Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan Perencanaan Perangkat Tunjangan ASN Kebutuhan Barang Milik Beserta Atribut ListrikiPenerangan Perorangan Dinas atau Komunikasi, Sumber Kendaraan Perorangan Dinas
Daerah REIENIIGD Kelengkapannya Bangunan Kantor Kendaraan Dinas Jabatan Daya Air dan Listrik atau Kendaraan Dinas Jabatan
i ; Terpenuhinya kebijakan " Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tersedianya Dokumen T \g: T yedi Tersedi Jasa T
SASARAN Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Tersedianya Laporan Periodik Hasil Penanganan Tersedianya Laporan Hasil teknis/dokumen infrastruktur Tersedianya Dokumen Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Perencanaan Kebutuhan Pakaian Dinas bagi Pegawai Komponen Instalasi Listrik/ Tertaksananya Pengadaan Komunikasifinformasi Kendaraan Dinas Jabatan secara

SUB KEGIATAN 1

Pemda berdasarkan PKPT

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pe sistensi Peny
Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT

pengawasan pada Key Process Area
(KPA) Kapabilitas APIP Level 3

Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah

dan luran Jaminan/Asuransi per
bulan bagi ASN Perangkat Daerah

Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah sesuai
rencana kebutuhan

Penerangan sesuai rencana
kebutuhan

Kendaraan Dinas Jabatan
sesuai rencana kebutuhan

(telepon, internet, dan tv)
sesuai rencana kebutuhan

rutin/berkala sesuai rencana
kebutuhan

Jumlah Key Process Area (KPA)

Jumlah Dokumen

Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji

Jumlah Dokumen Perencanaan

Jumlah Pengadaan Pakaian

Jumlah Paket Penyediaan

Jumlah Realisasi
Pembayaran Jasa

Jumlah Paket Pemeliharaan

INDIKATOR . - L . i i i i il -
DAN Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan JPumIah‘ Laporan HTJS“ Pen:;amzlngdan/?stznsw :IemenkK ieal;\\|ta(s CE‘ZLE‘/el 8 Perencanaan Kinerja da;';"'r“'::“g::‘c;i";:f;:" Kebutuhan Barang Miik Dinas bagi Pegawai Perangkat | | Komponen Instalasi Listrik/ Ke::;:;:;?:g:i:::la" Komunikasifinformasi Kendaraan Dinas Jabatan secara
TARGET berdasarkan PKPT Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah enyelenggaraan Uusan femda dan Femdes engan kebijakan teknis/dokumen Perangkat Daerah yang ohastan, Daerah pada Perangkat Daerah sesuai rencana Penerangan sesuai rencana (telepon, interet, dan tv) rutin/berkala sesuai rencana
berdasarkan PKPT infrastruktur pengawasan yang Jaminan/Asuransi per bulan bagi sesuai rencana kebutuhan
KINERJA tersusun ASN Perangket Daerah Daerah yang tersusun kebutuhan kebutuhan sesuai rencana kebutuhan kebutuhan
SUB KEGIATAN 1 tersusun/terupdate secara lengkap 9 per bulan
Target Kinerja = 321 Laporan Target Kinerja = 2 Laporan Semester Target Kinerja = 10 Laporan Target Kinerja = 24 KPA Target Kinerja = 5 Dokumen Target Kinerja = 26 Bulan Target Kinerja = 2 Dokumen Target Kinerja = 95 Buah Target Kinerja = 4 Paket | | Target Kinerja = 1 Unit Mobil | | Target Kinerja = 36 Paket Target Kinerja = 4 Paket
ANGGARAN Rp1.227.455.000 Rp182.215.000 Rp54.386.000 Rp52.430.000 Rp34.456.750 Rp9.540.662.212 Rp17.452.500 Rp42.750.000 Rp6.128.000 Rp513.850.000 Rp48.420.000 Rp61.178.550
FEHEEE Pendataan dan Penyediaan Peralatan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
SUE Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu gercanpingan iisislenciiveritasioan fpasldaniy o dm . Barang ini dan [')inas (o] atau ;ela‘ anan Umum Biaya i Raacoe
KEGIATAN 2 9 9 9 gan Tuj Penilaian Reformasi Birokrasi Dokumen RKA-SKPD Pengujian/Verifikasi Milik Daerah Pada SKPD | |° " F ¥ Perizinan Kendaraan Dinas
Keuangan SKPD Kepegawaian Kantor Lapangan Kantor Operasional atau Lapangan
Tersedianya Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Tersedianya Laporan Hasil T Pembayaran Jasa | Laporan Tersedianya Dokumen Torlaksanara Penyedean | | Tereksananya Pengadaan | | Tecs e POV || Teriisananya Pemeiieraan
SASARAN Tersedianya Laporan Hasil F F Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Tersedianya Dokumen RKA- Honorarium per bulan bagi Penatausahaan Barang Milik Pendataan dan Pengolahan penunjang a dmmiva‘; Kendaraan Dinas/ Umum ya"gg menuy"iang Kendaraan Dinas Operasional
SUB KEGIATAN 2 Pemda berdasarkan PKPT Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan SKPD Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Perangkat Daerah pada Perangkat Administrasi Kepegawaian perkantoran sesual rencana Operasional Lapangan pelaksanaan administrasi secara rutin/berkala sesuai
Daerah Daerah Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan rencana kebutuhan

kewenangan APIP

INDIKATOR
DAN
TARGET
KINERJA
SUB KEGIATAN 2|

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan
Pemda berdasarkan PKPT

Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan

Laporan P dan Pe

Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan
APIP

Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
berdasarkan PKPT

Target Kinerja = 172 Laporan

Target Kinerja = 4 Laporan Triwulan

Target Kinerja = 3 Laporan

ANGGARAN Rp466.189.250 Rp323.384.000 Rp13.371.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
KEG?:TBAN 3 Reviu Laporan Kinerja Verifikasi Pencegahan da.n Pemberantasan
Korupsi
SASARAN Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Tersedianya Laporan Hasil Koordinas,

SUB KEGIATAN 3|

Kinerja Pemda berdasarkan PKPT

INDIKATOR
DAN
TARGET
KINERJA
SUB KEGIATAN 3|

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Pemda berdasarkan PKPT

Target Kinerja = 2 Laporan

ANGGARAN Rp18.992.500
suB .
KEGIATAN 4 Reviu Laporan Keuangan
SASARAN Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan

SUB KEGIATAN 4/

Keuangan Pemda berdasarkan PKPT

IND:;(:JOR Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
TARGET Pemda berdasarkan PKPT
KINERJA
SUB KEGIATAN 4 Target Kinerja = 1 Laporan
ANGGARAN Rp10.958.750
SUB
KEGIATAN 5 Pengawasan Desa
Te I Laporan Hasil P Atas
SASARAN P 1 Pe Desa

SUB KEGIATAN 5|

PKPT

INDIKATOR
DAN
TARGET
KINERJA
SUB KEGIATAN 5|

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas
P 1 P Desa

PKPT

Target Kinerja = 144 Laporan

ANGGARAN

Rp416.977.000

Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Target Kinerja = 8 Laporan

Rp280.616.500

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Tersedianya Laporan Hasil
Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas berdasarkan PKPT

Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi
dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan

Target Kinerja = 4 Laporan

Rp29.526.500

kebutuhan

perkantoran

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Perangkat Daerah yang
tersusun

Jumlah Realisasi Pembayaran
Jasa / Honorarium per bulan bagi
Pengelola Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah yang tersusun

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah yang tersusun

Jumlah Paket Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
penunjang administrasi
perkantoran sesuai rencana
kebutuhan perbulan

Jumlah Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional Lapangan
sesuai rencana kebutuhan

Jumlah Realisasi
Pembayaran Jasa Tenaga
Pelayanan Umum yang
menunjang pelaksanaan
administrasi perkantoran

Jumlah Paket Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional
secara rutin/berkala sesuai
rencana kebutuhan

Target Kinerja = 1 Dokumen

Target Kinerja = 12 Bulan

Target Kinerja = 6 Dokumen

Target Kinerja = 16 Dokumen|

Target Kinerja = 12 Paket

Target Kinerja = 2 Unit Motor

Target Kinerja = 12 Bulan

Target Kinerja = 4 Paket

Rp2.265.000 Rp110.940.000 Rp21.150.000 Rp17.760.000 Rp167.775.628 Rp50.000.000 Rp118.866.000 Rp49.777.070
. Koordinasi dan Penyusunan Pendidikan dan Pelatihan "
Koordinasi dan Penyusunan L K Akhi P i Berdasarka Penyediaan Peralatan P daan Mebel Pemelih: Mebel
DPA-SKPD aporan Keuangan Akhir egawai Berdasarkan R engadaan Mebe emeliharaan Mel
Tahun SKPD Tugas dan Fungsi
" Terlaksananya Penyediaan Terlaksananya Pemeliharaan
Tersedianya Dokumen DPA- T:m“”y? D:k"me; LapOZT hT egaksa::"ya D‘k‘:m;mlek Peralatan Rumah Tangga Tz‘”afa‘"a"f Ple"gadaa." Meubeleur Kantor secara
PD Perangkat Daerah leuangan Tahunan Perangl erdasarkan tugas dan fungsi Perkantoran sesuai rencana leubeleur Kantor sesuai rutin/berkala sesuai rencana
SK 9 Daerah bagi ASN Perangkat Daerah rencana kebutuhan
kebutuhan kebutuhan
Jumiah Dokumen DPA-SKPD | | Jumiah Dokumen Laporan dulah ASN Perangkat Daerah| | aion ket Penyediaan Jumiah Pengadaan Jumiah Meubeleur Kantor yang
. . eralatan Rumah Tangga "
Perangkat Daerah yang Keuangan Tahunan Perangkat yang mengikuti Diklat/Bimtek P Meubeleur Kantor sesuai dipelihara secara rutin/berkala
. ‘erkantoran sesuai rencana
tersusun Daerah yang tersusun berdasarkan tugas dan fungsi rencana kebutuhan sesuai rencana kebutuhan

Target Kinerja = 1 Dokumen

Target Kinerja = 1 Dokumen

Rp1.680.000

Rp1.255.000

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
DPA-SKPD Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Pelaporan
Keuangan Periodik Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD Perangkat Daerah yang
tersusun

Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan Periodik Perangkat
Daerah yang tersusun

Target Kinerja = 1 Dokumen

Target Kinerja = 25 Dokumen

Rp1.942.500

Rp7.988.750

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan dan
Penyampaian Dokumen Evaluasi
& Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi &
Pelaporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah yang tersusun

Target Kinerja = 8 Dokumen

Rp5.438.750

kebutuhan per triwulan

Target Kinerja = 55 Orang

Target Kinerja = 4 Paket

Target Kinerja = 154 Buah

Rp523.750.000 Rp19.072.040 Rp584.979.000
Im BILT“T::';T ;:r;':m" Penyediaan Bahan Pengadaan Peralatan
P Logistik Kantor dan Mesin Lainnya

Perundang-undangan

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan
Kantor Sendir (PKSerkait Teknis
Pengawasan Intemal

Terlaksananya Penyediaan

Bahan Logistk Makanan dan

Minuman bagi Pegawai sesuai
rencana kebutuhan

Terlaksananya Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor sesuai rencana
kebutuhan

Jumlah Kegiatan Pelatinan Kantor
Sendii (PKS) yang terlaksana
terkait Teknis Pengawasan Intemal

Jumiah Paket Penyediaan
Bahan Logistik Makanan dan
Minuman bagi Pegawai sesuai
rencana kebutuhan per bulan

Jumlah Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Gedung
Kantor sesuai rencana
kebutuhan

Target Kinerja = 2 PKS

Target Kinerja = 12 Paket

Target Kinerja = 12 Unit/Buah

Rp386.396.000 Rp25.028.400 Rp73.788.000
: Pengadaan Sarana dan
Penge:il:an dBarang Prasarana Pendukung
SEEINCED Gedung Kantor atau

Penggandaan

Bangunan Lainnya

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan &
Penggandaan penunjang
administrasi perkantoran
sesuai rencana kebutuhan

Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
sesuai rencana kebutuhan

Jumlah Paket Penyediaan
Barang Cetakan &
Penggandaan penunjang
administrasi perkantoran
sesuai rencana kebutuhan
per bulan

Jumlah Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor sesuai
rencana kebutuhan

Target Kinerja = 12 Paket

Target Kinerja = 1 Set

Rp33.200.500

Rp24.400.750

Target Kinerja = 75 Buah

Rp6.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor secara
rutinberkala sesuai rencana
kebutuhan

Jumleh Peralatan Gedung Kantor
yang dipelihara secara utiniberkala
sesuai rencana kebutuhan

Target Kinerja = 87 Unit

Rp49.570.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Terlaksananya Pekerjaan
Perbaikan/Pemeliharaan Gedung
Kantor sesuai rencana kebutuhan

Jumlah Paket Pekerjaan
Perbaikan/Pemeliharaan Gedung
Kantor sesuai rencana kebutuhan

Target Kinerja = 3 Paket

Rp189.667.500




SUB
KEGIATAN 6

Penyelenggaraan Pengawasan
Internal

Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Pendampingan dan Asistensi

Kerjasama Pengawasan Internal

SASARAN
SUB KEGIATAN 6|

Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal

INDIKATOR
DAN
TARGET

KINERJA
SUB KEGIATAN 6|

Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
yang Terlaksana

Target Kinerja = 1 Kegiatan

ANGGARAN

Rp118.287.500

SUB
KEGIATAN 7

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

SASARAN
SUB KEGIATAN 7|

Tersedianya Laporan Inventarisasi beserta Monev
Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan|
Internal dan Eksternal

INDIKATOR
DAN
TARGET
KINERJA
SUB KEGIATAN 7

Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak
LanjutF ian Temuan Hasil F
Internal dan Eksternal secara periodik

Target Kinerja = 4 Laporan Triwulan

ANGGARAN

Rp247.430.000

SUB
KEGIATAN 8

SASARAN
SUB KEGIATAN
8

INDIKATOR
DAN

TARGET
KINERJA
SUB KEGIATAN 8

ANGGARAN

SuB
KEGIATAN 9

SASARAN
SUB KEGIATAN 9|

INDIKATOR
DAN
TARGET

KINERJA
SUB KEGIATAN 9

ANGGARAN

SUB UNIT KERJA|
PENANGGUNG
JAWAB
SUB KEGIATAN

Kasubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan sesuai

rencana kebutuhan

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Paket Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan sesuai
rencana kebutuhan per bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
SaranalPrasarana Kelengkapan
Pendukung Gedung Kantor sesuai
rencana kebutuhan

Target Kinerja = 12 Paket

Jumlah Paket Pemelinaraan Rutin
SaranalPrasarana Kelengkapan
Pendukung Gedung Kantor sesuai
rencana kebutuhan

Rp26.100.000

Target Kinerja = 3 Paket

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Rp15.000.000

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Kunjungan Tamu
yang difasilitasi sesuai
estimasi kebutuhan

Target Kinerja = 120 Orang

Rp41.100.000

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terselenggaranya
Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

Jumlah Kegiatan Koordinasi
dan Konsultasi yang
dihadiri/dilaksanakan oleh
Aparat Perangkat Daerah

I Target Kinerja = 55 Kegiatan

Rp482.015.000

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Terlaksananya Dukungan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
Perangkat Daerah

Jumlah Penyediaan Aplikasi
IT Pemerintahan
Target Kinerja = 1 Aplikasi
Jumlah Realisasi Pembayaran

Jasa Pengelolaan Website
Perangkat Daerah

Target Kinerja = 12 Bulan

Rp22.400.000

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
Pemerintah Desa

Laporan Peng: Kasus
Whistle Blower/Benturan Kepentingan, serta Kasus
Kepegawaian dan Kasus Tertentu Lainnya terkait
Pelayanan Publik

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
Pemerintah Desa

Bupati & Wakil Bupati Bone
Sekretaris Daerah Kab. Bone
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab. Bone

Pemerintah Desa

DPRD Kab. Bone

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
BPKP

BPK-RI

Kementerian Terkait

10. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian
& Kejaksaan)

Lol od

©POND N

1. Masyarakat Umum

2. Bupati & Wakil Bupati Bone

3. Sekretaris Daerah Kab. Bone

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab. Bone

5. Pemerintah Desa

6. DPRD Kab. Bone

7. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian
& Kejaksaan)

8. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat

9. Ombudsman RI

10. Kementerian Terkait

1. Bupati & Wakil Bupati Bone

2. Sekretaris Daerah Kab. Bone

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab. Bone

4. Pemerintah Desa

5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

6. BPKP

7. BPK-RI

8. Kementerian Terkait

9. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian
& Kejaksaan)




Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 : O O

LAMPIRAN 2

Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja
Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun
2023 (Cetakan SIPD)

Hal. 70



Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

LAMPIRAN 2

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

. Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Sumber .
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil 9 Penting Pagu Indikatif
9 9 Kegiat: Program Sub . (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
glatan Kegiatan Kegiatan i
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 |01 INSPEKTORAT DAERAH 16,766,422,900 21,115,000,000
6 (01 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13,324,203,900 16,702,500,000
6 (01 |01 |2.01 Perencanaan, P« an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,783,000 79,500,000
Penyusunan Dokumen Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Persentase Penyusunan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 |01 [01 [201 01 |Perencanaan Perangkat | C2P2an Kinera Indikator |Perencanaan Kinerja Dokumen Perencanaan, | Tanete 90 Persen |5 Dokumen 100 % 34,456,750 | Perimbanga Capaian Kinerja Indikator g, . ooy 40,000,000
Daerah Program Teknis pada Perangkat Daerah yang Penganggaran, dan Evaluasi [Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Koordinasi dan Eerse.ntaie RaFa—Ith.i . Jumlah Dokumen RKA-SKPD Eerientaseppenyusunan -lﬁab.tBone, Dana zerse.ntaie. Rafaflet.E .
6 |01 (01 2.01 |02 Penyusunan Dokumen apaian '"er!a ndikator Perangkat Daerah yang oKumen Ferencanaan, X éne € 90 Persen 1 Dokumen [100 % 2,265,000 [ Perimbanga apaian |ner_!a ndikator 95 Persen 2,500,000
RKA-SKPD Program Teknis pada tersusun Penganggaran, dan Evaluasi [Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
coordinasi zerse.ntar Rat(a-lR(a;i . Jumlah Dokumen DPA-SKPD ;erientasePPenyusunan $ab4tBone, Dana zerse.nta;e.‘ Rat(a-Ith.z .
6 |01 (01 2.01 |04 oordinasi dan apaian meqa ndikator Perangkat Daerah yang okumen Ferencanaan, X e.zne € 90 Persen 1 Dokumen [100 % 1,680,000 [ Perimbanga apaian meqa ndikator 95 Persen 2,000,000
Penyusunan DPA-SKPD Program Teknis pada tersusun Penganggaran, dan Evaluasi [Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Koordinasi dan Eerse.ntaie- Ra'ta—Ith.i . Jumlah Dokumnen Perubahan EerzentasePPenyusunan _Iﬁab.tBone, Dana Eerse.ntaie. Ra-ta]RZTi .
6 |01 [01 [201 |05 |Penyusunan Perubahan apaian finerja Incikator 1 npa_ckpp perangkat okumen Ferencanaan, - | lanete 90 Persen |1 Dokumen {100 % 1,942,500 | Perimbanga apaian finerja Indikator g5 persan 2,000,000
Program Teknis pada Penganggaran, dan Evaluasi [Riattang Barat, Program Teknis pada
DPA-SKPD Daerah yang tersusun 2 n
Inspektorat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Eoordmam din Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Evaluasi & [Persentase Penyusunan Kab. Bone, b Persentase Rata-Rata
enyljnsunén époran Capaian Kinerja Indikator Pelaporan Capaian Kinerja | Dokumen Perencanaan, Tanete ar?a Capaian Kinerja Indikator
6 (01 |01 2.01 [06 |Capaian Kinerja dan L . 90 Persen 8 Dokumen |100 % 5,438,750 Perimbanga ! 95 Persen 33,000,000
. o Program Teknis pada Perangkat Daerah yang Penganggaran, dan Evaluasi [Riattang Barat, Program Teknis pada
Ikhtisar Realisasi Kinerja . n
<KPD Inspektorat Daerah tersusun Kinerja Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
6 |01 |01 |2.02 Administrasi K Perangkat Daerah 9,660,845,962 11,124,500,000
Jumlah Realisasi
. Persentase Penyusunan
Persentase Rata-Rata Pembayaran Gaji dan Dokumen Pelaporan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 |01 {01 |202 |01 |Penyediaan Gajidan Capaian Kinerja Indikator | Tunjangan, Tambahan Keuangan Periodik Tanete 90 Persen |26 Bulan 100 % 9,540,662,212 | Perimbanga Capaian Kinerja Indikator g . o0y 11,000,000,000
Tunjangan ASN Program Teknis pada Penghasilan, dan luran Peranakat Daerah secara Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah Jaminan/Asuransi per bulan T at?Naktu Macanang Inspektorat Daerah
bagi ASN Perangkat Daerah P
Pelaksanaan Persentase Rata-Rata Jumlah Realisasi Persentase Penyusunan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penatausahaan dan Capaian Kinerja Indikator Pembayaran Jasa/ Dokumen Pelaporan Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 (01 2.02 |03 - ey 8 Honorarium per bulan bagi |Keuangan Periodik R 90 Persen 12 Bulan 100 % 110,940,000 [ Perimbanga . 95 Persen 115,000,000
Pengujian/Verifikasi Program Teknis pada Riattang Barat, Program Teknis pada
Pengelola Keuangan Perangkat Daerah secara n
Keuangan SKPD Inspektorat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Perangkat Daerah Tepat Waktu
Koordinasi dan Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Laporan Eerientaseppelmyusunan Kab. Bone, b Persentase Rata-Rata
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator Keuangan Tahunan okumen Fe ;?po.ran Tanete an.a Capaian Kinerja Indikator
6 |01 |01 (2.02 |05 . . Keuangan Periodik . 90 Persen 1 Dokumen |100 % 1,255,000| Perimbanga . 95 Persen 1,500,000
Keuangan Akhir Tahun Program Teknis pada Perangkat Daerah yang Riattang Barat, Program Teknis pada
Perangkat Daerah secara n
SKPD Inspektorat Daerah tersusun Tepat Wakt Macanang Inspektorat Daerah
epat Waktu
Koordinasi dan Persentase Penyusunan
Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Pelaporan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator Keuangan Periodik Dokumen Pelaporan Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 (01 2.02 |07 Keuangan P J 9 Keuangan Periodik K 90 Persen 25 Dokumen|100 % 7,988,750 | Perimbanga P J 95 Persen 8,000,000
. Program Teknis pada Perangkat Daerah yang Riattang Barat, Program Teknis pada
Bulanan/Triwulanan/Semes Perangkat Daerah secara n
Inspektorat Daerah tersusun Macanang Inspektorat Daerah
teran SKPD Tepat Waktu
6 |01 |01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38,602,500 42,500,000
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. Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Sumber .
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil 9 Penting Pagu Indikatif
9 9 Kegiat: Program Sub . (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
glatan Kegiatan Kegiatan i
Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Persentase Penyulsunah Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyusunan Perencanaan . I . Perencanaan Kebutuhan Dokumen Administrasi Dana . - .
. Capaian Kinerja Indikator o . Tanete X Capaian Kinerja Indikator
6 (01 |01 [2.03 [01 |Kebutuhan Barang Milik Program Teknis pada Barang Milik Daerah pada  |Pengelolaan Barang Milik Riattang Barat 90 Persen 2 Dokumen |100 % 17,452,500 | Perimbanga Program Teknis pada 95 Persen 20,000,000
Daerah SKPD 9 P Perangkat Daerah yang Daerah pada Perangkat 9 ' n 9 P
Inspektorat Daerah tersusun Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Laporan Persentase Pen}/u.sunah Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penatausahaan Baran Capaian Kinerja Indikator Penatausahaan Barang Milik Dokumen Administrasi Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 [o1 [203 o6 | o 9 p ) 9 Pengelolaan Barang Milik |- 90 Persen |6 Dokumen |100 % 21,150,000| Perimbanga P . 95 Persen 22,500,000
Milik Daerah pada SKPD  [Program Teknis pada Daerah pada Perangkat Riattang Barat, Program Teknis pada
Daerah pada Perangkat n
Inspektorat Daerah Daerah yang tersusun Daerah Macanang Inspektorat Daerah
6 |01 |01 |2.05 Ad asi Kepeg P gkat Daerah 970,656,000 1,120,000,000
. . Persentase Rata-Rata Jumlah Pengadaan Pakaian [Persentase ASN Perangkat |Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pengadaan Pakaian Dinas Capaian Kineria Indikat Dinas bagi P . D h Berkineria Baik | Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 |01 [01 [205 02 [Beserta Atribut apalan finerja indlator inas bagi regawal aerah yang Berkinerja Baikc | lanete 90 Persen  |95Buah |97 % 42,750,000 | Perimbanga apaian Kineja Indikator g5 pey e 50,000,000
Kelengkapannya Program Teknis pada Perangkat Daerah sesuai dalam Pelaksanaan Tugas Riattang Barat, n Program Teknis pada
gkapanny Inspektorat Daerah rencana kebutuhan dan Fungsi Jabatan Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Dokumen Pendataan Persentase ASN Perangkat Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pendataan dan . Lo . dan Pengolahan LT Dana . L .
- . |Capaian Kinerja Indikator . A . Daerah yang Berkinerja Baik |Tanete X Capaian Kinerja Indikator
6 |01 |01 [2.05 |03 |Pengolahan Administrasi 3 Administrasi Kepegawaian R 90 Persen 16 Dokumen |97 % 17,760,000 | Perimbanga L 95 Persen 20,000,000
Kepeqawaian Program Teknis pada Peranakat Daerah van dalam Pelaksanaan Tugas Riattang Barat, n Program Teknis pada
peg Inspektorat Daerah tersusgun yang dan Fungsi Jabatan Macanang Inspektorat Daerah
- . Persentase Rata-Rata Jumlah ASN Perangkat Persentase ASN Perangkat |Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pendidikan dan Pelatihan Capaian Kineria Indikat baerah i Daerah Berkineria Baik |Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 |01 (01 2.05 |09 Pegawai Berdasarkan apaan meqa ndikator éera Yang mengikutl aerah yang berkinerja Bal éne € 90 Persen 55 Orang 97 % 523,750,000|Perimbanga apaian meqa ndikator 95 Persen 700,000,000
Tugas dan Fungsi Program Teknis pada Diklat/Bimtek berdasarkan |dalam Pelaksanaan Tugas Riattang Barat, n Program Teknis pada
9 9 Inspektorat Daerah tugas dan fungsi dan Fungsi Jabatan Macanang Inspektorat Daerah
Bimbingan Teknis Persentase Rata-Rata Jumlah Kegiatan Pelatihan |Persentase ASN Perangkat [Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 [01 {01 [205 [11 |implementasi Peraturan Capaian KlnerJ-a Indikator Kantor Sendiri (I.'»’KS) ya.ng Daerah yang Berkinerja Baik Te.mete 90 Persen 2 PKS 97% 386,396,000| Perimbanga Capaian Klneqa Indikator 95 Persen 350,000,000
perundang-Undangan Program Teknis pada terlaksana terkait Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Riattang Barat, n Program Teknis pada
9 9 Inspektorat Daerah Pengawasan Internal dan Fungsi Jabatan Macanang Inspektorat Daerah
6 |01 |01 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 822,819,568 943,500,000
Penyediaan Komponen Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Penyediaan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Instalasi Capaian Kinerja Indikat K Instalasi Listrik/ | o1 e as€ Pemenuhan Tanet Dana Capaian Kinerja Indikat
6 |01 |01 [206 |01 | "R apaian finerja Incikator omponen Instalast LISt/ o anan Administrasi anete 90 Persen |4 Paket 97 % 6,128,000 Perimbanga apaian finerja Indikator | ge pargen 7,500,000
Listrik/Penerangan Program Teknis pada Penerangan sesuai rencana Umum Perangkat Daerah Riattang Barat, n Program Teknis pada
Bangunan Kantor Inspektorat Daerah kebutuhan per triwulan 9 Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Penyediaan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
. ) . . Peralatan dan Perlengkapan |Persentase Pemenuhan Dana . L .
Penyediaan Peralatan dan [Capaian Kinerja Indikator ) o X . . Tanete X Capaian Kinerja Indikator
6 |01 |01 |2.06 |02 . penunjang administrasi Pelayanan Administrasi . 90 Persen 12 Paket 97 % 167,775,628 |Perimbanga p 95 Persen 200,000,000
Perlengkapan Kantor Program Teknis pada . Riattang Barat, Program Teknis pada
perkantoran sesuai rencana |Umum Perangkat Daerah n
Inspektorat Daerah kebutuh bul Macanang Inspektorat Daerah
ebutuhan perbulan
Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Penyediaan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyediaan Peralat Capaian Kinerja Indikat Peralatan Rumah T Persentase Pemenuhan | o\ Dana Capaian Kinerja Indikat
6 |01 o1 |206 |03 |-Snyediaan Peralatan apalan finerja Indlkator | Peralatan Ruman 1angga |pq |, nan Administrasi anete 90 Persen |4 Paket 97% 19,072,040 |Perimbanga apalan Kineja Indikator g5 porsen 25,000,000
Rumah Tangga Program Teknis pada Perkantoran sesuai rencana Urmum Perangkat Daerah Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah kebutuhan per triwulan g Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jurmlah Paklet. Penyediaan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
. i . . . Bahan Logistik Makanan dan |Persentase Pemenuhan Dana . L .
Penyediaan Bahan Logistik |Capaian Kinerja Indikator R X ) . ) Tanete X Capaian Kinerja Indikator
6 |01 (01 2.06 |04 Kantor Program Teknis pada Minuman bagi Pegawai Pelayanan Administrasi Riattang Barat 90 Persen 12 Paket 97 % 25,028,400 Perimbanga Program Teknis pada 95 Persen 50,000,000
9 P sesuai rencana kebutuhan  |Umum Perangkat Daerah 9 ' n 9 P
Inspektorat Daerah per bulan Macanang Inspektorat Daerah
Jumlah Paket Penyediaan
Persentase Rata-Rata Barang Cetakan & Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
P di B Capaian Kineria Indikat P q X Persentase Pemenuhan Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 |01 01 |206 |05 [|envediaanBarang apaian finerja indlkator - |"enggandaan penunjang g |5 nan Administrasi anete 90 Persen |12 Paket |97 % 33,200,500| Perimbanga apatan finea Indlk@tor: g5 parcen 40,000,000
Cetakan dan Penggandaan |Program Teknis pada administrasi perkantoran Riattang Barat, Program Teknis pada
) Umum Perangkat Daerah n
Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan Macanang Inspektorat Daerah
per bulan
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Urusan/ Bidang Urusan
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Target Capaian Kinerja

. Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Sumber :
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil 9 Penting Pagu Indikatif
9 9 Kegiat: Program Sub . (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
gtatan Kegiatan Kegiatan i
. Persentase Rata-Rata Jumliah Paket Penyediaan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyediaan Bahan Bacaan . . . Bahan Bacaan dan Peraturan |Persentase Pemenuhan Dana . L .
Capaian Kinerja Indikator ) . . Tanete X Capaian Kinerja Indikator
6 |01 |01 [2.06 [06 |dan Peraturan Perundang- Program Teknis pada Perundang-undangan sesuai | Pelayanan Administrasi Riattang Barat 90 Persen 12 Paket 97 % 26,100,000 Perimbanga Program Teknis pada 95 Persen 35,000,000
undangan 9 p rencana kebutuhan per Umum Perangkat Daerah 9 ' n 9 P
Inspektorat Daerah bulan Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata . Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Capaian Kineria Indikat Jumlah Kunjungan Tamu Persentase Pemenuhan Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 (01 |01 [2.06 |08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Papalan kaerj_a ndl ator yang difasilitasi sesuai Pelayanan Administrasi Ra'n; € Barat 90 Persen 120 Orang |97 % 41,100,000 | Perimbanga Papalan kaeU_a ndl ator 95 Persen 50,000,000
rogram feknis pada estimasi kebutuhan Umum Perangkat Daerah attang Barat, n rogram feknis pada
Inspektorat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Kegiatan Koordinasi Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyelenggaraan Rapat Capaian Kineria Indikat dan K ltasi Persentase Pemenuhan Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 |01 |01 [2.06 |09 |koordinasi dan Konsultasi |-2P22" '"er!a naikator ?n onsu astyang Pelayanan Administrasi i?ne € 90 Persen 55 Kegiatan |97 % 482,015,000|Perimbanga apatan Ineqa naikator 95 Persen 500,000,000
Program Teknis pada dihadiri/dilaksanakan oleh Riattang Barat, Program Teknis pada
SKPD Umum Perangkat Daerah n
Inspektorat Daerah Aparat Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Jumlah Penyediaan Aplikasi
Dukungan Pelaksanaan Persentase Rata-Rata IT Pemerintahan Kab. Bone, 1 Aplikasi Persentase Rata-Rata
Sistem Pemerintah Capaian Kinerja Indikator | Jumlah Realisasi Persentase Pemenuhan | oy Dana Capaian Kinerja Indikat
6 |01 |01 [206 [11 |?'°tem Pemerintahan apaian finerja Indikator | umiah Reallsasi Pelayanan Administrasi anete 90 Persen 97 % 22,400,000 |Perimbanga apaian finerja InAikator ge persen 36,000,000
Berbasis Elektronik pada  [Program Teknis pada Pembayaran Jasa Umum Perangkat Daerah Riattang Barat, 12 Bulan n Program Teknis pada
SKPD Inspektorat Daerah Pengelolaan Website 9 Macanang Inspektorat Daerah
Perangkat Daerah
6 (01 |01 (2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,247,017,750 2,650,000,000
Persentase Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pengadaan Kendaraan Capaian Kineria Indikat Jumlah Pengadaan Kebutuhan B Milik Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 |01 (01 2.07 |01 Perorangan Dinas atau apalan meqa ndikator Kendaraan Dinas Jabatan ebutuhan arang " éne € 90 Persen 1 Unit 70 % 513,850,000|Perimbanga apaian meqa ndikator 95 Persen 1,500,000,000
. Program Teknis pada K Daerah Penunjang Urusan  |Riattang Barat, Program Teknis pada
Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan n
Inspektorat Daerah Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Pengadaan Kendaraan Persentase Rata-Rata Jumlah Pengadaan Persentase Pemenuhan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 |01 01 [207 [02 |Dinas Operasional atau | C2P2en Kinerja Indikator Kendaraan Kebutuhan Barang Milik  |Tanete 90 Persen |2 Unit 70% 50,000,000 | Perimbanga Capaian Kinerja Indikator g o o 575,000,000
Lapangan Program Teknis pada Dinas/Operasional Lapangan|Daerah Penunjang Urusan  |Riattang Barat, n Program Teknis pada
pang Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan  [Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Pengadaan Persentase Pemenuhan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
Capaian Kinerja Indikator 9 . Kebutuhan Barang Milik Tanete 154 . Capaian Kinerja Indikator
6 |01 (01 2.07 |05 Pengadaan Mebel i Meubeleur Kantor sesuai ) R 90 Persen 70 % 584,979,000 Perimbanga g 95 Persen 200,000,000
Program Teknis pada rencana kebutuhan Daerah Penunjang Urusan  [Riattang Barat, Buah/Set n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Pengadaan Peralatan |Persentase Pemenuhan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 lo1 o1 l207 los Pengadaan Peralatan dan |Capaian Kinerja Indikator dan Perlengkapan Gedung |Kebutuhan Barang Milik Tanete 90 Persen 12 70% 73,788,000 Perimbanga Capaian Kinerja Indikator 95 Persen 300,000,000
’ Mesin Lainnya Program Teknis pada Kantor sesuai rencana Daerah Penunjang Urusan  [Riattang Barat, Unit/Buah o n Program Teknis pada B
Inspektorat Daerah kebutuhan Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
Pengadaan Sarana dan Persentase Rata-Rata Jumlah Pengadaan Sarana  |Persentase Pemenuhan Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 lo1 lo1 l207 |11 Prasarana Pendukung Capaian Klner!a Indikator dan Prasarana Pendulfung Kebutuhan Barang Milik Talnete 90 Persen 1 Set 70% 24,400,750| Perimbanga Capaian KlnerJ.a Indikator 95 Persen 75,000,000
Gedung Kantor atau Program Teknis pada Gedung Kantor sesuai Daerah Penunjang Urusan  [Riattang Barat, n Program Teknis pada
Bangunan Lainnya Inspektorat Daerah rencana kebutuhan Perangkat Daerah Macanang Inspektorat Daerah
6 (01 |01 (2.08 Penyediaan Jasa P jang Urusan Pemerintahan Daerah 167,286,000 195,000,000
Jumlah Realisasi
. Persentase Rata-Rata Pembayaran Jasa Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyediaan Jasa c ian Kineria Indikat K ikasi/inf . Persentase Pemenuhan Tanet Dana c ian Kineria Indikat
6 |01 [01 [2.08 [02 |Komunikasi, Sumber Daya |-2P3!an hinenaindiator omunikasi/intormasi Kebutuhan Jasa Penunjang | ¢ 90 Persen |36 Paket  |100 % 48,420,000| Perimbanga apaian fnenja Indikator g5 pergen 75,000,000
. . Program Teknis pada (telepon, internet, dan tv) Riattang Barat, Program Teknis pada
Air dan Listrik . Urusan Perangkat Daerah n
Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan Macanang Inspektorat Daerah
per bulan
Persentase Rata-Rata Jumlah Realisasi Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Penyediaan Jasa Pelayanan Capaian Kinerja Indikator Pembayaran Jasa Tenaga | Persentase Pemenuhan Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 o1 [208 |04 Y o p ) Pelayanan Umumyang  |Kebutuhan Jasa Penunjang |- 90 Persen |12 Bulan 100 % 118,866,000 Perimbanga P ) 95 Persen 120,000,000
Umum Kantor Program Teknis pada . Riattang Barat, Program Teknis pada
menunjang pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah n
Inspektorat Daerah . X Macanang Inspektorat Daerah
administrasi perkantoran
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

. Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Sumber .
. Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil 9 Penting Pagu Indikatif
Dan Program/ Kegiatan . Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
6 |01 (01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 371,193,120 547,500,000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Pemeliharaan |Persentase Barang Milik Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
i j i inerj i Kendaraan Dinas Jabatan j i inerj i
6 lo1 lo1 l209 |01 Pemeliharaan dan Pajak Capaian Klnerj.a Indikator 1 ) Daerah Penunjang Urusan Te.mete 90 Persen |4 Paket 75% 61,178,550 Perimbanga Capaian Klneqa Indikator 95 Persen 125,000,000
Kendaraan Perorangan Program Teknis pada secara rutin/berkala sesuai |Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, n Program Teknis pada
Dinas atau Kendaraan Inspektorat Daerah rencana kebutuhan kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumiah Paket P lih
Pemeliharaan, Biaya Persentase Rata-Rata Kl:err?dilraaan eDtinaesme tharaan Persentase Barang Milik Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 lo1 lo1 l209 lo2 Penj\e(llharaan, Pajak, d;?n Capaian Klneqa Indikator Operasional secara rutin/ Daerah Penunjang Urusan Ta.lnete 90 Persen |4 Paket 49,777,070 |Perimbanga Capaian Klneqa Indikator 95 Persen 150,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas Program Teknis pada berkala sesuai rencana Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, n Program Teknis pada
Operasional atau Inspektorat Daerah kebutuhan kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
Lapangan
Persentase Rata-Rata Jumlah Meubeleur Kantor Persentase Barang Milik Kab. Bone, Dana Persentase Rata-Rata
6 lo1 lo1 1209 o5 |Pemeliharaan Mebel Capaian Klner!a Indikator yar?g dipelihara sec?zra Daerah Penunjang Urusan Ténete 90 Persen 75 Buah 6,000,000 Perimbanga Capaian Klneqa Indikator 95 Persen 7,500,000
Program Teknis pada rutin/berkala sesuai rencana |Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah kebutuhan kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
Persentase Rata-Rata Jumlah Peralat.an Qedung Persentase Barang Milik Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pemeliharaan Peralatan Capaian Kinerja Indikator Kantor yang dipelihara Daerah Penunjang Urusan  [Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 |01 [2.09 |06 L ! secara rutin/berkala sesuai ) 90 Persen 87 Unit 49,570,000 Perimbanga B 95 Persen 55,000,000
dan Mesin Lainnya Program Teknis pada rencana kebutuhan Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah encana kebutuha kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
. ... . |Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Pekerjaan Persentase Barang Milik Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
Pemeliharaan/Rehabilitasi Capaian Kineria Indikat Perbaikan/P i b hp ) U Tanet Dana Capaian Kineria Indikat
6 (01 |01 [2.09 [09 |Gedung Kantor dan apaian meqa naikator eroali@n/remell arafsn aerah Fenunjang Lrusan a.ne € 90 Persen 3 Paket 189,667,500| Perimbanga apaian |neqa naikator 95 Persen 190,000,000
Bangunan Lainnya Program Teknis pada Gedung Kantor sesuai Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, n Program Teknis pada
Inspektorat Daerah rencana kebutuhan kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase Rata-Rata Jumlah Paket Pemeliharaan Persentase Barang Milik Kab. Bone, Persentase Rata-Rata
sarana dan Prasarana Capaian Kinerja Indikator Rutin Sarana/Prasarana Daerah Penunjang Urusan  |Tanete Dana Capaian Kinerja Indikator
6 |01 01 [209 [11 |Pendukung Gedung P ) Kelengkapan Pendukung vang ; 90 Persen |3 Paket 15,000,000 Perimbanga P ) 95 Persen 20,000,000
Program Teknis pada R Perangkat Daerah dalam Riattang Barat, Program Teknis pada
Kantor atau Bangunan Gedung Kantor sesuai AN n
) Inspektorat Daerah kondisi baik Macanang Inspektorat Daerah
Lainnya rencana kebutuhan
6 |01 |02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3,011,889,000 3,667,500,000
6 |01 (02 [2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2,506,290,000 2,967,500,000
Persentase Penyelesaian :Zelrsintase Realisasi Kab. B Persentase Penyelesaian
P Kineri Tindak Lanjut OPD dan Jumlah Laporan Hasil Pe a slanaan Ta .t one, Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 |01 |02 2.01 |01 engawasan inerja PemDes atas Rekomendasi  [Pengawasan Kinerja Pemda enyelenggaraan a.me e 90 Persen 321 Laporan |90 % 1,227,455,000 [ Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 1,500,000,000
Pemerintah Daerah . . Pengawasan Internal Riattang Barat, . .
Temuan Hasil Pemeriksaan  |berdasarkan PKPT n Temuan Hasil Pemeriksaan
berdasarkan PKPT (Program |Macanang
APIP. ) APIP.
Kerja Pengawasan Tahunan)
Persentase Penyelesaian l;elrsintase Realisasi Kab. B Persentase Penyelesaian
P K Tindak Lanjut OPD dan Jumlah Laporan Hasil Pe a slanaan Ta ‘t one, Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 (01 |02 [2.01 |02 enga\(vasan euangan PemDes atas Rekomendasi  |Pengawasan Keuangan enyelenggaraan éne € 90 Persen 172 Laporan (90 % 466,189,250|Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 525,000,000
Pemerintah Daerah . . Pengawasan Internal Riattang Barat, . .
Temuan Hasil Pemeriksaan  |Pemda berdasarkan PKPT n Temuan Hasil Pemeriksaan
APIP berdasarkan PKPT (Program |Macanang APIP
' Kerja Pengawasan Tahunan) '
Persentase Penyelesaian Ee:’s:ntase Realisasi Kab. B Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut OPD dan Jumlah Laporan Hasil Reviu Pe a slanaan Ta 't one, Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 (01 |02 [2.01 |03 |Reviu Laporan Kinerja PemDes atas Rekomendasi  |atas Laporan Kinerja Pemda enyelenggaraan ;ime € 90 Persen 2 Laporan |90 % 18,992,500 Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 25,000,000
. . Pengawasan Internal Riattang Barat, . .
Temuan Hasil Pemeriksaan  |berdasarkan PKPT n Temuan Hasil Pemeriksaan
APIP berdasarkan PKPT (Program Macanang APIP
’ Kerja Pengawasan Tahunan) ’




Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

. c tat: I "
Kode Pemerintahan Daerah Lokasi Keluaran Pagu Indikatif Sumber W a.an K Dana/
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil Rp.) Dana Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Ke;lal:an Kegiatan p- Tolok Ukur Target (Rp.)
. Persentase Realisasi .
Persentase Penyelesaian Pelak Kab. B Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut OPD dan Jumlah Laporan Hasil Reviu Pe a slanaan Ta .t one, Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 |01 |02 [2.01 [04 |Reviu Laporan Keuangan |PemDes atas Rekomendasi |atas Laporan Keuangan Penye engga:az:n | Réntet € Barat 90 Persen 1 Laporan |90 % 10,958,750 [Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 17,500,000
Temuan Hasil Pemeriksaan  |Pemda berdasarkan PKPT engawasan fnterna attang Barat, n Temuan Hasil Pemeriksaan
berdasarkan PKPT (Program Macanang
APIP. X APIP.
Kerja Pengawasan Tahunan)
Persentase Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil Eelrsintase Realisasi Kab. B Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut OPD dan Pengawasan Atas Pe a slanaan Ta ‘t one, Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 |01 |02 [2.01 |05 |Pengawasan Desa PemDes atas Rekomendasi  |Penyelenggaraan Penye engga:afn | Ré'mti € Barat 90 Persen 144 Laporan |90 % 416,977,000 [Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 450,000,000
Temuan Hasil Pemeriksaan Pemerintahan Desa bené;awaian PnK;;naP Nlla ang barat, n Temuan Hasil Pemeriksaan
APIP. berdasarkan PKPT erdasarian (Program | Macanang APIP.
Kerja Pengawasan Tahunan)
. Persentase Realisasi .
Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Kab. Bon Persentase Penyelesaian
Keriasama Pengawasan Tindak Lanjut OPD dan Jumlah Kegiatan Kerjasama Pe: sla naa raan Tan 4t one: Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 |01 |02 (2.01 |06 letJasal a rengawasa PemDes atas Rekomendasi  [Pengawasan Internal yang Pe yele ggala: | Ra. tete Barat 90 Persen 1 Kegiatan |90 % 118,287,500| Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 200,000,000
ntermna Temuan Hasil Pemeriksaan  [Terlaksana engawasan fntermna attang barat, n Temuan Hasil Pemeriksaan
berdasarkan PKPT (Program |Macanang
APIP. ) APIP.
Kerja Pengawasan Tahunan)
Monitoring dan Evaluasi  |Persentase Penyelesaian i)umlih I;\;poran_rl.n\éer:(tansay I;elrsintase Realisasi Kab. B Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut OPD dan LeS? taP onlev .|n ?I' Pe a slanaan Ta .t one, aL Dana Tindak Lanjut OPD dan
6 |01 |02 [2.01 |07 |Pemeriksaan BPKRIdan |PemDes atas Rekomendasi anJ‘u enyelesaian lemuan | enyelenggaraan z?ne € 90 Persen . aporan g4 o4 247,430,000|Perimbanga PemDes atas Rekomendasi |95 Persen 250,000,000
X . . . . Hasil Pengawasan Internal  [Pengawasan Internal Riattang Barat, Triwulan . .
Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan n Temuan Hasil Pemeriksaan
. dan Eksternal secara berdasarkan PKPT (Program Macanang
Pemeriksaan APIP APIP. L A APIP.
periodik Kerja Pengawasan Tahunan)
6 |01 |02 (2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 505,599,000 700,000,000
Persentase Kasus Pengaduan Persentase Realisasi Persentase Kasus Pengaduan
Masyarakat dan Kasus Jumlah Laporan Periodik Pelaksanaan Kab. Bone, Dana Masyarakat dan Kasus
6 lo1 lo2 [2.02 lo1 Penanganan Penyelesaian Tér‘tentu La!nn.ya yang Hasil Pena‘nganan ) Penyelenggaraén Ta.lnete 98 Persen 2 Laporan 90 % 182,215,000| Perimbanga T?r‘tentu La!nqya yang 99 Persen 225,000,000
Kerugian Negara/Daerah [ditindaklanjuti sesuai Penyelesaian Kerugian Pengawasan Tujuan Tertentu [Riattang Barat, Semester n ditindaklanjuti sesuai
kewenangan Inspektorat Negara/Daerah berdasarkan PKPT (Program Macanang kewenangan Inspektorat
Daerah. Kerja Pengawasan Tahunan) Daerah.
Persentase Kasus Pengaduan :::;Iah I:pt?lrzn Periodik Persentase Realisasi Persentase Kasus Pengaduan
Masyarakat dan Kasus La ::; PZSr: aznaannganan Pelaksanaan Kab. Bone, Dana Masyarakat dan Kasus
Pengawasan Dengan Tertentu Lainnya yang P gacu Penyelenggaraan Tanete 4 Laporan X Tertentu Lainnya yang
6 |01 |02 2.02 |02 . . R h Masyarakat dan . R 98 Persen . 90 % 323,384,000 Perimbanga . L h 99 Persen 475,000,000
Tujuan Tertentu ditindaklanjuti sesuai X . Pengawasan Tujuan Tertentu [Riattang Barat, Triwulan ditindaklanjuti sesuai
Pemeriksaan Khusus/Tujuan n
kewenangan Inspektorat Tertentu lainnva sesuai berdasarkan PKPT (Program |Macanang kewenangan Inspektorat
Daerah. | fainny val Kerja Pengawasan Tahunan) Daerah.
kewenangan APIP
6 |01 |03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 430,330,000 745,000,000
6 |01 (03 |(2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 52,430,000 65,000,000
Jumlah Key Process Area
. Persentase Elemen Penilaian (KPA) Elemen Kapabilitas Persentase Key Process Are.a Kab. Bone, Persentase Elemen Penilaian
Perumusan Kebijakan L APIP Level 3 dengan (KPA) yang telah memenuhi Dana -
RN (Assessment) Kapabilitas . ) Tanete ) (Assessment) Kapabilitas
6 (01 |03 [2.01 |01 |Teknis diBidang APIP yang mencapai Level 3 kebijakan teknis/dokumen  |kelengkapan Dokumen Riattang Barat 100 Persen |24 KPA 100 % 52,430,000 Perimbanga APIP yang mencapai Level 3 100 Persen 65,000,000
Pengawasan X yang P infrastruktur pengawasan Infrastruktur Kapabilitas 9 ' n . yang P
hingga tahun berkenaan Macanang hingga tahun berkenaan
yang tersusun/terupdate APIP Level 3
secara lengkap
6 (01 |03 (2.02 Pendampingan dan A 377,900,000 680,000,000
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. Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Sumber .
Dan Program/ Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil 9 Penting Pagu Indikatif
9 9 Kegiat: Program Sub . (Rp.) Dana Tolok Ukur Target R
glatan Kegiatan Kegiatan i
Persentase OPD dan PemDes " - Persentase OPD dan
X . Jumlah Laporan Hasil Persentase Realisasi ) )
. yang Bersih dari Temuan . . . . Kab. Bone, PemDes yang Bersih dari
Pendampingan dan Hasil P K APIP Pendampingan/Asistensi Pelaksanaan Pendampingan Tanet Dana T Hasil P ik
6 |01 |03 [2.02 |01 |Asistensi Urusan ba5| teme.zrltsaan yang Penyelenggaraan Urusan dan Asistensi berdasarkan Réntet € Barat 85 Persen 10 Laporan |90 % 54,386,000 | Perimbanga AePrInPuan a: er‘nerlAsatan 95 Persen 100,000,000
Pemerintahan Daerah erpf) ensi atau ) Pemda dan Pemdes PKPT (Program Kerja lattang Barat, n ‘yang €rpo en§| atau
menimbulkan Kerugian Macanang menimbulkan Kerugian
berdasarkan PKPT Pengawasan Tahunan)
Keuangan Negara/Daerah Keuangan Negara/Daerah
Persentase OPD dan PemDes . - Persentase OPD dan
) R Jumlah Laporan Hasil Persentase Realisasi A .
. . . |yang Bersih dari Temuan Rk . . . Kab. Bone, PemDes yang Bersih dari
Pendampingan, Asistensi, Hasil P K APIP Pendampingan/Asistensi, Pelaksanaan Pendampingan Tanet Dana T Hasil P ik
6 |01 (03 2.02 |02 |Verifikasi, dan Penilaian baSI temgrltsaan yang Verifikasi, dan Penilaian dan Asistensi berdasarkan Ré'mti € Barat 85 Persen 3 Laporan 90 % 13,371,000 [ Perimbanga AePTPuan a: ertnenlsatan 95 Persen 35,000,000
Reformasi Birokrasi erpp ensi atau . Reformasi Birokrasi PKPT (Program Kerja lattang Barat, n .yang €rpo en§| atau
menimbulkan Kerugian Macanang menimbulkan Kerugian
berdasarkan PKPT Pengawasan Tahunan)
Keuangan Negara/Daerah Keuangan Negara/Daerah
Persentase OPD dan PemDes . N Persentase OPD dan
- L X . Jumlah Laporan Hasil Persentase Realisasi . X
Koordinasi, Monitoring yang Bersih dari Temuan L . . Kab. Bone, PemDes yang Bersih dari
dan Evaluasi sert Hasil P ” APIP Koordinasi, Monitoring dan |Pelaksanaan Pendampingan Tanet Dana T Hasil P ik
6 |01 |03 (2.02 |03 ar! .va .ua5| serta as! eme.rl saan YaNS | evaluasi serta Verifikasi dan Asistensi berdasarkan a.ne € 85 Persen 8 Laporan |90 % 280,616,500 [ Perimbanga emuan Fast emen.saan 95 Persen 500,000,000
Verifikasi Pencegahan dan |berpotensi atau ; Riattang Barat, APIP yang berpotensi atau
) : ) Pencegahan dan PKPT (Program Kerja n X _
Pemberantasan Korupsi menimbulkan Kerugian . Macanang menimbulkan Kerugian
Pemberantasan Korupsi Pengawasan Tahunan)
Keuangan Negara/Daerah Keuangan Negara/Daerah
Persentase OPD dan PemDes - Persentase OPD dan
i . . Persentase Realisasi ) .
. . . |yang Bersih dari Temuan Jumlah Laporan Hasil . Kab. Bone, PemDes yang Bersih dari
Pendampingan, Asistensi Hasil P K APIP pend A /Asistensi Pelaksanaan Pendampingan Tanet Dana T Hasil P K
6 |01 |03 [2.02 |04 |dan Verifikasi Penegakan as! eme.n saan yang|ren arﬁplng.an sistenst dan Asistensi berdasarkan a.ne € 85 Persen 4 Laporan (90 % 29,526,500 Perimbanga emuan fast emen‘saan 95 Persen 45,000,000
. berpotensi atau dan Verifikasi Penegakan . Riattang Barat, APIP yang berpotensi atau
Integritas . ) ) PKPT (Program Kerja n . i
menimbulkan Kerugian Integritas berdasarkan PKPT Pengawasan Tahunan) Macanang menimbulkan Kerugian
Keuangan Negara/Daerah 9 Keuangan Negara/Daerah
TOTAL 16,766,422,900 21,115,000,000
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